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ABSTRAK

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban
seseorang yang meninggal. Hak dan kewajiban yang beralih
dari pewaris kepada ahliwarisnya berupa aktiva dan pasiva.
Tanggung jawab yang beralih kepada ahliwaris dapat dilihat
dari sikap yang akan diambil, apakah mereka menerima secara
murni, menerima secara benefisier, atau menolak harta
warisan tersebut. Hutang dapat timbul semasa pewaris masih
hidup baik sebelum maupun selama terikat dalam perkawinan,
disebut sebagai hutang persatuan. Hutang persatuan
merupakan tanggung Jjawab suami isteri bersama-sama,
khususnya hutang yang memberikan suatu pembebanan atas
benda tak bergerak, diperlukan persetujuan isteri. Dalam
Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993, terdapat
permasalahan mengenai tanggung jawab isteri sebagai partner
pernikahan dan ahliwaris, serta para ahliwaris lainnya atas
hutang pewaris yang timbul dari perjanjian kredit dengan
melakukan pembebanan atas tanah tanpa persetujuan dari
isteri Pewaris. Para ahliwaris belum menentukan sikap atas
harta kekayaan pewaris, tetapi hakim menyimpulkan dengan
tidak dilakukannya penoclakan maka para ahliwaris menerima
harta kekayaan pewaris secara murni. Baik penerimaan secara
murni, secara benefisier dan penolakan harus dilakukan
dengan tegas. Penerimaan warisan secara murni dilakukan
dengan akta otentik atau akta bawah tangan, bukan tidak
dilakukannya penolakan. Peluang hak berpikir vyang dapat
membantu ahliwaris menentukan sikap juga tidak digunakan.
Hutang pewaris vyang merupakan hutang persatuan Jjuga
menimbulkan pengaruh bagi isteri sebagail partner nikah dan
ahliwaris, pembebanan tanpa persetujuan isteri dapat
dikatakan pembebanan yang tidak sah, sehingga isteri dapat
menolak membayar hutang pewaris, seandainya ia bersedia
membayar pun isteri hanya bertanggung jawab atas setengah
bagian dari hutang pewaris. Semakin kompleksnya
permasalahan mengenai waris perdata 1ini, maka diperlukan
suatu pendalaman dan pengetahuan baik dalam teori dan
praktek berupa pelatihan-pelatihan dan seminar bagi aparat
penegak hukum yaitu hakim, Jjaksa dan pengacara, sehingga
dalam menangani kasus mengenai waris perdata, mereka dapat
mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum.

iv
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ABSTRACT

Inherit is to replace the rights and obligations of
someone passed away or predecessor. Rights and obligations
transferred from predecessor to his inheritor could be an
assets or liabilities. Responsibilities transferred to
inheritor might be seen from the attitude of the inheritor,
whether he purely accepts the responsibilities, beneficiary
accepts the responsibilities, or reject the
responsibilities. Liabilities can be incurred during the
predecessor’s 1life, before or after he 1is engaged in
marital 1life, which is known as associated 1liabilities.
Associated liabilities shall be the responsibility of
predecessor and his spouse, especially 1liabilities or
debts, which includes the property guarantee, will require
approval from his spouse. In the Decree of Indonesian
Supreme Court No. 180.k/Pdt/1993, a responsibility problem
will exist if predecessor had a loan agreement with
property collateral, but without spouse’s approval.
Although the inheritors have not decided their attitudes on
the inheritance, but judge concludes that the inheritor
purely accepts the inheritance 1if no rejection is made.
Either purely acceptance or beneficiary acceptance or
rejection shall be stated assertively. Purely acceptance
shall be made in authentice deed or unauthentice deed, not
by not stating the rejection. The right to think, which is
able to assist the inheritor in making a decision, 1is also
not utilized. Predecessor’s debts as an associated debts
will affect to the spouse as a marital partner and
inheritor, guarantee without spouse’s approval might be
categorized as illegal guarantee and spouse has the right
to reject the settlement of predecessor’s debts; even the
spouse is willing to pay the debts, the spouse is only
responsible for a half of the debts. In parallel with the
complexity of this problem, comprehensive knowledge in
theory and practical shall be possessed by law enforcer
(i.e. judge, attorney, and lawyer) in order to achieve a
justice and rule of law in this specific case.
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BAB II

KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS

A. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Barat.
1. Pengertian, Sistematika, dan Unsur-Unsur Hukum Waris

Perdata Barat.

a. Pengertian Hukum Waris Perdata Barat

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat
(Burgerlijke Wetboek) tidak terdapat pasal-pasal tertentu
yvyang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya
dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami
sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 830 KUHPerdata, yang
menyebutkan bahwa : “Pewarisan hanya berlangsung karena
kematian”.

Dengan demikian berdasarkan pasal 830 KUHPerdata,
pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati
(pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan
tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan

ada peristiwa hukum pewarisan.

12
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e e

Jadi, Syarat-syarat agar suatu pewarisan dapat

dilaksanakan berdasarkan KUHPerdata, adalah:

. iy S e

1. ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata),
termasuk adanya dugaan hukum sudah meninggal dunia. i

2. Adanya ahliwaris pada saat pewaris meninggal dunia
(Pasal 836 KUHPerdata), dalam arti bahwa untuk bertindak ?
sebagai ahli waris, ahli waris tersebut secara nyata.l
harus ada dan hidup pada saat harta peninggalan Jjatuh
meluang (warisan terbuka), baik ahliwaris menurut

undang-undang ataupun menurut wasiat.

3. Kecakapan ahli waris.

Perkecualian yang diberikan oleh undang-undang dalam
syarat-~syarat pewarisan yang ditentukan diatas, acalah:
1. 0Orang dalam kandungan dianggap sudah ada, sesuai dengan

Pasal 2 ayat 1 KUHPerdata mengenai bayi dalam kandungan
ibu dianggap sebagai subyek hukum, dengan syarat:
a. telah dibenihkan;
b. dilahirkan hidup;
c. ada kepentingan yang menghendaki (warisan).

2. Orang yang belum dapat mewaris dalam hal pengangkatan
ahliwaris yang bersifat melompat, yakni suatu penunjukan

ahliwaris (disebut juga sebagai ahliwaris yang dibebani)
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dengan surat wasiat, menyimpan apa yang ia terima, untuk
kemudian menyerahkannya kepada anak-anak ahliwaris yang
ada dan yang akan lahir sebagaimana diatur dalam Pasal
973-975 KUHPerdata.’

Setelah dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas,
para ahliwaris mempunyai hak untuk berpikir untuk
menentukan sikap, yaitu antara lain ahli waris dapat®:

1. menerima warisan dengan penuh;

2. menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak
akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris vyang
melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut
dengan istilah “menerima warisan secara beneficiare”;

3. menolak warisan.

Karena tidak adanya definisi hukum waris dalam
undang-undang (KUHPerdata), maka ada beberapa pendapat dari
para pakar atau ahli tentang definisi dari hukum waris

perdata yaitu:

Wirjono Prodjodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia) :

° Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris Buku
II, Cet 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 83-84.

¢ Eman Suparman (b), Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam,
Adat, dan BW, Cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005),hal. 32.

14
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH Ul, 2008



“Pengertian Warisan ialah, bahwa warisan itu adalah
soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu
ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang

masih hidup”.’

Pitlo:

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur
mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai
pemindahan kekayaan oleh si mati dan akibat dari pemindahan
ini bagi orang orang yang memperolehnya, baik dalam
hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga”.3

Wahyono Darmabrata:

“Peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atas
meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang
ditinggalkan. Hukum waris merupakan semua kaidah hukum yang
mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal
dunia kepada ahli warisnya. Selain mengatur nasib harta
kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, hukum waris Jjuga
mengatur siapa diantara para anggota keluarga pewaris yang

berhak untuk mewaris”.?®

Berdasarkan beberapa definisi Hukum Waris Perdata dari
para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara
umum bahwa, Hukum Waris Perdata adalah suatu proses hukum
atau peraturan yang mengatur tata cara perpindahan atau

pengalihan harta warisan dari si meninggal (pewaris) baik

7 H. Hilman Hadikususmah, Hukum Waris Indonesia Menurut
Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1996), hal. 5.

® Eman Suparman (b), op.cit., hal. 3.

?® Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris,
(Jakarta: Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, 2003), hal. 3.
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berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun
hutang piutang, kepada orang-orang yang berhak mewarisinya
(ahli waris), baik menurut undang-undang maupun surat
wasiat, sesuai bagian vyang telah ditentukan dalam
KUHPerdata.

b. Sistematika Hukum Waris Perdata Barat

Sistem Hukum Waris Perdata Barat yang berlaku di
Indonesia diatur dalam Buku II KUHPerdata yang mengatur
tentang benda pada umumnya. Pengaturan hukum waris dalam
Buku II tersebut didasarkan kepada anggapan bahwa pewarisan
merupakan salah satu cara memperoleh hak milik.!°

Pemberlakuan hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata
disebabkan karena hingga saat ini masih belum diciptakan
hukum nasional yang mengatur masalah hukum waris. Kenyataan
kebinekaragaman hukum yang mengatur pewarisan ini Jjuga
terlihat dari masih diberlakukan hukum lain yang mengatur
pewarisan disamping KUHPerdata yaitu Hukum Adat dan Hukum
Islam. Kedua hukum ini ditaati dan dinyatakan berlaku bagi

mereka yang digolongkan sebagai penduduk Indonesia asli

1 g, satrio, Hukum Waris, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1992), hal.
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(menurut Pasal 75 baru RR) dan golongan penduduk yang
menganut agama Islam.1l

Sehingga sistem yang berlaku di Indonesia saat ini
khususnya sistem hukum kelarisan mengenal tiga sistem hukum
yang mempengaruhi atau merupakan sumber dari tata hukum
positit Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum
Islam dan sistem hukum Barat.212

Adanya Pluralisme hukum tersebut kadangkala
menimbulkan ketidakjelasan khususnya dalam peranan notaris
dan lembaga peradilan yang menangani perkara kewarisan.
Permasalahan notaris sehubungan dengan masalah kewarisan
umumnya selain ditimbulkan oleh perbedaaan sistem hukum
waris jJuga disebabkan karena tidak jelasnya pengaturan
instansi  mana yang berwenang membuat keterangan hak
mewaris.

Pluralisme hukum waris juga berpengaruh pada badan
peradilan yang berwenang menangani perkara waris di
Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Undang-

Undang No 4 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang

11 Tamakiran S, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum,
Cet. 1, (Bandung: CV Pionir Jaya, 2000), hal. 22.

2 Mura P, Hutagalung, Hukum Islam Dalam Era Pembangunan,
(Jakarta: Ind. Hill-Co, 1985), hal. 12.
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Kekuasaan Kehakiman (L.N.R.I nomor 4 tahun 2004),!% badan
peradilan meliputi badan peradilan dalam lingkungan
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan
peradilan tata usaha negara.

Dalam sistem peradilan tersebut, perkara waris di
Indonesia ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Agama yang mana keduanya berwenang menangani perkara waris
tersebut. Pengadilan Negeri sendiri berwenang menangani
perkara kewarisan berdasarkan sistem Hukum Adat dan Perdata
Barat, sedangkan Pengadilan Agama berwenang menangani
kewarisan berdasarkan sistem Hukum Islam.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis memfokuskan
membahas mengenai sistem hukum barat (sistem hukum perdata
barat). Hukum waris Perdata Barat, tidak berlaku untuk
semua golongan penduduk, hukum waris perdata barat, hanya
berlaku:

l. Bagi golongan orang-orang Eropa yang dipersamakan dengan
golongan orang-orang tersebut.

2. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa.

13 Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang No 4 & 5 Tahun 2004

Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, (Bandung: Fokusmedia,
2004), hal. 5.
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3. Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi
yang menundukkan diri.
Perbedaan golongan tersebut ditetapkan dalam Pasal 163
Indische Staatsregeling yang membagi-bagi penduduk menjadi
tiga golongan yaitu golongan Eropa, Bumiputera dan Timur

 Berkaitan dengan materi yang akan dibahas maka

Asing.!
masalah yang akan 1lebih dititikberatkan adalah masalah
mengenai kewarisan yang Jjuga tidak luput dari perbedaan
pemberlakuan hukum bagi golongan masyarakat tersebut.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum
perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dalam hukum
kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan
ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti
akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.
Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya
peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah
masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia

tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban

14 R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 23.
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sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur dalam hukum
waris.?!®

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih
tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud hukumnya
si pewaris adalah “hukum waris mana yang berlaku bagi orang
yang meninggal dunia.” Oleh karena itu, apabila yang
meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk
Indonesia, maka yang berlaku adalah Hukum Waris Adat.
Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa
atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris
barat.!®

Dalam hukum waris berlaku asas bahwa jika seseorang
meninggal dunia, maka pada seketika itu juga segala hak dan
kewajiban beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini hak
dan kewajiban yang diwariskan: a) hak dan kewajiban dalam
lapangan hukum kekayaan harta benda; b) hak dan kewajiban
yang tidak dapat dinilai dengan uang (hak suami untuk
menyangkal keabsahan anak dan hak anak agar dinyatakan
sebagai anak sah). Sedangkan, hak dan kewajiban yang tidak

dapat diwariskan: a) hak dan kewajiban dalam hubungan

!> suparman (b), op.cit., hal. 1.
16 Ibid., hal. 8.
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kerja, yang sifatnya sangat pribadi, b) keanggotaan dalam
perkumpulan, ¢) hak untuk menikmati hasil orang tua atau
wali terhadap anak yang dibawah kekuasaan orang tua atau di
bawah perwalian, d) hak pakai hasil. Berdasarkan hal-hal
tersebut diatas hukum waris menurut konsepsi hukum perdata
barat yang bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari
hukum harta kekayaan.!’

Sistematika hukum perdata barat menurut undang-undang
yaitu hukum perdata sebagaimana yang dimuat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), terdiri

dari:
Buku I : tentang orang (van personen).
Buku TII ¢ tentang benda (van zaken).

Buku III : tentang perikatan (van verbintenissen).
Buku IV : tentang bukti dan kadaluwarsa (van bewijs en
Verjaring) .1®
Dalam KUHPerdata Hukum waris diatur dalam Buku II
tentang kebendaan. Dalam Buku II tersebut hukum waris

diatur dalam Bab XII sampai dengan Bab XVIII, dengan

pengaturan sebagai berikut:

17 1bidt., hal. 25.
18 p.X. Suhardana, Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa,

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 25.
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Bab

Bab

Bab

Bab

Bab

Bab

Bab

XII, tentang pewarisan karena kematian;

XIII, tentang surat wasiat;

X1V, tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta
peninggalan;

XV, tentang hak memikir dan hak istimewa untuk

mengadakan pendaftaran harta peninggalan;
XVI, tentang menerima dan menolak suatu warisan;
XVII, tentang pemisahan harta peninggalan;
XVIII,tentang harta peninggalan yang tidak terurus.®?
c. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata Barat

Unsur-unsur Hukum waris Perdata Barat, yaitu pewaris,

ahli waris, dan harta warisan. Ketiga undur hukum waris

tersebut, yaitu:

1. Pewaris, adalah orang telah meninggal dunia vyang
meninggalkan harta kekayaan.?® Secara a kontrario
seseorang belum dapat dikatakan sebagai pewaris kalau
orang tersebut belum meninggal. Status “kematian”
tersebut merupakan syarat mutlak suatu kewarisan
sebagaimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 830
1% Tbid., hal. 20.

20 surini Ahlan Sjarif dam NMurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata

Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang), Cet. 1, (Jakarta: Kencana,

2005), hal. 10.
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KUHPerdata yang menyatakan pewarisan hanya berlangsung
karena kematian.

2. Ahliwaris, secara garis besar ada dua kelompok vyang
layak dan berhak menjadi ahli waris, kelompok pertama
adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan
undang-undang telah ditentukan sebagai ahli waris,
berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata.?® Berdasarkan pada
kenyataan tersebut diatas, yang berhak sebagai ahli
waris menurut undang-undang adalah seseorang atau
beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan di
si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris
adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si
yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang atau orang-
orang yang menjadi ahli waris, karena si yang meninggal
di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan
hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak

luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat

2!  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1996), Pasal 832:

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah
para keluarga sedarah, baik sah, maupun 1luar kawin dan si suami atau
istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup
terlama diantara duami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan
yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi
segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

23
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH Ul, 2008




wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris
tidak akan menjadi ahli waris 3jika pewaris tidak
mengakuinya secara sah, anak-anak luar kawin baru akan
tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh
pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat
baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam
perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata.?
Seorang ahli waris memiliki 2 (dua) macam hak yaitu
pertama, yang disebut saisine yaitu hak untuk
memperoleh kekayaan tanpa menuntut penyerahan, dan
kedua yang disebut heriditatis petitio yaitu hak ahli
waris untuk menuntut warisan dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) tahun. Namun demikian, pelaksanaan kedua
macam hak tersebut tidak absolut berlaku karena
adakalanya seseorang dinyatakan tidak patut mewaris
(onwardig)atau ‘orang tersebut menolak warisan
(verwerpen) sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata.

Harta warisan, adalah kekayaan berupa keseluruhan
aktiva dan pasiva vyang ditinggalkan pewaris dan

berpindah kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang

22 1bid., Pasal 280:

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin,
timbuiah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”

24
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH Ul, 2008



berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama
ahli waris disebut boedel. Pada umumnya harta warisan
adalah harta vyang ditinggalkan oleh pewaris untuk
dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya, tetapi
harus diingat harta warisan tidak secara otomatis bisa
dibagi-bagikan, kita harus melihat dulu status
perkawinan dari si pewaris, jika pewaris kawin tanpa
perjanjian kawin, maka dalam perkawinan antara pewaris
dengan suami/istrinya tersebut terjadi percampuran
harta (Pasal 119 KUHPerdata), dengan percampuran harta
berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata, harta campur
perkawinan tersebut dibagi menjadi dua bagian vyang
tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak
terpisahkan untuk pasangan nikah yang masih hidup, dan
setengah bagian yang tidak terpisahkan sebagai harta
peninggalan pewaris, untuk kemudian dibagikan kepada
para ahli waris. Jika sebelum perkawinan pewaris dengan
pasangan nikahnya, dibuat perjanjian kawin (Pasal 139
KUHPerdata), maka harta tetap di bawah penguasaan
masing-masing pihak, tidak perlu dibagi dua. Jadi harta
warisan jika terjadi percampuran harta dalam perkawinan

adalah setengah bagian dari harta campur dikurangi
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hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan
jika perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap di
bawah penguasaan masing-masing suami dan istri) maka
jika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang

ditinggalkan yang tercatat atas nama yang meninggal.

2. Tata Cara Pewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.

Di dalam hukum waris perdata dikenal ada dua cara
untuk memperoleh warisan, yaitu:

a. Pewarisan menurut ketentuan undang-undang atau wettelijk
erfrecht atau ab intestato;

b. Pewarisan menurut testament atau wasiat atau
testamentair erfrecht.

Ahli waris menurut undang-undang (ab intestato), yaitu
karena kedudukannya sendiri rﬁenurut undang-undang demi
hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli
waris menurut surat wasiat (ad testamento), vyaitu ahli
waris yang tampil karena “kehendak tarakhir” dari si
pewaris yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat

(testament) .
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Ad. a. Pewarisan Menurut Undang-Undang (ab intestato)

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu
bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor
penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli
waris.,

Dalam mewaris berdasarkan undang-undang ada 2 (dua)
cara terjadinya pewarisan, yaitu:

a. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (uit eigen
hoofde) .

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri disebut juga
dengan mewaris langsung. Ahli warisnya adalah mereka yang
terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya
sendiri. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada
asasnya ahli waris mewaris kepala demi kepala.

Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata mengatakan:

“mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan di

meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat

kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri
sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, Jjika

sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak
sebagai pengganti.”

Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam
susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yvang

memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut
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adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain.
Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris
menerima bagian yang sama besarnya.?3
b. Mewaris berdasarkan penggantian (Bij Plaatsvervulling)

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan
dimana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris vyang
berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia 1lebih
dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian
tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan
penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852
ayat 2 KUHPerdata).

Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal
841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata.

Pasal 841 KUHPerdata:

“Penggantian memberi hak kepada seorang yang
mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat
dan dalam segala hak orang yang diganti.”

Pasal 841 KUHPerdata ini dengan jelas menentukan bahwa

memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak

dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan

23 surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, op. cit., hal. 18-19.
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tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikan.23
Syarat mewaris karena penggantian, yaitu:
a) Ditinjau dari orang yang digantikan;

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu

dari pewaris. Pasal 847 KUHPerdata menentukan:

"Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang

yang masih hidup selaku penggantinya.'

b) Ditinjau dari orang yang menggantikan:

1) Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang
digantikan, termasuk keturunan sah dari anak Jluar
kawin. Hal ini  menjelaskan bahwa keturunan dari
peviaris adalah keturunan vyang sah, karena yang
dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris
dan pewaris.

2) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris
pada umumnya, Yyakni:

(@ hidup pada saat warisan terbuka;
() bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris;
(© tidak menolak warisan.

Ad. (@ Hidup pada saat warisan terbuka;

2 l1bid., hal. 24.
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Orang yang berhak untuk mewaris harus hidup pada saat
warisan terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 836
KUHPerdata, dengan pengecualiannya sebagaimana
terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 KUHPerdata.

Ad. (b) Bukan orang yang dinyatakan tidak patut:;

Orang yang tidak patut atau onwaardig?® berarti orang
tersebut masih hidup, maka kedudukannya tidak dapat
digantikan. Maka tidak tertutup kemungkinan bagi anak-
anak orang vyang tidak patut ini untuk mendapatkan
berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak
menggantikan.

Ad. (c) Tidak menolak harta warisan;

Orang yang menolak warisan atau verwerpen adalah orang
yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara
penggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 1060
KUHPerdata®® Pada prinsipnya orang tidak dapat

menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih

2% Onwaardig adalah seseorang yang dinyatakan tidak patut untuk

mewaris berdasarkan Pasal 838 KUHPedata.

%6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., Pasal 1060:
“Siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat
diwakili dengan cara penggantian; jika ia satu-satunya waris di dalam
derajatnya, ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-
anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris
untuk bagian yang sama.”
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hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh

para ahli warisnya (plaatsvervulling)

Undang-Undang mengenal 3 (tiga) macam penggantian,
yaitu:

a. Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian
dalam golongan pertama). Pasal yang mengatur penggantian
dalam golongan pertama ini adalah Pasal 842 KUHPerdata:
“Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah
berlangsung terus dengan tiada akhirnya.”

b. Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam
golongan kedua), pasal vyang mengatur penggantian
golongan kedua ini adalah Pasal 844 KUHPerdata.

c. Penggantian dalam garis menyimpang vyang lebih Jjauh
(penggantian dalam golongan keempat) , pasal yvyang
mengatur 845 KUHPerdata dalam arti yang lebih diperluas.

Yang penting dan harus diingat dalam proses
penggantian ini adalah ahli waris yang masih hidup tidak
dapat digantikan kedudukannya, vyang dapat digantikan harus
ahli waris telah meninggal 1lebih dahulu dari pewaris, dan
ahli waris tersebut meninggalkan keturunan sah seperti yang

diatur dalam Pasal 847 KUHPerdata yaitu: “tiada seorang pun
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diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku
penggantinya.”
Ad. b. Pewarisan berdasarkan wasiat (testament)

Pada dasarnya, wasiat berkaitan dengan harta kekayaan
seseorang pada waktu masih hidup. Selain itu, mungkin orang
yang mempunyai harta tersebut khawatir harta bendanya akan
menjadi percekcokan di antara anggota keluarga, dan untuk
mempermudah proses hibah wasiat di era modern ini peran
notaris sangat dibutuhkan.?’

Hibah wasiat (testament) dapat diakibatkan oleh
seseorang pemilik kekayaan yang mempunyai keinginan agar
harta kekayaannya nanti, setelah meninggal, akan
diperlakukan menurut cara tertentu. Jika hukum mengizinkan
si peninggal warisan untuk menentukan cara pembagian harta
warisan yang menyimpang dari hukum waris, hal tersebut
wajar mengingat pada dasarnya seorang pemilik kekayaan
mempunyai hak penuh untuk memperlakukan kekayaannya
tersebut menurut kehendaknya sendiri.

Dalam pewarisan menurut testament maka ditinjau dari

isi testament dikenal dua cara, yaitu:

?7 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung:

Sumur Bandung, 1995), hal, 69.
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a. Erfstelling atau Pengangkatan Waris, Pasal 954
KUHPerdata menentukan bahwa wasiat pengangkatan waris
adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada
seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang
akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik
seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya
setengahnya, sepertiganya. Jika dihubungkan dengan
Pasal 876 KUHPerdata, erfstelling tidak perlu meliputi
seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding
dengan harta warisan, dan penerimanya berkedudukan
sebagai ahli waris.?® Orang vyang ditunjuk menjadi
ahliwaris dinamakan testamentair erfgenaam,?’ yang
kemudian dicatat dalam surat wasiat.

b. Hibah Wasiat (legaat) adalah penetapan wasiat yang
khusus dimana vyang mewariskan kepada seseorang atau
lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari
suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak

atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas

28 Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris BArat
Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek, (Bandung: Tarsito, 1988), hal.
136.

2% Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris menurut Burgerlijk
Wetboek, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 14.
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seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.3°
Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan

setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

3. Penggolongan Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang

Penggolongan ahli waris berdasarkan undang-undang
diatur dalam Buku II, bagian 2, Pasal 852-Pasal 861
KUHPerdata.

Asas Hukum Waris Perdata vyang mengatakan bahwa
keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup
keluarga yang lebih jauh, keluarga sedarah pewaris menurut
BW disusun dalam kelompok, yang disebut dengan nama
golongan ahli waris, terdiri dari golongan I sampai dengan
golongan 1V, diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah
dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup
golongan yang lebih jauh.?*

a. Golongan Ahli Waris Pertama

Pasal 852 KUHPerdata menyebutkan yang termasuk ahli

waris golongan pertama adalah anak-anak atau sekalian

keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan

3% 1bid., hal. 138,
31 J. Ssatrio, Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 99.
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sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau
semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus
keatas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran
terlebih dahulu.

Pembagian dilakukan sama rata jika mereka mewarisi
berdasarkan kedudukan sendiri. Mereka mewarisi pancang demi
pancang Jika mereka atau sebagian dari mereka mewarisi
secara bergantian.?

Dalam Pasal 852 a ayat 1 KUHPerdata menetapkan bahwa
bagian suami/isteri yang hidup terlama, maka bagian
warisannya adalah sama besar dengan bagian Sseorang anak.
Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-
anak/keturunan dart perkawinan pertama, maka bagian
suami/Zisteri sama besar dengan bagian terkecil dari bagian
terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan
pertama.3

Jadi ahli waris golongan | adalah:3

1D Suami/lIstri yang hidup terlama

2) Anak/anak-anak; dan

2 Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris,
(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 92.

3B Efendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta:PT Rajagrafindo
Persada, 2006), hal. 31.
#A Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek

(BW), (Bandung: CV. Utomo, 2006), hal. 17.
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3) Keturunan anak-anak tersebut.
b. Golongan Ahli Waris Kedua

Diatur dalam Pasal 854-Pasal 857 KUHPerdata. Golongan

kedua meliputi:3®
1) Ayah dan ibu,
2) Saudara,
3) Keturunan.

Tiap orang tua yang ditinggal mendapat bagian yang
sama besarnya dengan tiap saudara pewaris, tetapi tidak
boleh kurang dar * bagian dari warisan, dengan ketentuan
lagi bahwa hanya untuk menentukan bagian orangtua, saudara
lain bapak atau 1lain ibu dihitung sebagai saudara penuh
pewaris.?¢

Jika kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia
lebih dahulu dan kemudian pewaris itu meninggal dunia tanpa
keturunan dan istri/suami, saudara pewaris mewarisi seluruh
harta warisan.?’

Jika pewaris meninggal dunia tanpa saudara (anak

tunggal), masing-masing orangtua mewarisi separuh warisan

35 Effendi Perangin, op. cit., hal. 35.
3¢ Tan Thong Kie, op. cit., hal. 94.
37 Ibid.
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dan jika hanya ada satu orangtua, orangtua itu mewarisi
seluruh warisan.3®
¢. Golongan Ahli Waris Ketiga

Sesudah golongan I dan golongan II tiada lagi, maka
muncullah ahli waris golongan III, vyang terdiri dari:
sekalian keluarga sedarah dalam garis 1lurus keatas, baik
dari garis ayah maupun ibu.(Pasal 853 KUHPerdata)3?

Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu
garis lurus ke atas adalah kakek dan nenek, yaitu ayah dan
ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun
nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya.?’

Jadi yang termasuk ahli waris golongan ketiga ini
adalah:

1) Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu;
2) Orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya keatas.
d. Golongan Ahli Waris Keempat
Mereka adalah hubungan darah ke samping sampai derajat

keenam. Walaupun ahli waris derajat keenam adalah keluarga

terakhir yang menurut undang-undang dapat mewaris, hubungan

38 1bid.
3 J. satrio, op. cit., hal. 142.
40 1hid.
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derajat ketujuh dapat mewaris jika ia mengganti ahli waris

derajat keenam.%

Pasal 858 ayat 1 KuhPerdata mengatakan:

Dalam hal tak ada saudara (golongan II) dan sanak
saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan
ITII), maka 3*» bagian warisan (kloving) menjadi bagian
sekalian keluarga sedarah dalam garis 1lurus keatas yang
masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu),
sedang *» bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam
pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam
garis yang lain.*?

Yang perlu diingat adalah:%?

1) Pasal 858 KuhPerdata berkaitan dengan serangkaian
pasal-pasal sebelumnya, yaitu Pasal 856 dan Pasal 857
KUHPerdata, dan dalam pasal tersebut diatur mengenai
peristiwa pewarisan, dalam hal pewaris tidak
meninggalkan keturunan, suami atau istri dan orang tua
sebagai ahli waris

2) Bahwa Pasal 858 KUHPerdata, meskipun tidak menyebutkan

secara tegas harus dianggap mengandung ketentuan bahwa

‘¢ Tan Thong Kie, op. cit., hal. 98.
42 J satrio, op. cit., hal. 146.
43 Ibid.
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selain pewaris tidak meninggalkan golongan ahli waris
golongan II dan dalam salah satu garis ke atas yaitu
garis ayah atau ibu tidak ada 1lagi keluarga sedarah
yang berhak mewaris, pewaris Jjuga tidak meninggalkan
ahli waris golongan I dan II.
Jadi yang termasuk ahli waris golongan keempat adalah:

1) Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu;

2) Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung
dari si meninggal;

3) Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya,

sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

B. Persatuan Harta Menurut Undang-Undang
1. Sejarah, Sifat, Bagian-Bagian dan Pertanggung Jawaban
atas Harta Persatuan
a. Sumber/asalmula Dan Sifat Persatuan/percampuran
Menurut bunyi atau ketentuan Pasal 119 KUHPerdata,
sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri
terjadilah persatuan harta benda(kekayaan) lengkap/bulat.
Kekecualian baru terjadi apabila suami isteri itu sebelum
melangsungkan perkawinan telah membuat akta perjanjian

kawin (huwelijksvoorwaarden) di depan seorang Notaris,
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dalam mana mereka (calon suami isteri) itu mengadakan
penyimpangan daripada ketentuan umum tersebut.?®!

Pasal 1621 KUHPerdata mengartikan bahwa
persatuan/percampuran disebabkan perkawinan itu pun
bukanlah merupakan perseroan yang dimaksud dalam Pasal 1618
KUHPerdata. Hal ini disebakan percampuran harta (kekayaan)
suami isteri itu terjadi demi hukum dan dinyatakan demikian
oleh undang-undang sehubungan dengan perkawinan. Lagipula
dengan adanya persatuan harta itu bukan atau tidaklah
bertujuan mencari untung yang kemudian membagikannya antara
mereka.

Sifat dari harta kekayaan ini adalah tidak dapatnya
dibedakan bagian-pagiannya, akan tetapi suami dan isteri
berhak atas keseluruhan dari harta, terlepas dari kenyataan

bahwa suami berhak untuk mengurus dan menguasai harta

bersama itu.
b. Aktiva Dan Penghasilan/pendapatan (laba) Dari
Persatuan
Mengenai aktiva harta persatuan (campur) itu menurut

ketentuan Pasal 120 KUHPerdata meliputi barang-barang/harta

44 Komar Andasasmita, Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), (Bandung: Ikatan
Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987), hal. 10.
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benda suami isteri, baik yang sudah dimiliki sekarang
meupun yang akan diperoleh mereka kelak, termasuk vyang
didapat secara cuma-cuma, dengan pengecualian apabila yang
menghibahkan atau yang menghibah-wasiatkan menetapkan bahwa
barang yang mereka berikan itu tidak akan dimasukkan ke
dalam harta campur.*®

Tentang hasil dan pendapatan (vruchten en inkomsten)
yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan, menurut
penegasan Pasal 122 KUHPerdata, hal ini harus
diperhitungkan sehingga ditambahkan pada persatuan (harta
campur). Demikian pula halnya dengan keuntungan (winst)
yang diperoleh dari barang persatuan itu.

Hal hal yang merupakan urusan sangat pribadi atau hak
yang melekat pada diri seseorang, seperti sebagai pegawai
negeri/pejabat (ambtenaar), hak atas alimentasi, perjanjian
(kontrak) membuat lukisan dari pelukis tertentu yang tidak
d'apat dipindahkan/dialihkan haknya kepada orang 1lain dan
lenyap pada waktu meninggalnya orang yang bersangkutan,
tidak jatuh pada persatuan. Hal-hal tersebut tidak

merupakan hak kekayaan subyektif.4®

45 Ibid., hal. 12-13,
4 Tbid., hal 14.
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c. Hutang Persatuan

Menurut ketentuan atau bunyi Pasal 121 KUHPerdata
beban-beban persatuan itu adalah meliputi atau termasuk
semua hutang suami isteri masing-masing, baik yang terjadi
sebelum maupun sepanjang perkawinan mereka.

Bagaimana cara timbulnya hutang itu tak merupakan
masalah, apakah disebabkan karena suami atau isteri itu
melanggar hukum sehingga harus mengganti kerugian atau
karena denda misalnya, atau utang suami isteri berasal dari
warisan atau hibahan dengan beban dan sebagainya. Itu semua
merupakan beban persatuan. Menurut undang-undang suamilah
yang menjadi pengurus persatuan. Itulah sebabnya maka ia
(suami) dapat dituntut/ditagih untuk membayar utang
persatuan.?’

Menurut ketentuan Pasal 123 KUHPerdata semua utang
kematian (doodschulden) yang timbul/ terjadi setelah
meninggalnya suami dan/atau isteri merupakan beban ahli
waris yang meninggal itu sendiri, jadi bukan utang/beban
persatuan. Yang dimaksud dengan utang ini adalah biaya

penguburan. Mengenai utang ini kita berurusan dengan harta

47 Ibid., hal. 20.
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peninggalan (nalatenschap) dan bukan dengan persatuan
(gemeenschap). Tentang biaya penguburan ini tercantum dalam

Pasal 1149 ayat 2 KUHPerdata, vyaitu menyangkut piutang

yvang diistimewakan.

2. Pengurusan/Pemeliharaan Harta Campur
KUHPerdata mengatur mengenai hal ini dalam Buku I Bab
VI Bagian kedua, yang terdiri dua pasal utama/pokok, yaitu
Pasal 124 dan Pasal 125 KUHPerdata.
a. Kewenangan Suami
Pasal 124 KUHPerdata dikatakan bahwa suami selain dari
pemeliharaan/pengurus harta persatuan itu, ia Jjuga boleh
dalam arti kata dapat, berwenang (dan berhak)
mengalihkan/melepaskan hak, seperti menjual dan memberatkan
dalam arti menjaminkan harta campur milik bersama suami-
isteri itu. Memang wewenang/kekuasaan suami ini masih
dibatasi dengan apa yang tercantum dalam ayat ke 3 Pasal
140 KUHPerdata, yang mengatur bahwa walaupun antara mereka
berdua terjadi persatuan harta menurut undang-undang, dalam
perjanjian syarat kawin bakal/calon suami-isteri

boleh/dapat saling berjanji untuk tanpa persetujuan/bantuan
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isteri, suami tidak diperkenankan (dilarang)
mengalihkan/melepaskan (memindahtangankan) atau membebani:?®
1) Barang tak bergerak,

2) Surat pendaftaran dalam buku besar perutangan umum,

3) Surat berharga lainnya, dan

4) Piutang-piutang atas nama isteri.

Kesemuanya itu yang tertulis/tercatat atas nama isteri
dan yang dibawa, atau yang selama masa perkawinan jatuh ke
pihak isteri dalam persatuan mereka.

Wewenang atau hak untuk menguasai dan/atau
menggunakan (beschikkingsrecht) suami atas harta persatuan
itu dalam beberapa hal oleh undang-undang dibatasi.
Pembatasan dalam Pasal 124 KUHPerdata adalah sebagai
berikut:?®
1) Ia (suami) tidak boleh dalam arti tak berwenang, karena

atau dengan jalan hibahan, menguasai/menggunakan barang
tak gerak dari persatuan, demikian pula seluruh atau
sebagian tertentu dari barang bergerak, kecuali
menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak yang

lahir dari perkawinan suami-isteri yang bersangkutan.

4% 1pid., hal. 26.
4% Ibid., hal. 28.
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2) Suami juga tidak boleh menghibahkan sebuah barang
bergerak tertentu, dengan perjanjian bahwa hak pakai
hasilnya tetap ada padanvya.

b. Ketidakcakapan Isteri Menurut Hukum
“Onbekwaamheid” isteri diatur dalam Pasal 108, Pasal

112, Pasal 113, Pasal 124 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal !08

KUHPerdata isteri dengan kuasa atau bantuan suami boleh

melakukan tindakan pengurusan atau penguasaan/penggunaan

atas harta persatuan. Untuk pelbagai tindakan yang
tercantum dalam Pasal 108 dan Pasal 113 KUHPerdata
izin/persetujuan suami secara tegas tidak diperlukan,
sehingga tanpa izin persatuan akan terikat.>°

Yang dimaksud dengan klausula vyang terdapat dalam

Pasal 109 KUHPerdata ialah: pengeluaran vyang biasanya

dilakukan oleh nyonya rumah, menurut keadaan menyangkut

suami-isteri menurut cara hidup mereka yang nyata dianggap
patut atau wajar. Lain halnya apabila isteri hidup
terpisah, klausula ini tak perlu diabaikan.

c. Ketidakhadiran Suami

Menurut Pasal 125 KUHPerdata bilamana suami tidak

hadir atau dalam keadaan tak hadir, atau tak mungkin

%0 Ibid.,hal. 29-30.
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menyatakan kehendaknya, sedangkan, padahal keadaan terpaksa
ada (timbul), maka isteri boleh mengikatkan atau
memindahtangankan (mengalihkan/melepaskan hak atas) barang
persatuan, setelah untuk itu memperoleh kuasa dari
Pengadilan Negeri.

Pasal 125 ini menyangkut halangan yang nyata dan bukan
mengenai ketakcakapan menurut undang-undang (wettelijke
onbekwaamheid). Oleh karena itu pasal ini tidak berlaku
terhadap apabila suami dinyatakan berada dalam pengampuan
(ondercuratelestelling). Jadi dalam hal ini pengampu

(curator) yang melakukan pengurusan untuk/atas nama suami.®?

3. Pecah Atau Bubarnya Persatuan

Tentang pecah/bubarnya persatuan dan mengenai hak
pelepasan dari itu aturannya terdapat dalam Pasal 126-138
KUHPerdata.

Dalam Pasal 126 KUHPerdata persatuan itu pecah atau
bubar demi hukum, disebabkan:

a. Kematian;
b. Berlangsungnya suatu perkawinan baru seizin hakim

setelah isteri atau suami tidak hadir;

51 I1bid., hal. 32.
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c. Perceraian;
d. Perpisahan meja dan ranjang;

e. Perpisahan harta (kekayaan).

4. Pembagian Harta Persatuan

Pasal 128 dan Pasal 129 KUHPerdata menyebutkan
setelah bubarnya persatuan terdapat harta yang tak terbagi
(onverdeelde boedel) yang pada umumnya/dasarnya sama dengan
harta milik bersama antara para ahli waris. Sifat
gezamendehandse atau milik bersama yang terikat dengan
bubarnya persatuan yang hidup seakan-akan mati dan
dilikwidir. Harta itu dibagi antara sekutu atau partner
pemiliknya (deelgenoten), yaitu antara bekas suami isteri
atau ahliwaris mereka masing-masing setengah bagian, tanpa
mempermasalahkan atau memperhitungkan dari mana harta iru
berasal atau perolehannya.>?

KUHPerdata memang mengenal pembagian harta atas dasar
pembawaan (aanbreng) sebagaimana tercantum Pasal 129
KUHPerdata, akan tetapi hanya untuk beberapa jenis barang
saja, yaitu barang yang amat biasa atau sangat

dekat/bersatu (verkleefd) dengan/pada pihak yang

52 1bid., hal. 40-41.
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bersangkutan(suami-isteri), seperti: pakaian, perhiasa,
alat atau perkakas pencaharian nafkah, perpustakaan, barang
kesenian, dan keilmuan yang dihimpunnya, Jjuga surat atau
tanda peringatan/kenangan keturunan. Barang-barang ini
sajalah yang boleh diminta kembali oleh pemilik asalnya
semula. Itupun dengan memperhitungkan harganya menurut
taksiran mereka sendiri atau menurut taksiran para
ahli/juru taksir yang mereka tunjuk atau angkat. Cara
memisah dan membagikan harta persatuan ini menurut hukum
berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Bab XVII Buku II,

baik menyangkut formalitas maupun isi atau materiilnya.®

C. Ketentuan Umum Mengenai Pewaris, Ahli Waris, Dan
Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan
1. Asas Hukum Waris Mengenai Diri Pewaris
a. Pewarisan Terjadi Karena Kematian Seseorang
1) Meninggalnya seorang Pewaris
Pewarisan pada asasnya terjadi karena meninggalnya
seseorang atau terjadi karena kematian. Pasal 830
KUHPerdata secara garis besar menentukan bahwa

pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan

53 1big.
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2)

demikian, maka pada asasnya pewarisan baru terjadi
kalau ada seseorang yang meninggal dunia, ada ahli
waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan. Tentunya
dengan memperhatikan syarat-syarat atau pengaturannya
di dalam undang-undang.

Sehubungan dengan asas tersebut diatas, Pasal 1334
KUHperdata, menetapkan bahwa barang-barang yang baru
akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu
persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk
melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun
meminta diperjanjikan sesuatu hak mengenai hal itu,
sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan
meninggalkan warisan.>*

Meninggalnya seseorang yvyang sulit ditentukan karena
meninggal secara bersamaan

Pasal 831 KUHperdata menentukan bahwa apabila beberapa
orang antara mana yang satu adalah menjadi ahli waris
yang lain, karena satu malapetaka yang sama, dengan
tidak diketahui siapakah yang meninggal dunia 1lebih

dahulu maka dianggaplah bahwa mereka meninggal dunia

® 1Ibid., hal. 20.
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pada detik yang sama, dan perpindahan hak warisan dari
satu kepada yang lain tidaklah berlangsung karenanya.>®
b. Karena Diduga Meninggal Dunia

Terhadap asas tersebut terdapat pengecualiannya yaitu
seperti vyang diatur dalam Pasal 467 dan Pasal 470
KUHPerdata.

Pasal-pasal tersebut mengatur dalam hal orang telah
meninggalkan tempat untuk suatu jangka waktu tertentu, S
tahun, (Pasal 467) atau 10 tahun, (Pasal 470) dan
daripadanya tidak terdengar 1lagi kabar, sehingga orang
tidak 1lagi mengetahui apakah ia masih hidup atau telah
meninggal dunia, maka yang berkepentingan dapat mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Negeri agar orang Yyang
meninggalkan tempat dinyatakan diduga meninggal dunia.?®®

Hal tersebut diatas atau keadaan tak hadirnya
seseorang dapat dikatakan merupakan pengecualian dari Pasal:
830 KUHPerdata, oleh karena ada kemungkinan bahwa orang
yang diduga telah meninggal dunia tersebut masih hidup.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa saat meninggalnya

5% Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris,

(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003),
hal. 44-45.
%6 J satrio, op. cit., hal. 22.
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seseorang memegang peranan yang penting bahkan sangat

menentukan dalam masalah pewarisan menurut KUHPerdata.®’

2. Asas Hukum Waris Mengenai Ahli Waris
a. Ahli Waris Adalah Keluarga Pewaris
Mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris
dan suami isteri yang hidup terlama.
Pasal 832 KUHPerdata menentukan bahwa menurut undang-
undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para
keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami

atau 1isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan

tertera dibawah ini.®%®

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si
vang hidup terlama diantara suami-isteri, tidak ada, maks
segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milil
negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya,

sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk hal itu.>®

*7 Wahyono Darmabrata, op. cit., hal. 47-48.

58 1bid., hal. 48.
59 Tbid.
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b. AhliWaris Harus Ada Atau Sudah Ada Pada Saat Pewaris
Meninggal Dunia

Pada asasnya untuk dapat bertindak sebagai ahli waris,
maka seseorang harus ada atau harus sudah dilahirkan pada
saat terbukanya warisan, pada saat meninggalnya pewaris.
Dengan demikian seorang ahli waris selain ia telah ada atau
sudah dilahirkan ia juga masih hidup pada saat meninggalnya
pewaris.

Pasal 836 KUHPerdata menentukan bahwa dengan mengingat
akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata supaya dapat bertindak sebagai (ahli) waris seorang
harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.

Pasal 899 KUHPerdata menentukan bahwa dengan
mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu

surat wasiat, seorang harus sudah ada tatkala si vyang

mewariskan meninggal dunia.

c. Anak Dalam Kandungan Sebagai AhliWaris

Pasal 2 KUHPerdata menentukan bahwa anak yang ada
dalam kandungan seorang ibu/perempuan dianggap telah

dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki.
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Dengan demikian anak yang berada di dalam kandungan
seorang perempuan atau seorang i1bu walaupun 1a belum
dilahirkan, jadi belum ada pada saat meninggalnya pewaris
dapat mewaris dari pewaris karena dalam hal i1ni  hukum
menentukan bahwa  seakan akan anak tersebut sudah
dilahirkan.&

Anak yang masih di dalam kandungan tersebut tentunya
harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh
undang-undang antara lain i1alah bahwa:6L
1) Anak tersebut telah dibenihkan atau telah dikonsepsikan;
2) Anak  tersebut harus mempunyal kepentingan sehingga

dianggap telah ada (hidup, dilahirkan);

3) Anak tersebut harus lahir hidup, karena mati sewaktu
dilahirkan dranggaplah ia tidak pernah tealah ada (Pasal
2 ayat 2 KUHPerdata).

d. Ahli Waris Bukan Orang Yang Tidak Patut Untuk Mew:

Menurut Pasal 838 KUHPerdata mereka yang tidak patut
mewaris adalah:&

1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telal

membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal;

@ lbid., hal. 50.

Gl lbid., hal. 51.
& lbid., hal. 52.
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2) Mereka vyang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan
karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan
terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah
melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman
penjara lima tahun 1lamanya atau hukuman vyang lebih
berat:

3) Mereka vyang dengan kekerasan atau perbuatan telah
mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut
surat wasiatnya:;

4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan
surat wasiat si yang meninggal.

Pasal 912 KUHPerdata menentukan bahwa mereka yang
telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun
mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu
surat wasiatnya, dan akhirnya merekapun yang dengan paksaan
atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan
mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap~tiap mereka
itu, seperti pun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak
mereka, tak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari
surat wasiat si yang mewariskan.

Pasal 839 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap ahli waris

yang karena tidak patut untuk mewaris telah dikecualikan
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dari pewarisan, diwajibkan untuk mengembalikan segala hasil
dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak harta
peninggalan jatuh meluang. Akibat dari tidak patut mewaris
maka warisan jatuh pada ahli waris lainnya.

Pasal 840 KUHPerdata menentukan bahwa apabila anak-
anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi
waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi
ahli waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua
tadi, dikecualikan dari pewarisan; namun orang tua 1itulah
sama sekali  tak berhak menuntut supayadiperbolehkan
mentkmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana
menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada
orang tua atas barang-barang anaknya.

e. Hal Yang Perlu Diperhatikan Bagi Seorang Ahli Waris

Pada asasnya seorang ahli waris harus memenuhi syarat
untuk dapat mewaris atau untuk mendapatkan bagian dalam
warisan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain i1alah:&
1) Ahli waris harus ada, atau masih ada pada saat pewaris

meninggal dunia atau pada saat warisan terbuka;
2 Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan

pewaris atau ahli waris adalah keluarga pewaris, dalam

& Ibid., hal. 56.
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arti termasuk suami atau isteri yang hidup terlama.
Isteri atau suami yang hidup terlama, tidak mempunyai
hubungan darah, tetapi undang-undang menentukan bahwa
mereka mewaris satu terhadap yang lain;

3) Ahli waris bukan orang yang tidak patut untuk mewaris;

4) Ahli waris tidak menolak warisan:

5) Ahli waris tidak dikecualikan oleh pewaris secara sah
dari haknya untuk mewaris;

6) Ahli waris secara otomatis atau demi hukum memperoleh
apa yang menjadi hak dan kewajiban pewaris;

7) Ahli waris mempunyai hak tuntut atas harta warisan,

yang harus dipergunakan selama jangka waktu 30 tahun.

3. Asas Mengenai Harta Warisan

Pada asasnya undang-undang tidak memandang sifat
maupun asal usul barang-barang warisan. Hal ini dapat
dilihat dari Pasal 849 KUHPerdata yang menentukan bahwa
undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal usul
barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan
terhadapnya. Dengan demikian di dalam pewarisan tidak
diperhatikan apakah ba'rang tertentu datang dari keluarga

ayah atau barang tertentu yang lain berasal dari keluarga
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pihak 1bu orang yang meninggal dunia atau pewaris. Kecuali
dalam hal warisan anak luar kawin diakui sah, yang tak lagi
mempunyail ahliwaris kebawah(keturunan), maka barang-barang
yang diwariskan akan kembali kepada keturunan yang sah dari

orang tuannya.(Pasal 871 KUHPerdata).

4 . Hak-Hak Khusus AhliWaris
a. Hak Saisine

Pasal 833 KUHPerdata menyatakan:

"Sekalian, ahli waris dengan sendirinya karena hukum
memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak
dan segala piutang si yang meninggal®.

Artinya:

1) Para ahli waris secara otomatis, demi hukum memperoleh
kekayaan st pewaris, tanpa 1a harus melakukan sesuatu
perbuatan apapun, juga tidak perlu menuntut penyerahan
barang-barang warisan tersebut. Bahkan seandainya si
ahlt waris sendiri belum mengetahui/menyadari bahwa 1ia

mendapat warisan dari matinya seorang anggota keluarga

yang menjadi pewarisnya.
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2) Bahwa perpindahan tersebut berlaku segera, sesudah
pewaris meninggal.

Undang-undang menyatakan, hal ini dengan mengatakan
bahwa ahli waris karena hukum memperoleh bezit dari barang-
barang, hak dan tuntutan hukum terhadap si mati. Adalah
jelas, bahwa kata bezit di sini dipergunakan dalam arti
yang tidak sebenarnya. Sebutan barang, hak dan tuntutan
hukum adalah kurang pada tempatnya. Maksudnya, bahwa ahli
waris karena hukum menggantikan si mati dalam segala hak
dan segala kewajibannya. Ahli waris bukanlah kreditur. Ia
tidak perlu menuntut penyerahan, perpindahan hak dan
kewajiban itu kepadanya, tetapi itu terjadi  secara
otomatis. Untuk hak atas bezit, jalan pikiran yang demikian
itu dinyatakan juga oleh undang-undang dalam suatu pasal
yang khusus, yaitu Pasal 597 KUHPErdata.®

Pasal 955 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang memiliki
saisine tidak hanya ahli waris menurut UU, tetapi juga ahli

waris menurut surat wasiat.

64 Ppitlo, Hukum Waris, Jilid 1, (Jakarta: PT Intermasa, 1994),
hal. 19.
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b. Hak Hereditatis Petitio
Pasal 834 dan 835 KUHPerdata memberi hak kepada ahli
waris menggugat semua orang untuk memperoleh warisan. Hak
ini disebut hereditatis petitio yang dimiliki oleh tiap
ahli waris terhadap orang yang mempunyai hak bezit atas
warisan. Hak ini dimiliki oleh semua ahli waris, masing-
masing untuk bagiannya, tanpa perlu mengajak para ahli
waris lain untuk menggugat.®
Hak hereditatis petitio adalah hak lain dari saisine;
saisine diperoleh dari para ahli waris dari pewaris,
sedangkan hereditatis petitio diperoleh dari UU.
Ciri-ciri hak hereditatis petitio:®®
1) Pada hereditatis petitio, undang—-undang tidak
mensyaratkan para ahli waris membuktikan hak kebendaan
yvang dipunyai. Tetapi cukup dengan membuktikan bahwa ia
adalah ahli waris dan apa yang dituntut adalah barang
yang dulu berada di dalam warisan. Jadi dasar hak
tuntutnya adalah kedudukan seseorang sebagai ahli waris.
2) Dengan demikian hak tersebut mempunyai jangkauan yang

lebih 1luas, sebab apa yang dahulu ada, pada waktu si

> Tan Thong Kie, op. cit., hal. 85.
® J. satrio, op. cit., hal. 93-95.
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3)

4)

5)

6)

pewaris meninggal, meliputi apa yang dulu dipegang
pewaris sebagai detentor, seperti umpama saja barang-
barang yang dipegang pewaris atas dasar pinjam meminjam.
Hak hereditatis petitio sudah tentu sangat menguntungkan
ahli waris, karena pembuktiannya sangat dipermudah.
Malahan pada permulaan tuntutannya, para ahli waris
cukup menuntut semua atau apa saja yang termasuk di
dalam warisan, walaupun nanti pada akhirnya memang si
ahli waris harus menunjukkan apa saja yang dituntut,
yang dahulu ada di dalam warisan dan sekarang tidak ada
lagi.

Suatu keistimewaan lain adalah bahwa kalau tuntutan
berdasarkan bezit hanya tertuju pada benda-benda tetap,
maka hereditatis petitio dapat meliputi baik benda
bergerak maupun benda-benda tak bergerak. Bahkan dengan
hererditatis petitio orang dapat menuntut seluruh
warisan.

Selanjutnya hereditatis petitio berbeda dalam jangka
waktu kadaluwarsanya yang lebih panjang yaitu 30 tahun.

Faktor vyang menguntungkan adalah bahwa séat mulainya
kadaluwarsa pada hereditatis petitio, tidak mulai sejak

para ahli waris mengetahui adanya barang yang hilang
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S)

dari warisan atas sejak saat 1a sadar akan haknya,

tetapr sejak saat warisan terbuka.

Faktor yang kurang menguntungkan adalah saat mulainya

kadaluwarsa pada hereditatis petitio, tidak mular sejak

para ahli waris mengetahui adanya barang yang hilang

dari warisan atau sejak saat 1ia sadar akan haknya,

tetapl sejak saat warisan terbuka.

Di samping itu undang-undang menyebutkan sacara

limitatit Kkepada siapa saja hak tersebut ditujukan,

yaitu terhadap:

al K*rsYLa-mereka yangmempunyai alas hak yang sama,
artinya sama-sama mempunyaikedudukan sebagai ahli
waris terhadap pewaris yang sama, baik berdasarkan
titel umum maupun titel khusus.

b) Mereka-mereka yang tak mempunyal alas hak apapun.

C) Mereka vyang secaralicik telahberhenti sebagai

bezitter.

5. Hak Untuk Berpikir Dan Hak Istimewa Untuk Mengadakan

Pendaftaran Harta Peninggalan
a. Tujuan dan Sifat

Ahlt waris boleh memilih salah satu dari tiga

kemungkinan: a) menerima dengan murni, b) menerima secara
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benefisier dan c¢) menolak. Pewaris tidak dapat membatasi
pilihannya sesuai yang tercantum dalam Pasal 1089
KUHPerdata, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Misalnya, dengan mencabut hak warisnya dengan syarat
menangguhkan berupa penerimaan secara benefisier. Bagi ahli
waris, pilihan itu dapat berupa pilihan yang berat. Kalau
ia menerima secara murni, ia bertanggung jawab dengan
segala kekayaannya untuk bagiannya vyang sebanding dalam
hutang harta peninggalan. Siapa yang menolak, akan tidak
menerima apa-apa. Ada suatu jalan tengah, yaitu menerima
secara benefisier, yang berarti manakala harta peninggalan
memperlihatkan sisa kurang, maka ia hanya akan membayar
hutang harta peninggalan sebanyak harga aktiva dari harta
peninggalan. Kalau ada sisa lebih, sisa 1lebih ini untuk
ahli waris.®

Bagi kreditur harta peninggalan penting artinya untuk
mengetahui, apakah orang vyang dipanggil untuk menerima
harta peninggalan akan menerima atau menolak. Dari sinilah
tergantung siapa yang mesti dihubunginya dan kekayaan siapa
yang mesti diberatinya untuk memungut piutangnya. Pada

harta peninggalan yang agak besar, biasanya tidaklah mudah

®7 Pitlo, op. cit., hal. 1.
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bagi ahliwaris untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh
dari harta peninggalan. Hal ini akan memakan waktu. Dalam
pada itu, kreditur tidak boleh menjadi korban, apabila ahli
waris tetap saja masih ragu-ragu menentukan pilihannya.
Oleh karena itu kreditur dapat memaksa menyatakan
pilihannya. Undang-undang memang tidak mengaturnya dengan
tegas, akan tetapi kenyataan, bahwa hutang dari harta
peninggalan, karena hukum, oleh wafatnya pewaris, berpindah
kepada ahliwaris, dan juga dalam ketentuan Pasal 1072
KUHPerdata, semuanya ini membawakan akibat bahwa kreditur
dapat menuntut 6rang yang dipanggil menjadi ahli waris.
Ahliwaris dapat melepaskan diri dari tuntutan itu untuk
sebagian atau wuntuk seluruhnya, vyaitu dengan menerima
secara benefisier atau dengan menolak. Dengan adanya
| lembaga berpikir, pembuat un@ang—undang memberikan
kesempatan kepada ahliwaris untuk mendapatkan penundaan.
Selama jangka waktu ahliwaris lagi berpikir, tidak dapat ia
dituntut untuk menentukan hitam putihnya. Selama waktu
berpikir itu, ditangguhkanlah segala perkara terhadap

ahliwaris yang sedang berpikir sebagai ahliwaris, ataupun
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terhadap ahliwaris seluruhnya. Pelaksanaan putusan hakim

yang memberati si wafat, ditangguhkan.®

b. Hak Berpikir
Pasal 1023 s/d Pasal 1043 KUHPerdata menjelaskannya
sebagai berikut:®®
1) Mereka yang memperoleh hak atas suatu harta peninggalan
(warisan) diberi hak untuk memanfaatkan hak memikir
(recht van beraad), dalam menyelidiki sikap apa yang
akan diambilnya atas warisan yang bersangkutan, yaitu
apakah ia:
a) Akan menerimanya secara murni (zuiver),
b) Akan menerimanya dengan syarat benefisier, atau
c) Akan menolaknya.
Untuk keperluan penerimaan secara benefisier itu
ahliwaris vyang bersangkutan harus melakukan suatu
pernyataan di kantor Panitera Pengadilan Negeri, di
daerah/wilayah mana warisan tersebut terbuka/jatuh

meluang (opengevallen). Panitera yang bersangkutan akan

68 Ibid., hal 1-2.
¢® Komar Andasasmita, op. cit., hal. 422.
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membukukan dalam sebuag register yang disediakan untuk

keperluan itu.

2) Ayat ke-2 Pasal 1023 KUHPerdata mengatur, bahwa bila
warisan itu terbuka di tempat yang jauh dari kedudukan
Pengadilan  Negeri, karena  terpisah oleh lautan,
pernyataan i1tu dapat dilakukan di hadapan Kepala
Pemerintahan setempat (daerah) . Pejabat ini mengadakan
catatan tentang hak memiKkir itu dan kemudian
member i tahukannya kepada Pengadilan Negeri yang
mewi layahi daerah 1tu, dan vyang akan membukukannya
dalam register yang bersangkutan.

Pada saat mana orang meminta berpikir, tidaklah
penting artinya. Hal 1Ini tergantung pada sikap Kkreditur.
Ahliwaris dapat mempergunakan lembaga berpikir 1tu satu
minggu sesudah meninggalnya pewaris, dan ada kemungkinan
bahwa meminta berpikir ini baru dilakukan sesudah bertahun-
tahun .0

Ahliwaris vyang tidak didesak oleh kreditur harta
peninggalan untuk menentukan pilihannya, dapat mengulur
waktu sampail tiga puluh tahun tanpa dapat dihukum. Barulah

setelah tiga puluh tahun ahliwaris berikutnya mempunyai

70 Pitlo, loc. cit., hal. 2.
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wewenang untuk menerima sesuai Pasal 1101 KUHPerdata.
Mengemukakan hak berpikir hanyalah dilakukan oleh
ahliwaris, vyang dipaksa oleh kreditur harta peninggalan
untuk menyatakan pilihannya.’”

Undang-undang tidak mengatur tenggang untuk menyatakan
akan memikir itu. Dianggap tidak perlu karena selama tidak
ada kreditur yang mengajukan penuntutan, tidak ada orang
yang berkepentingan, atau ahliwaris itu menerima atau
menolak harta peninggalan. Sepanjang ahliwaris itu tidak
melakukan tindakan vyang bersifat menerima, maka ia tetap
berwenang untuk memanfaatkan hak memikir itu.™

Jika keterangan itu telah dilakukan, maka ahliwaris
yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal/hari pernyataan
itu diberi waktu selama empat bulan untuk mendaftarkan
(beschrijven) budel itu dan untuk memikir. Ahliwaris yang
memikir itu tidak diwajibkan untuk membuat inventaris,
dengan cara lain pun ia dapat mengetahui keadaan budel yang
bersangkutan. Jika ia membuat suatu inventaris maka seperti

biasa, biayanya menjadi beban warisan itu sendiri.”

1 Tbhid.
2 Komar Andasasmita, op. cit., hal. 423.
73 Ibid., hal. 423-424.
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Dalam Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdata bahwa Pengadilan
Negeri berwenang, apabila ahliwaris yang hendak memikir 1itu
dituntut di muka hakim, memperpanjang tenggang waktu empat
bulan itu, atas dasar alasan yang mendesak.

c. Kedudukan Ahliwaris Yang Sedang Berpikir

Mengenai kedudukan mereka  terhadap hutang-hutang
warisan, Meyers berpendapat, bahwa disini, ada penyimpangan
dari asas umum tentang pewarisan. Ahliwaris bukan debitur
warisan, bahkan bukan debitur warisan dengan tanggung jawab
yang terbatas.

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerdata, diatur bahwa
selama jangka waktu berpikir, ahliwaris yang sedang memikir
itu tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu tindakan
selaku ahliwaris. Selama tenggang itu tidak ada suatu
penghukuman olleh hakim yang dapat diperoleh terhadap
ahliwaris 1tu dan pelaksanaan putusan pengadilan yang
diucapkan untuk kekalahan pewaris,ditangguhkan. Demikian
pula hak tagihan berdasarkan hukum tersebut dalam Pasal
1101 KUHPerdata ditunda.

Berpikir, menghentikan penyelesaian harta peninggalan.

Orang yang selama berpikir 1i1tu bertingkah Qlaku sebagai

4 J. Satrio, op. cit., hal. 316.
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ahliwaris, dapat dianggap sebagai menyatakan bahwa ia
dengan diam-diam telah menerima secara murni dan telah
melepaskan pula hak vyang diperolehnya dari berpikir itu.
Apabila ahliwaris yang satu hendak berpikir dan ahliwaris
yvang lain menerima secara benefisier, mestilah hal itu
diartikan, bahwa penyelesaian dari penerimaan secara
benefisier untuk sementara waktu tidak dapat diteruskan.’®

Ahliwaris sekarang mempunyai kesempatan untuk membuat
inventaris. Apabila kesempatan ini tidak dipergunakannya,
ini tidaklah berarti ia kehilangan sesuatu hak Jjuapun
sesuai dengan Pasal 1076 KUHPerdata. Jadilah berarti
mempunyai kesempatan untuk membuat inventaris, bukan
mempunyai kewajiban.

Menurut Pasal 1025 ayat 2 KUHPerdata ahliwaris yang
sedang berpikir diwajibkan menjaga keselamatan semua benda
vyang termasuk harta peninggalan sebaik-baiknya bagaikan
seorang kepala rumah tangga yang baik. Dalam pada itu, atas
permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, hakim dapat
memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan yang dianggapnya

perlu, baik guna menyelamatkan harta benda budel itu,

® Pitlo, op. cit., hal. 4.
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maupun untuk menyelamatkan kepentingan pihak ketiga,
seperti/terutama para kreditur dan para legataris.’®

Selama berpikir, ahliwaris mustilah mengurus budel itu
sebagai pengurus yang baik. Dengan izin hakim, ahliwaris
boleh menjual benda yang tidak perlu atau tidak dapat
disimpan, dan dapat melakukan segala perbuatan yang lain-
lain untuk kepentingan budel. Hakim mengatur cara
menjualnya. Kalau tidak ada izin dari hakim, maka tiap
perbuatan yang bukan perbuatan pengurusan, diartikan
sebagai perbuatan penerimaan secara diam-diam. Dalam pada
itu, atas permintaan yang berkepentingan, hakim boleh
mengambil segala tindakan, yang menurut pertimbangannya
diperlukan untuk mempertahankan harta peninggalan itu, atau
untuk melindungi kepentingan orang ketiga. Yang dimaksud
orang ketiga adalah semua orang yang bukan ahliwaris.”’

Setelah habisnya tenggang waktu untuk memikir vyang
ditetapkan oleh wundang-undang itu, maka ahliwaris vyang
bersangkutan tidak berwenang lagi untuk mengemukakan, vyaitu
tangkisan yang menunda, Jjika terhadapnya diajukan suatu

tuntutan hukum. Jadi ia harus memilih, apakah ia akan

6 Komar Andasasmita, op. cit., hal. 425.
77 pitlo, loc. Cit
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menerima budel itu secara murni atau secara benefisier,
atau hendak menolaknya.’®
d. Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pendaftaran Harta
Peninggalan
1) Pengertian, Maksud Dan Sumber Aturannya

Hak ini sering disebut pula hak mengadakan
inventarisasi, yang dalam bahasa Belanda dinamakan
“voorrecht van boedelbeschrijving” atau “beneficiare
boedelaanvaarding”, yang berarti penerimaan harta
peninggalan dengan syarat atau secara terbatas.’

Biasanya ahliwaris yang mengambil sikap ini jika ia
takut harta peninggalan itu akan ternyata pasivanya lebih
banyak dari aktivanya. Bila ahliwaris itu berbuat demikian,
maka tidak akan terjadi percampuran harta antara barang
milik pewaris dengan harta kepunyaan ahliwaris itu. Dengan
demikian sepanjang utang budel itu melebihi
aktiva/keuntungan yang dapat diperoleh dari harta dimaksud,
ahliwaris yang bersangkutan tidak bertanggung Jjawab atas

utang harta peninggalan itu.®

’® Komar Andasasmita, op. cit. hal. 425-426.

7® 1pbid., hal. 426.
80 Tphid.
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Dalam KUHperdata hal ini bersama-sama dengan hak
memikir diatur dalam Pasal 1023 s/d Pasal 1043 KUHPerdata.

Pemakaian hak istimewa ini mengakibatkan:®!

a) Harta warisan dan harta ahliwaris tidak bercampur,
bahkan ia berhak menagih piutangnya sendiri terhadap
warisan.

b) Para ahliwaris bertanggung jawab untuk membayar utang
warisan dan memberi hibah wasiat, tetapi hanya sampai
dan tidak 1lebih dari harga barang warisan, bahkan ia
dapat juga membebaskan diri dari membayar utang warisan
dengan menyerahkan semua barang warisan kepada para
kreditur warisan dan legataris untuk dikuasai mereka.

Hak istimewa untuk memperinci harta warisan ini
dikenal juga sebagai Hak menerima warisan secara terbatas
atau benefisier.

2) Inventarisasi

Pasal 1029 KUHPerdata menegaskan, bahwa setelah
tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 1024 KUHPerdata,
ahliwaris yang bersangkutan dapat dipaksa menolak, atau
menerima warisan itu, baik secara murni atau dengan hak

mengadakan inventarisasi (pendaftaran harta peninggalan).

8 rTan Thong Kie, op. cit., hal. 147.
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Jika 1ia memilih hal 1ini, maka dia diharuskan membuat
pernyataan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri di mana
warisan itu jatuh meluang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1043 KUHPerdata jo Pasal
23 AB, pewaris sekalipun tidak boleh melarang digunakannya
baik hak memikir maupun hak istimewa untuk mengadakan
inventarisasi tersebut. Penetapan yang demikian adalah
batal dan tidak sah.

Ahliwaris yang telah menerima suatu harta peninggalan
secara beneficiair, diharuskan membuat inventarisasi atau
pendaftaran harta warisan, sehingga setiap waktu keadaan
harta itu dapat diketahui.

Inventarisasi dapat dilakukan sebelum atau sesudah
menyatakan keterangan. Jika dilakukan sebelum pernyataan,
maka biasanya baru setelah ahliwaris itu memanfaatkan hak
memikir/mempertimbangkan.

3) Bentuk Penerimaan Secara Benefisier

Ahliwaris yang hendak menerima secara benefisier,
mestilah untuk itu menyerahkan suatu keterangan di
kepeniteraan Pengadilan Negeri dari rumah kematian. Dengan
melakukan ini, menjadilah ia ahliwaris benefisier. Sampai

pada saat itu, ia menjadi debitur, dengan seluruh
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kekayaannya untuk seluruh hutang harta peninggalan. Dengan
menerima secara benefisier, maka hal ini dihapuskan berlaku
surut. Penerimaan secara benefisier akan berdaya kerja,
sepanjang mengenai hal ini, sebagai syarat membubarkan.

4) Kewajiban Ahliwaris Benefisier

Menerima secara benefisier, maka diadakan pencatatan
budel. pencatatan meliputi aktiva dan pasiva warisan,
karena dengan pencatatan seperti ini dapat diketahui berapa
sisa warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang warisan
dan kematian.

Pencatatan harta warisan tidak terikat pada bentuk
tertentu, sehingga bisa dilakukan secara notariil maupun di
bawah tangan. Pencatatan harus dilakukan dengan tertib dan
baik. Karena pencatatan pada dasarnya ditugaskan kepada
ahliwaris yang bersangkutan, maka untuk menjaga kemungkinan
ketidakjujuran ahliwaris yang bersangkutan, Pasal 1031
KUHPerdata menentukan suatu ancaman, dalam hal ahliwaris
yang mengadakan pencatatan budel secara sengaja dan dengan
itikad buruk telah tidak mencantumkan adanya barang-barang

warisan tertentu. Ancaman hukumannya adalah bahwa ahliwaris
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yang bersangkutan dianggap telah menerima warisan secara
murni . %2

Ahliwaris benefisier berkewajiban untuk mengurus budel
dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikannya secepat mungkin.
Segala ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan penerimaan
secara benefisier itu, dibebankan kepada harta peninggalan.

Kalau ahli waris dalam waktu berpikir hanya boleh
menjual dengan izin hakim dan penjualan itupun merupakan
perbuatan pengurusan, maka ahliwaris benefisier mempunyai
wewenang, malahan berkewajiban untuk menjual segala aktiva
harta peninggalan sepanjang . kepentingan kreditur
menghendakinya. Dengan demikian terjadilah likwidasi yang
menyeluruh. Kreditur menerima tagihannya dengan uang tunai
menurut perbandingan. Ahliwaris tidak perlu menjual lebih
banyak daripada yang diperlukan untuk melunasi kreditur dan
legataris. Ahliwaris dalam hal ini mesti mengindahkan
kepentingan semua kreditur. Jikalau cukup persediaan uang
tunai untuk melunasi semua kreditur, maka ahliwaris akan
melakukan prestasi bercacat, apabila ia menjual segala-
galanya secara membabi buta, juga menjual barang yang sudah

dijual pewaris. Pembeli ini dapat memperoleh apa vang

82 J. satrio, op. cit., hal. 322.
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menjadi haknya, dan 1a tidak perlu menyetujui, apabila
ahliwaris membayar tagihannya dengan uang tunai.&

Ahliwaris benefisier berkewaj iban atas tuntutan
kreditur atau pihak vyang berkepentingan lainnya, untuk
memberikan jaminan. Sudah tentu i1a tidak dapat membebaskan
dirinya dengan mengatakan, bahwa benda-bendanya dikuasai
oleh orang lain. Jumlah jaminan iIni ditentukan oleh nilai
benda bergerak ditambah dengan nilair benda tidak bergerak,
sepanjang benda ini  tidak diserahkan kepada kreditur
hipotik. Penyerahan itu dapat berupa pelepasan budel, atau
dalam bentuk kuasa pribadi untuk menjual yang tidak dapat
ditarik kembali. Tidak boleh diadakan pembedaan antara
benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Juga tidak
penting artinya apakah mengenai Kreditur hipotik atau
mengenail  kreditur yang tagihannya tidak dijamin oleh
hipotik. Kekacauan = terjadi, karena dalam pasal yang
terdahulu ada disebut tentang penyerahan kepada kreditur
hipotik.&4

Berdasarkan Pasal 702 KUHPerdata, bahwa ahliwaris yang

tidak memberikan jaminan yang diminta, dapat dikeluarkan

& Pitlo, op. cit., hal. 18.
& 1bid., hal. 20.
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dari pengurusan budel dengan diangkatnya oleh pengadilan
seorang kurator.

Ahliwaris harus memanggil kreditur yang tidak dikenal
dengan perantaraan berita negara dan berita resmi propinsi
di mana rumah kematian berada, dengan tujuan untuk
menyerahkan pertanggungan jawab kepada mereka dan kepada
kreditur yang dikenal dan kepada legataris.®®
5) Sifat Harta Peninggalan Yang Telah Diterima Secara

Benefisier

Penerimaan secara benefisier mengakibatkan, adanya
kekayaan vang disisihkan. Kekayaan dari ahliwaris dan
kekayaan dari pewaris tidak terpadu menjadi satu. Harta
peninggalan itu tetap merupakan harta kekayaan yang
terpisah dengan penghasilan dan- hutang sendiri, suatu
kekayaan dalam kekayaan, oleh karena penghasilan dan hutang
" adalah kepunyaan ahliwaris.®®

Ajaran umum berpendapat, bahwa sejak meninggal dunia,
berdasarkan daya berlaku surut suatu pilihan, ahli waris
menjadi pemilik dari aktiva dan menjadi debitur dengan

pertanggungan jawab vyang terbatas. Pendapat ini tidak

85 1bid.
86 TIbid., hal. 9.
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menutup kemungkinan adanya buah pikiran, bahwa kekayaan
yang diterima secara benefisier mempunyai sifat badan
hukum. Sebabnya, karena adanya sifat badan hukum itu, yang
hanya berupa badan hukumn yang bersifat relatif,
memungkinkan diakui akan adanya hak subjektif yang dipunyai
oleh ahliwaris.?®’

Penerimaan secara benefisier adalah sitaan umum atas
suatu kekayaan, yang sangat menyerupai palisemen. Dalam
sitaan, akan berhadapan dengan satu kesatuan kekayaan vyang
mesti diuangkan untuk semua kreditur bersama-sama, sehingga
semua kreditur akan menerima menurut perbandingan
piutangnya, kecuali kreditur yang mempunyai hak utama.
Apabila pada penerimaan benefisier, undang-undang tidak
memberikan jalan keluar, maka dipakailah peraturan yang
dituliskan untuk palisemen, yaitu sepanjang undang-undang
tidak menetapkan . sebaliknya dan sifat hubungan hukumnya
tidak melarang pula. Antara lain dalam hubungan dengan
persoalan tentang perjumpaan hutang, tentang hal pemisahan
hutang, tentang pembubaran persetujuan dan tentang
memperhitungkan hutang. Pada palisemen penyelesaiannya

berada dalam tangan orang ketiga, yang bertindak sebagai

¥Ibid., hal. 10.
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wakil dari kreditur dan debitur, sedangkan penerimaan
secara benefisier diselesaikan oleh ahliwaris, yaitu orang
yang berhak atas kekayaan, vyang bertindak untuk diri
sendiri dan untuk kepentingan kreditur. Ada 1lagi titik
perbedaan yang lain. Sesudah budel benefisier diselesaikan,
tidak ada lagi perikatan tertinggal bagi ahliwaris
benefisier. Oleh sebab itu, di sini tidak akan diketemukan
hal yang sejajar dengan perdamaian dalam palisemen.®®
6) Akibat Penerimaan Harta Peninggalan Dengan Syarat
Menurut Pasal 1032 KUHPerdata penerimaan harta
peninggalan dengan syarat berakibat :®°
a) Bahwa ahliwaris yang bersangkutan tidak berkewajiban
membayar utang dan beban warisan yang melebihi jumlah
harga benda-benda yang termaduk harta peninggalan itu,
ahliwaris dapat membebaskan diri dari pembayaran-
pembayaran tersebut, dengan cara menyerahkan semua
barang harta peninggalan itu kepada kekuasaan para
kreditur dan para penerimaan hibah-wasiat;
b) Bahwa barang/benda pribadi ahliwaris tidak menjadi

satu dengan harta peninggalan, dan ahliwaris tetap

88 ibid.,hal. 11.
8% Komar Andasasmita, op. cit., hal. 431,
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berhak menagih piutangnya pribadi dari harta

peninggalan yang bersangkutan.

6. Penerimaan Warisan

Pewarisan terjadi karena kematian. Untuk terjadinya
yang demikian 1tu tidak diperlukan suatu tindakan atau
keterangan kehendak. Sehingga segera pada saat orang
meningggal, maka hak dan kewajiban pewaris secara otomatis
beralih kepada mereka, yang oleh undang-undang atau wasiat
ditunjuk sebagai ahliwaris. DalaiW hal Int untuk itu suatu
p™"TiTnean tidak diperlukan.®

Penerimaan 1tu menurut kenyataannya adalah  tidak
dilakukan atau terjadinya penolakan. Baik dalam penerimaan
secara murni maupun secara benefisier tidak dimungkinkan
terjadinya penolakan. Pasal 1047 KUHPerdata menyebutkan
bahwa penerimaan suatu warisan berlaku surut hingga pada

hari terbukanya warisan itu

D xoid./ hal. 440.
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a. Cara Penerimaan Warisan
Pasal 1048 KUHPerdata mengatur bahwa penerimaan suatu
warisan dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu secara
tegas atau secara diam-diam, dengan penjelasan:®!

1) Bahwa seseorang menerima warisan secara tegas, bila ia
di dalam suatu tulisan baik otentik atau di bawah tangan
menyatakannya demikian, dan

2) Bahwa seseorang menerima warisan secara diam-diam,
apabila ia melakukan suatu tindakan/perbuatan, yang
dengarn jelas menunjukkan maksudnnya memang untuk
menerima warisan yang bersangkutan, lagipula tindakannya
itu hanya dapat dilakukan dalam kedudukannya sebagai
ahliwaris.

Tindakan seseorang yang tidak dapat dianggap sebagai
suatu penerimaan warisan secara diam-diam,antara lain:*?

1) Segala tindakan mengenai penguburan pewaris;

2) Segala tindakan untuk menyimpan dan menjaga harta
warisan;

3) Tindakan pengurusan sementara barang warisan.

° Ibid.
°2 Tan Thong Kie, op. cit., hal 151.
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Tindakan yang dapat dianggap  sebagai perbuatan
menerima secara diam-diam:3B
1) Meminta pemisahan dan pembagian;
2) lkut merundingakan pemisahan, walaupun perundingan 1iItu
tidak berhasil;
3) Menjual benda-benda;
4 Memberikan hak kebendaan;
5 Memberikan pembebasan hutang;
6) Membayar hutang dalam keadaan yang lain.
Ahlt waris bebas untuk WITlilih cara penerimaan warisan
dengan perkecualian sebagai bertkut:3

D Wali hanya boleh menerima suatu warisan Yyang jatuh

kepada anak asuhannya dengan memperinci harta

peninggalan.

2) Kurator untuk kurandus yang berada di bawah asuhannya.

3 Pengurus badan hukum yang disebut dalam Pasal 900
KUHPerdata (lembaga permasyarakatan, badan keagamaan,
gereja atau rumah fakir miskin) yang hanya dapat

menerima suatu warisan sampai sejumlah yang disetujui

oleh pemerintah.

B Pitlo, op. cit., hal. 36.
9 Tan Thong Kie, op. cit., hal. 150.
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4) Balai Harta Peninggalan yang hanya boleh menerima
warisan yang jatuh kepada si pailit dengan hak i1stimewa
untuk memperinci harta peninggalan.

Dalam menentukan pilihannya 1tu seorang bebas untuk
memilihnya, kecuali bila terdapat ahliwaris yang masih di
bawah umur dan atau terdapat seseorang yang berada di bawah
pengampuan. Bagi kedua mereka yang disebut paling akhir,
demikian pula bagi seorang wanita bersuami, Pasal 1046
KUHPerdata menegaskan, bahwa bila suatu warisan jatuh
kepada wanita bersuami, anak belum dewasa dan orang yang
berada di bawah pengampuan, penerimaannya harus dengan
mengindahkan ketentuan undang-undang vyang berlaku bagi
mereka.%

b . Akibat Dari Penerimaan

Pasal 1047 KUHPerdata menegaskan penerimaan warisan
berlaku surut hingga saat terbukanya warisan.

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1049
s/d Pasal 1056 KUHPerdata dapat disimpulkan sebagai

berikut:%

% Komar Andasasmita, op. cit., hal. 440.
% ibid., hal. 441.
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1) Jika seseorang ahliwaris melakukan perbuatan yang

2)

3)

bersifat pengurusan atau pengawasan sementara waktu,
seperti menyimpan barang-barang yang termasuk harta
peninggalan, demikian pula jika ia mengurus penguburan
jenazah yang meninggal, maka orang itu jangan diangap
sebagai telah menerima secara diam-diam.

Para ahliwaris bebas menentukan sikap atas harta
peninggalan, mereka boleh menerima atau menolaknya.
Apabila para ahliwaris dari suatu warisan itu beda
pendapat, yaitu ada yang mau menerimanya, ada pula yang
menolaknya, maka mengenai hal ini undang-undang
memperbolehkannya. Lain halnya bila mereka itu berbedaan
pendapat tentang cara penerimaan warisan tersebut, maka
warisan itu harus dianggap diterima secara benefisier,
vaitu dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran
harta peninggalan.

Bagaimana halnya jika seseorang ahliwaris yang meninggal
dunia sebelum ia menerima atau menolak suatu warisan?
Menurut ketentuan Pasal 1051 KUHPerdata, dalam hal
demikian, ahliwaris dari orang yang meninggal dunia itu

berhak untuk menerima atau menolak harta peninggalan
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4)

5)

yang bersangkutan. Dalam hal ini bertindak selaku
penggantinya.

Seseorang yang telah menerima suatu warisan untuk/sesuai
dengan bagiannya, tidak boleh menolak bagian yang jatuh
padanya karena hak penambahan, sesuai Pasal 1052
KUHPerdata. Pasal 1054 KUHPerdata menyebutkan bahwa bagi
seseorang ahliwaris yang dipulihkan seluruhnya terhadap
penerimaan yang dilakukan olehnya, tidak akan
masuk/menjadi hak para ahliwaris lainnya, kecuali bila
mereka menerima warisan yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1053 KUHPerdata bagi seseorang yang sudah
dewasa dan vyang telah menerima suatu warisan, hanya
dapat dipulihkan seluruhnya terhadap warisan yang
diterima itu, bila penerimaan yang bersangkutan telah
terjadi karena paksaan atau penipuan yang dilakukan
terhadap diri ahliwaris itu. Ahliwaris tidak dapat
meminta pembatalan suatu penerimaan warisan, dengan
alasan bahwa ia telah dirugikan karenanya, kecuali bila
bagian harta peninggalannnya itu ternyata berkurang
lebih dar setengahnya, sebagai akibat daripada adanya

wasiat vyang baru diketahuinya setelah warisan itu

diterimanya.
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6) Hak untuk menerima warisan hapus karena daluwarsa,

7)

dengan lewatnya waktu 30 tahun, terhitung sejak hari
terbukanya warisan itu, sesuai Pasal 1055 KUHPerdata.
Syaratnya ialah, bahwa baik sebelum maupun sesudah
lampaunya tenggang waktu tersebut, harta peninggalan itu
diterima oleh salah seorang ahliwaris, baik ab intestato
maupun ahliwaris karena wasiat. Pihak ketiga yang telah
memperoleh harta peningggalan itu karena suatu alas hak
yang sah, tidak akan terkurangi haknya.

Bagaimana halnya, bila terdapat seseorang ahliwaris yang
terlanjur telah menolak suatu warisan, akan tetapi
kemudian ingin menerima harta itu? Menurut ketentuan

Pasal 1056 KUHPerdata, ahliwaris yang bersikap demikian

-masih bolah untuk menerimanya, selama warisan itu belum

diterima oleh para ahliwaris, abik ab intestato maupun
ahliwaris karena wasiat. Dalam pada itu undang-undang
tetap menjamin hak-hak pihak ketiga vang telah
memperoleh harta yang bersangkutan karena suatu alas hak

yang sah.
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7. Penolakan Warisan

a. Sumber Peraturan dan Syarat-Syarat

Hal penolakan warisan/harta peninggalan dalam
KUHPerdata diatur dalam Buku II Bab 16 Bagian kedua, Pasal
1057 s/d Pasal 1065.

Terbukanya warisan berakibat bahwa orang itu demi
hukum meneruskan hak dan kewajiban pewaris. Namun dengan
jalan menolak warisan, maka hak dan kewajiban dimeksud
terhindarlah baginya. Menurut Pasal 1058 KUHPerdata ia
dianggap tidak pernah telah menjadi ahliwaris. Dengan cara
demikian ia sama sekali tidak bertalian dengan harta
peninggalan/warisan itu.

Orang dapat menolak karena hendak membebaskan diri
dari hutang-hutang harta peninggalan, orang dapat menolak
karena benci kepada pewaris dan anak-cucunya, tetapi orang
dapat pula menolak untuk menguntungkan waris serta atau
waris dari kelompok berikutnya.?®

Syarat utama agar seseorang dapat menolak suatu
warisan ialah bahwa warisan itu memang jatuh kepadanya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1063 KUHPerdata seseorang

dilarang melepaskan haknya atas bakal warisan seseorang

7 pitlo, op. cit., hal. 40.
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yang masih hidup, sekalipun dengan suatu perjanjian kawin.
Undang-undang bahkan melarang seseorang mengalihkan hak,
seperti menjual hak-hak yang kelak akan diperolehnya dari
warisan tersebut. Mengenai ketentuan ini Pasal 1334 ayat 2
mengulanginya, vyaitu bahwa seseorang tidak diperkenankan
melepaskan hak atas warisan yang belum terbuka, atau untuk
meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu,
walaupun atas persetujuan/kesepakatan orang yang kelak akan
meninggalkan warisan yang merupakan pokok masalah itu.?%®

Ada kemungkinan, bahwa penolakan merupakan hibah
Secara materil dan dengan demikian akan diindahkan bagi
bagian legitim dan pemasukan dalam harta peninggalan dari
orang yang menolak. Perlu mendapat perhatian pula, bahwa
seseorang Yyang memperoleh suatu warisan hanya Dbisa
menolaknya, bila ia belum menerimanya. Jika sekali ia
menerimanya, maka penolakan kemudian tidak berlaku.

Apabila ahliwaris itu lebih dari seorang, maka menurut
Pasal 1050 KUHPerdata, yang satu boleh menerimanvya,
sedangkan yang lain diperkenankan menolaknya, jadi tak usah

semuanya menerima atau menolaknya.

% Komar Andasasmita, op. cit., hal. 445.

87
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH Ul, 2008



b. Cara Penolakan

Pasal 1057 KUHPerdata menegaskan suatu penolakan
warisan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu
keterangan vyang harus diucapkan di hadapan Panitera
Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian.®®

Legataris juga dapat menolak. Dalam bagian vyang
bersangkutan undang-undang hanya membicarakan keterangan
oleh ahliwaris. Penolakan oleh legataris terjadi secara
tidak resmi. Penolakan adalah melepaskan suatu hak.
Sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lainnya,
mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya untuk itu
kepada orang yang bersangkutan, dalam ahliwaris.!®

Pasal 1062 KUHPerdata mengatakan bahwa hak untuk
menolak warisan tak pernah kadaluwarsa. Yang ada adalah
Pasal 1055 KUHPerdata, yang mengatur tentang kadaluwarsanya
hak untuk menerima suatu warisan. Tetapi karena penerimaan
warisan oleh kawan waris menyebabkan, bahwa haknya untuk
menerima warisan kadaluwarsa selama tiga puluh tahun, maka
akibatnya sesudah tahun ketiga puluh kedudukannya sudah

sama dengan orang yang menolak warisan. Karena menerima

°® Tan Thong Kie, op. cit., hal. 153.
100 pitlo, op. cit., hal. 41.
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tidak bisa lagi. Ian tidak perlu menolak 1lagi, karena

kedudukannya sudah sama dengan orang yang menolak.

Kedudukanseperti itu bukan karena kehendaknya, tetapi

dipaksakan kepadanya. Ini sebenarnya meupakan penolakan

secara diam-diam juga.l®

c. Akibat Penolakan

Akibat dari penolakan adalah:!%

1) Pasal 1058 KUHPerdata, ahliwaris yang menolak
warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi
ahliwaris;

2) Pasal 1059 KUHPerdata, bagian warisan seorang yang
menolak warisan jatuh pada mereka yang sedianya berhak
atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak
hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.

3) Pasal 1060 KUHPerdata, siapa yang telah menolak suatu
warisan tidak dapat sekali-kali diwakili dengan cara
penggantian, jika ia satu-satunya ahliwaris dalam
derajat ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka

sekalian anak—-anak tampil kemuka atas dasar kedudukan

mereka sendiri.

101 5. satrio,op. cit., hal. 340.
102 pmeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Weboek
(B.W), (Bandung: CV Utomo, 2006), hal.51-52.
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4) Pasal 1064 KUHPerdata, seorang waris yang telah
meninghilangkan atau menyembunyikan benda-benda yang
termasuk harta peninggalan:

a) Kehilangan haknya untuk menolak warisan, ia tetap
waris murni walaupun ia menolak warisan:

b) Sedangkan ia tidak dapat menuntut suatu bagian pun
dalam harta benda yang telah disembunyikan itu.

5) Pasal 1065 KUHPerdata, tidak seorangpun dapat dipulihkan
seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, selainnya
apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat
penipuan atau pemaksaan.

d. Perlindungan Terhadap Kreditur

Pasal 1061 KUHPerdata mengatakan kreditur dari orang
yang menolak warisan, berhak untuk menghapuskan akibat-
akibat penolakan yang merugikan mereka.

Dalam hal seorang ahliwaris menolak warisan yang
positif yang jatuh padanya, maka tindakannya tersebut bisa
merugikan kreditur, artinya menempatkan kreditur dalam
kedudukan yang lebih jelek daripada kalau warisan diterima.

Kreditur berhak menghapuskan akibat-akibat penolakan
yang merugikan mereka, dengan akibat bahwa para kreditur

dapat mengambil pelunasan dari bagian warisan yang ditolak,
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sama seperti warisan tersebut diterima oleh ahliwaris
debitur. Disini ada semacam actio pauliana, hanya bedanya
kalau dalam actio pauliana hubungan hukum dikembalikan
kepada keadaan semula, sedang di sini ada timbul keadaan
baru.103

Caranya kreditur minta kepada Hakim, agar diberikan
wewenang kepadanya, untuk atas nama dan sebagail pengganti

dari debitur ahliwaris yang menolak, menerima warisan itu.

8 . Pembayaran Hutang

Diatur dalam Bab 17/ Buku Il Pasal 1100 s/d Pasal 1125
KUHPerdata.

Bukan saja aktiva, tetapil jJjuga pasiva dari pewaris
berpindah kepada ahliwaris. Pemindahan 1ini terjadi Kkarena
hukum pada waktu meninggal dunia. Selain itu di dalam harta
peninggalan termasuk juga beberapa macam hutang Hlain-
lainnya. Seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat,
dam memenuhi beban Hlain-lainnya vyang diwajibkan dengan
waisat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah

pelaksana wasiat dan lain-lain sebagainya.l

18 J. Satrio, op. cit., hal 345.
1 Pitlo, op. cit., hal. 141.
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Tentang hal-hal yang menyangkut hutang ini undang-

undang mengatur sebagai berikut:!%°

1)

2)

3)

4)

Para ahliwaris yang telah menerima suatu warisan/harta
peninggalan berkewajiban untuk membayar semua hutang,
hibah wasiat, dan beban 1lainnya dari budel, dengan
ketentuan bahwa yang harus dipikulnya itu sesuai dengan
apa vang diterima oleh masing-masing dari warisan itu.
Kewajiban tersebut dipikul secara perseorangan, seimbang
dengan bagian masing-masing. Dalam pada itu hak-hak para
kreditur atas seluruh harta peninggalan harus dihormati,
artinya hak-hak mereka jangan sampai terkurangi.

Apabila dalam budel terdapat hak tak gerak yang dibebani
hipotik, maka setiap ahliwaris berhak menuntut agar
beban hipotik itu dilunasi dari harta peninggalan itu
sendiri. Mereka pun bolah menuntut agar barang itu
dibebaskan daripada ikatan.

Apabila ahliwaris yang memperoleh harta peninggalan
dalam keadaan seadahya, maka harta tak gerak vyang
dibebani itu harus ditaksir menurut daser yang sama
dengan barang tak gerak lainnya. Ahliwaris itu diwajbkan

melunasi hutang yang bersangkutan setelah beban-beban

105 Komar Andasasmita, op. cit., hal. 505.
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5)

6)

7)

tersebut diperhitungkan, yaitu jumlah polol semua beban
dikurangkan dari harga benda itu sepenuhnya; tentunya
selaras dengan apa yang menjadi bagiannya. Ahliwaris
yang memperoleh harta itu bertanggung Jjawab kepada kawan
warisnya, lagi pula 1ia berkewajiban untuk menjamin
mereka itu terhadap utang yang bersangkutan.

Apabila beban yang dimaksud hanya melekat pada barang
tek gerak saja, dantidak terdapat suatu ikatan
perseorangan, maka para kawan waris tak dapat menuntut
agar beban itu dilunasi. Dalam keadaan yang demikian
maka harta gerak itu dimasukkan ke dalam pembagian
setelah jumlah pokok semua beban itu dikurangi.

Seeorang ahliwaris yang karena adanya beban hipotik itu
telah melunasi hutang bersama, namun ternyata tidak
melebihi bagiannya sendiri dalam warisan, dapat menuntut
kembali dari para kawan warisnya sejumlah apa yang oleh
mereka masing-masing seharusnya dibayar.

Apabila di antara para ahliwaris itu terdapat orang yang
ternyata tidak berkemampuan untuk melakukan pembayaran
hutang/ beban, maka bagian orang tak mampu itu harus

dipikul bersama~sama cleh semua kawan waris yang mampu.
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8) Seseorang lagataris tidak diwajibkan untuk membayar
hutang dan beban warisan. Dalam pada itu pada kreditur
hipotik berhak mengambil pelunasan penagihan mereka fari
barang yang dihibah wasiatkan itu.

9) Seandainya lagataris itu melunasi piutang yang membebani
harta yang dihibah wasiatkan kepadanya itu, maka ia demi
hukum menggantikan semua hak kreditur para ahliwaris
yang bersangkutan.

10) Para kreditur dari pewaris, demikian pula para
legataris, dapat menuntut dari para kreditur pewaris
itu, agar harta peninggalan yang bersangkutan dipisahkan
dari harta kekayaan ahliwaris tersebut.

11) Bilamana para kreditur pewaris atau para legitimaris
tersebut di atas mengajukan tuntutan mereka -sebagaimana
dimaksu dalam Pasal 1107 kUHPerdata dalam jangka waktu
enam bulan sesudah warisan terbuka, maka mereka itu
berhak menyuruh, agar tuntutan mereka itu dicatat dalam
register umum yang disediakan untuk itu, dan membukukan
masing-masing barang tak gerak yang termasuk budel itu.
Akibat dari pendaftaran dan pembukuan itu ialah para
ahliwaris tidak lagi berkuasa memindahkan atau membebani

harta tersebut. Dengan cara demikian diharapkan para
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kreditur terhindar dari kerugian karena ulah para
ahliwaris yang bersangkutan atas harta peninggalan.

12) Dalam pada itu, namun hak tersebut dalam Pasal 1108
KUHPerdata tidak lagi dapat dilaksanakan, Jjika terjadi
suatu pembaharuan hutang di dalam piutang terhadap
pewaris yang oleh ahliwaris telah diterima sebagai
debitur.

13) Hak penuntutan tersebut daluwarsa, sehingga menjadi
gugur, dengan lewatnya waktu tiga tahun.

14) Mereka yang berpiutang terhadap ahliwaris tidak berhak
menuntut agar harta peninggala_m terhadap para kreditur

warisan dipisahkan.

D. Kasus Posisi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.

181.K/pdt/1993

Kasus vyang hendak dibahas dalam tesis 1ini adalah
mengenai “kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris”
vang berdasarkan putusan Mahkamah Aqung RI Reg. No.
181.K/pdt/1993. para pihak yang berperkara terdiri dari
pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

P.T. BANK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG SIANTAR,

yang berkedudukan di Medan, beralamat di Pematang siantar,
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Jalan Sutomo No. 26, diwakili olwh Pemimpin Cabang, dari
dengan demikian atas nama dan untuk P.T. BANK SURYA
NUSANTARA tersebut, vyang dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya vyang sah buat itu ABDUL AZIZ, AH, Advokat,
beralamat di Jalan H. Abdul Rahman Syihab No.5-D Medan,
berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Oktober 1991;

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT:;

l awan

AHLI WARIS almarhum MULIA ZEIN (dahulu bernama TJIOE A
TJONG alias TJIQOE JOEN FOEK), yaitu:
1. MAGDA (dahulu bernama SOEI KAM DJIN), isteri almarhum;
2. ROBERT (dahulu bernama TJIOE LIAN TJU), anak almarhum;
3. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NIEN TSJIEN), anak almarhum;
4. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG),anak almarhum;
5. JHONNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI), anak almarhum;
6. PITER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI), anak almarhum;
7. MEEY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN), anak almarhum;
8. NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG), anak almarhum;

Masing-masing beralamat di Jalan Ade Irma Suryanti
Nasution No. 85 Pematang Siantar; Mereka disebut sebagai

TERGUGAT.
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Bahwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah
berhutang kepada Penggugat yang berasal dari fasilitas
kredit yang tercantum dalam Grosse Akta Persetujuan Membuka
Kredit, No. 202,Tanggal 25 Mei 1984, Jo Perjanjian Kredit
No.PS/PMK/RC/No0.1356/V/84, sebesar Rp. 30.000.000 (tiga
puluh Jjuta rupiah),yang diperpanjang masing-masing pada
tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986, dan tanggal 25
Mei 1987.

Bahwa fasilitas kredit tersebut harus dilunasi
selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 1988;

Bahwa  kredit  tersebut diberikan dalam  hubungan
Rekening Koran, dengan bunga sebesar 2,7% per-bulan;

Bahwa pada tanggal 30 September 1991, hutang dimaksud
sesuai dengan Rekening Koran a/c. 11.00.00964-B telah
berjumlah sebesar Rp.178.454.730,- (Seratus tujuh puluh
delapan juta, empat ratus 1lima puluh empat ribu, tujuh
ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa berhubung karena yang berhutang, vyaitu Mulia
Zein pada tanggal 6 Februari 1988 telah meninggal dunia,
maka seluruh Ahli warisnya, yaitu Tergugat-Tergugat harus
bertanggung jawab untuk hutang-hutang yang diperbuat oelh

almarhum Mulia Zein tersebut;
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Bahwa Penggugat telah berkali-~-kali memperingati
Ahliwaris almarhum Mulia Zein, akan tetapi hingga saat
gugatan diajukan hutang dimaksud belum diselesaikan;

Bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh almarhum
Mulia Zein telah diberikan kepada Penggugat berupa:

“Sebidang tanah seluas 7.544,70 M2, terletak dalam

Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar,

berikut dengan segala sesuatu yang berada dan terdapat

diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan

Tanah Jawa, Desa Kempung Melayu, sebagaimana di maksud

dalam Sertipikat Hak Pakai No. 0022, terdaftar atas

nama Mulia Zein”;

bahwa untuk jaminan tuntutan tersebut, Penggugat mohon
agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik
Tergugat-Tergugat, baik atas yang bergerak maupun yang
tidak bergerak, antara lain Hak-hak dan Bangunan yang
terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.85 Pematang
Siantar, beserta barang-barang Jjaminan seperti yang
diuraikan diatas:;

selanjutnya Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
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2. menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan yang
telah dilaksanakan;

3. menghukum Tergugat selaku ahliwaris alm. Mulia Zein,
secara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada
Penggugat sebesar Rp. 178.454.730,- (seratus tujuh puluh
delapan juta, empat ratus limapuluh empat ribu, tujuh
ratus tiga puluh rupiah), berikut dengan bunga sebesar
2,7% per-bulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991,
sampai hutangnya tersebut lunas dibayar;

4. menghukum Tergugat secara tanggung menanggung membayar
ongkos tagih sebesar 10%;

5. menghukum Tergugat 8secara tanggung menanggung membayar
biaya perkara;

6. menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta
merta (Uit voorbaar Dbij voorraad), meskipun ada
Perlawanan, banding ataupun kasasi.

Bahwa atas adanya gugatan tersebut, pihak Tergugat
telah mengajukan eksepsi dan jawabannya sebagai berikut:

Eksepsi yang diajukan Terqgugat menyatakan bahwa surat
gugatan Penggugat kurang sempurna, karena ada ahliwaris

lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, karena
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itu, dimohon agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat
diterima oleh Hakim.

Bahwa alm. Mulia Zein semasa hidupnya ada mendapat
fasilitas kredit dengan Jjaminan sebagaimana dimaksud
Penggugat didalam surat gugatannya, namun para Tergugat
sama sekali tidak pernah mengetahui alm. Mulia Zein telah
berhutang kepada Penggugat;

Bahwa disamping itu para Tergugat tidak pernah ada
menerima warisan berupa apapun dari alm. Mulia Zein, baik
semasa hidupnya, maupun setelah meninggal dunia; -

Bahwa dengan demikian para Tergugat sama sekali tidak
mempunyai beban/kewajiban dan tanggung Jjawab untuk
melunasinvya;

Bahwa penyerahan sertipikat Hak Pakai No.0022 milik
Tergugat (Magda) kepada Penggugat adalah tidak syah dan
bertentangan dengan hukum, karena penyerahan Sertifikat
tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari Tergugat (Magda)
selaku isteri syah dari alm. Mulia Zein;

Bahwa sebaliknya Penggugat didalam penguasaan
Sertifikat Hak Pakai No.0022 milik Tergugat (Magda) adalah
tanpa dasar hukum, dan oleh karena itu sudah selayaknya

harus diserahkan kembali kepada Tergugat (Magda):
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Bahwa secara Yuridis, pengalihan dan pengoperan berupa
apapun alas harla kekayaan bersama, supaya dapal dinyalakan
s'yah dan berkekualan yakni dengan adanya 1ijin  dan
perselujuan darci islerl alaupun suami;

Bahwa selanjulnya Pengqugat wmenydlakan pada Langgal 30
SeplLember 1991, hutang dimaksud Lelah berjumlah
Rp.178.454.730,- (seralus Lujuh puluh delapan jula, empal
ralus lima puluh empal ribu, Lujuh ralus Liga puluh rupiah)

Bahwa dari jumlah hutang vyang disebutkan oleh
penggugat sebesar Rp.178.454.730,~ tertanggal 30 September
1991, jika dibandingkan dengan hutang pokok sSebesar Rp.
30.000.000,- tertanggal 25 Mei 1988, ternyata Penggugat
dalam hal ini telah melaksanakan praktek Bank dengan
membebankan bunga berbunga, dan hal sedemikian rupa tidak
diperkenankan undang-undang, oleh karena itu harus
dikesampingkan;

Bahwa dari jangka waktu/tanggal jatuh tempo fasilitas
kredit sebagaimana dimaksu Penggugat, sampai dengan gugatan
ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar, cukup jelas membuktikan itikad buruk dari

Penggugat, dimana Penggugat secara sengaja tanpa melakukan
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tagihan secara syah agar fasilitas kredit dimaksud semakin

bertambah besar hingga melampaui batas kewajaran;

Bahwa dan juga Penggugat tidak pernah menyerahkan
kepada Tergugat Rekening Koran alm. Mulia Zein sebagaimana
kewajiban Penggugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sama sekali
tidak mempunyai dasar hukum, dan juga diajukan dengan
dilandasi itikad buruk dari Penggugat, oleh karena itu
sudah sepantasnya gugatan Penggugat harus - ditolak
seluruhnya;

Berdasarkan wuraian-uraian tersebut diatas, Tergugat
mohon keputusan sebagai berikut:

1. mengabulkan Gugatan Rekonpensi;

2. menyatakan tanah Hak Pakai merupakan harta kekayaan
bersama;

3. menyatakan demi hukum penguasaan atas Sertifikat Hak
Pakai No.0022 tidak syah dan harus diserahkan kembali
kepada Penggugat Rekonpensi;

4. membatalkan Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 202,
beserta perpanjangannya;

5. membebaskan para Penggugat dari tanggung jawab fasilitas

kredit dari almarhum Mulia Zein;
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6. menghukum Penggugat Konpensi, untuk membayar uang paksa,
sebesar Rp. 300.000,-, untuk setiap hari, jikalau
Penggugat Konpensi, lalai melaksanakan keputusan ini:

7. menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta
merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi:;

8. menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini.

Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam putusannya
tanggal 14 Mei 1992 No. 80/Pdt. /G./1991/PN-PMS, terhadap
putusan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan hukum
intinya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugét, dinyatakan tidak dapat diterima dengan
alasan Tergugat tidak dapat membuktikan siapa-siapa
ahliwaris yang lain yang tertingal untuk digugat.

2. Tentang pokok perkara, dalam gqugatan Konpensi, hakim
berpendapat:

Telah terjadi Mulia Zein hutang uang pada Penggugat
Bank, tanggal 25 Mei 1984, Rp. 30 juta dengan bunga 2,7%
perbulan. Hutang ini dicantumkan dalam PMK tanggal 25 Meil
1984 yang kemudian diperpanjang beberapa kali: 1985-1986-
1987-1988. Pada 25 Mei 1988 merupakan hari jatuh tempo

dimana debitur Mulia Zein harus membayar lunas hutangnya.
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Pada Februari 1988, debitur Mulia Zein meninggal
dunia.

Para ahliwaris Mulia Zein tidak dapat membuktikan
bahwa hutang tersebut telah dibayar lunas oleh almarhum

Mulia Zein karena itu telah terjadi ingkar janji.

Ahliwaris dari almarhum Mulia Zein, yaitu janda (Ny. Magda)
dan tujuh anaknya tidak menyatakan menolak warisan atas
harta warisnya almarhum. Mulia Zein tersebut sehingga
menurut hukum, pada Tergugat sebagai ahliwarisnya
bertanggung jawab untuk membayar hutang almarhum Mulia
Zein.

Besarnya hutang adalah Rp.30juta dengan bunga 2,55%
pebulan terhitung sejak 25 Mei 1987 sesuai dengan
Perjanjian Kredit 25 Mei 1987.

Tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar
hutangnya almarhum Mulia Zein Rp.178.454.730,- sesuai bukti
BP VI tidak dapat diterima, karena bukti BP VI merupakan
Akta Bawah Tangan yang isinya disangkal oleh Tergugat.

Karena Penggugat memakai tenaga pengacara dalam menagih
hutangnya, maka patut bila Tergugat dibebani membayar

ongkos tagihan sebesar 10% dari hutang pokok Rp. 30 juta.

104
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH Ul, 2008



3. Mengenai gugatan Rekonpensi, Hakim pada tingkat Pertama

4.

berpendapat bahwa petitum gugatan Rekonpensi no. 2 s/d
4 adalah merupakan gugatan pribadi dan bukan dalam
hubungannya sebagai ahliwaris almarhum Mulia Zein, maka
tidak ada hubungannya dengan gugatan Konpensi.

Karena gugatan Rekonpensi tidak ada kaitannya dengan
gugatan Konpensi, maka gugatan Rekonpensi dinyatakan
tidak dapat diterima.

Akhirnya Pengadilan Negeri memberi putusan vyang

intinya sebaQai berikut:

1. Dalam Eksepsi: Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

2.

Dalam Pokok Perkara:

3. Dalam Konpensi:

4.

Mengabulkan gugatan untuk dibayar

5. Menghukum Tergugat selaku ahliwaris dari almarhum Mulia

Zein secafa tanggung-menanggung membayar hutang almarhum
kepada Penggugat sebesar Rp. 30 juta berikut bunganya
2,55% perbulan, sejak 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei

1990.

6. Menghukum Tergugat secara tanggung-menanggung membayar

ongkos tagih sebesar 10% dari hutang pokok Rp. 30 juta.

7. menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
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8. Dalam Rekonpensi:
Menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi  tidak dapat
diterima.

Bank Surya Nusantara menolak putusan Hakim Pengadilan
Negeri tersebut diatas dan selanjutnya mohon pemeriksaan
banding ke Pengadilan Tinggi Sumut.

Dalam gugat Konpensi, terbukti Mulia Zein memperoleh
fasilitas kredit dari Penggugat, Rp.30 juta pada tahun 1984
yang kemudian diperpanjang beberapa kali.

Pada 6 Februari 1988, Mulia 2Zein meninggal dunia
karena hutang belum dibayar 1lunas maka kewajiban untuk
melunasi hutang tersebut berpindah kepada ahliwarisnya
yaitu Tergugat dan pada tanggal 30 September 1991,
hutangnya almarhum telah berjumlah Rp.178.454.730.-

Dalam gugat rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak
sependapat dengan putusan Hakim pertama, karena meskipun
gugatan tersebut seolah-olah bersifat pribadi namun jelas
gugatan tersebut ditujukan terhadap Penggugat.

Pengadilan Tinggi dalam putusannya tanggal 22
September 1992 No. 259/Pdt/1992/PT.Mdn memberi Putusan yang

intinya sebagai berikut:
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Mengadili:
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar
No. 80/Pdt/G/1991/PN.Pms. sepanjang tentang Konpensi dan
Rekonpensi.
Mengadili Sendiri:
1. Dalam Eksepsi: menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat
diterima.
2. Dalam Konpensi:
a. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
b.Menéhukum Tergugat sebagai ahliwaris Mulia Zein secara
tanggung renteng untuk membayar hutangya kepada
Penégugat Rp. 178.454.730,-
c. Menghukum tergugat secara tangguilg renteng membayar
ongkos tagih sebesar 10% dari Rp. 178.454.730, -
d.MEnéhukum Tergugat secara tanggung renteng untuk
membéyar bunganya sebesar 2,55% perbulan dari Rp.
178.454.730,--Rp.30.000.000,-=Rp.148.454.730, -.
e. Terhitung sejak 1 Oktober 1991 sampai hutang tersebut
dibayar lunas.
3. Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Rekonpensi untuk

seluruhnya
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Para ahliwaris almarhum Mulia Zein sebagai pihak
Tergugat, menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas
dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam
putusannya mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi
telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini,
sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus
dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili
sendiri perkara ini.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam
putusannya tanggal 12 Maret 1997 No.180. K/Pdt/1993
mempertimbangkan bahwa putusan judex factie Pengadilan
Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam
perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut
harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan
mengadili sendiri perkara ini.

Mahkamah Agung memberikan putusan:

Mengadili:
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

259/Pdt/1992/PT.Mdn.
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Mengadili sendiri:

1. Dalam Eksepsi: menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat
diterima.

2. Dalam Konpensi:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

b. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah
dilakukan. Secara tanggung menanggung membayar hutang
almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar Rp.
30.000.000,- berikut bunga sebesar 2,55% perbulan,
terhitung syah 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990.

c. Menolak gugatan selebihnya.

Dalam Rekonpensi: menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat

diterima.

E. Analisia Putusan

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menganalisa
satu kasus yang sesuai dengan judul dari tesis ini yaitu
“KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN UTANG PEWARIS
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg.
No.180.k/Pdt/1993) .” Adapun kasus yang akan dianalisa oleh

penulis, yaitu:
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1. Tanggung Jawab Para Ahliwaris Atas Aktiva Dan Pasiva
Pewaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

a. Hak Berpikir

Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata mengatur:

“Sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum
memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan
segala piutang si yang meninggal.”

Dapat dilihat bahwa baik aktiva dan pasiva dari
pewaris menjadi tanggung jawab dari para ahliwarisnya.
Besarnya tanggung jawab para ahliwaris dapat dilihat dari
sikap yang diambil para ahliwaris terhadap harta warisan
pewaris tersebut.

Sikap yang dapat diambil para ahliwaris itu adalah:

1. menerima warisan dengan penuh;

2. menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak
akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang
melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut
dengan istilah “menerima warisan secara benefisier”;

3. menolak warisan.

Orang yang menyatakan menerima warisan tidak lagi

merpunyai hak untuk menolak warisan. Dengan menerima
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warisan, ahliwaris vyang bersangkutan melepaskan haknya
untuk menolak warisan, sehingga aktiva dan pasiva warisan,
sebesar hak bagiannya dalam warisan, beralih kepada
ahliwaris yang bersangkutan.

Ahliwaris yang mengambil sikap menerima warisan secara
benefisier, Jjika ia takut harta peninggalan itu akan
ternyata pasivanya 1lebih banyak dari aktivanya. Bila
ahliwaris itu berbuat demikian, maka tidak akan terjadi
percampuran harta antara barang milik pewaris dengan harta
kepunyaan ahliwaris itu. Dengan demikian sepanjang hutang
budel itu melebihi aktiva/keuntungan yang dapat diperoleh
dari harta dimaksud, ahliwaris vyang bersangkutan tidak
bertanggung jawab atas hutang harta peninggalan itu.

Dengan jalan menolak warisan, maka hak dan kewajiban
untuk ikut bertanggung jawab atas hutang Mulia Zein hapus.
Menurut Pasal 1058 KUHPerdata ia dianggap tidak pernah
menjadi ahliwaris. Dengan cara demikian ia sama sekali
tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta
peninggalan/warisan itu.

Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung yang dianalisa oleh Penulis,

Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
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Agung memberikan pertimbangan seakan-akan para ahliwaris
yang belum menyatakan sikap atas harta warisan. Ahliwaris
dianggap telah menerima harta warisan dari pewaris karena
tidak dilakukannya penolakan atas harta warisan tersebut.
Sedangkan para ahliwaris berdalil bahwa mereka tidak pernah
menerima harta warisan pewaris baik selama pewaris masih
hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.

Tergugat dengan jelas belum menyatakan sikap terhadap
harta peninggalan Mulia Zein.

Pasal 1045 KUHperdata:

“bahwa tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu
warisan yang jatuh padanya”.

Pasal 1048 KUHPerdata mengatur bahwa penerimaan suatu
warisan dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu secara
tegas atau secara diam-diam, dengan penjelasan:

1) Bahwa seseorang menerima warisan secara tegas, bila ia
di dalam suatu tulisan baik otentik atau di bawah tangan
menyatakannya demikian, dan

2) Bahwa seseorang menerima warisan secara diam-diam,
apabila ia melakukan suatu tindakan/perbuatan, yang
dengan jelas menunjukkan maksudnnya memang untuk

menerima warisan yang bersangkutan, lagipula tindakannya
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itu hanya dapat dilakukan dalam kedudukannya sebagai
ahliwaris.

Tindakan seseorang yang tidak dapat dianggap sebagai
suatu penerimaan warisan secara diam-diam,antara lain:

1) Segala tindakan mengenai penguburan pewaris;

2) Segala tindakan untuk menyimpan dan menjaga harta
warisan;

3) Tindakan pengurusan sementara barang warisan.

Tindakan vyang dapat dianggap sebagai perbuatan

menerima secara diam-diam:

1) Meminta pemisahan dan pembagian:;

2) Ikut merundingakan pemisahan, walaupun perundingan itu
tidak berhasil;

3) Menjual benda-benda;

4) Memberikan hak kebendaan;

5) Memberikan pembebasan hutang:

6) Membayar hutang dalam keadaan yang lain.

Para ahliwaris (Tergugat) dengan jelas mengatakan
bahwa mereka tidak pernah menerima harta warisan pewaris
baik selama pewaris masih hidup maupun setelah pewaris
meninggal dunia, sehingga mereka dapat dikatakan tidak

menerima harta warisan secara diam-diam. Tidak adanya bukti
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tulisan baik otentik atau dibawah tangan yang menyatakan
penerimaan mereka sebagai ahliwaris juga menyatakan mereka
tidak atau belum menerima harta warisan pewaris secara
tegas.

Pasal 1057 KUHPerdata menegaskan suatu penolakan
warisan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu
keterangan vyang harus diucapkan di hadapan Panitera
Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian.
Memang para ahliwaris tidak melakukan penolakan secara
tegas di hadapan Pengadilan Negeri, tetapi bukan berarti
dengan tidak melakukan hal ini mereka dinyatakan menerima
harta warisan pewaris.

Hak wuntuk menerima warisanm hapus karena daluwarsa,
dengan lewatnya waktu 30 tahun, terhitung sejak hari
terbukanya warisan itu, sesuai Pasal 1055 KUHPerdata.
Syaratnya ialah, bahwa baik sebelum maupun sesudah
lampaunya tenggang waktu tersebut, harta peninggalan itu
diterima oleh salah seorang ahliwaris, baik ab intestato
maupun ahliwaris karena wasiat. Pihak ketiga yang telah
memperoleh harta peningggalan itu karena suatu alas hak

vang sah, tidak akan terkurangi haknya.
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Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berpendapat
bahwa dengan tidak adanya atau belum diambil sikap yang
jelas oleh para ahliwaris terhadap harta warisan pewaris
dalam kasus 1ini, dengan jangka waktu daluwarsa 30 tahun
dari penerimaan warisan, maka para ahliwaris tidak dapat
dikatakan menerima harta warisan tersebut, kecuali jika
daluwarsa 1tu sudah lewat maka para ahliwaris dapat
dikatakan menolak harta warisan.

Disini sebenarnya para ahliwaris memiliki hak untuk
berptkir. Mengemukakan hak berpikir hanyalah dilakukan oleh
ahliwaris, yang dipaksa oleh kreditur pewaris untuk
menyatakan pilithannya. Kreditur (Penggugat) sebenarnya
tidak dapat menuntut atas pembayaran hutang pewaris kepada
para ahliwaris, tetapi 1a hanya dapat menuntut sikap apa
yang akan drambil para ahliwaris terhadap harta warisan.
Barulah setelah 1tu kreditur (Penggugat) dapat mengambil
tindakan atas sikap yang diambil para ahliwaris.

Kapan ahliwaris menggunakan hak berpikir 1ini adalah
tergantung pada sikap kreditur. Ahliwaris dapat
mempergunakan lembaga berpikir 1I1tu satu minggu sesudah
meninggalnya pewaris, dan ada kemungkinan bahwa meminta

berpikir ini baru dilakukan sesudah bertahun-tahun.
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Ahliwaris yang tidak didesak oleh kreditur pewaris
untuk menentukan pilihannya, dapat mengulur waktu sampai
tiga puluh tahun tanpa dapat dihukum. Barulah setelah tiga
puluh tahun ahliwaris berikutnya mempunyai wewenang untuk
menerima sesuai Pasal 1101 KUHPerdata.

Undang-undang tidak mengatur tenggang untuk menyatakan
akan memikir itu. Dianggap tidak perlu karena selama tidak
ada kreditur yang mengajukan penuntutan, tidak ada orang
yang berkepentingan, atau ahliwaris itu menerima atau
menolak harta peninggalan. Sepanjang ahliwaris itu tidak
melakukan tindakan yang bersifat menerima, maka ia tetap
berwenang untuk memanfaatkan hak memikir itu.

Jika keterangan itu telah dilakukan, maka ahliwaris
yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal/hari pernyataan
itu diberi waktu selama empat bulan untuk mendaftarkan
(beschrijven) harta warisan itu dan untuk memikir. Dalam
Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdata bahwa Pengadilan Negeri
berwenang, apabila ahliwaris yang hendak memikir itu
dituntut di muka hakim, memperpanjang tenggang waktu empat
bulan itu, atas dasar alasan yang mendesak.

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerdata, diatur bahwa

selama jangka waktu berpikir, ahliwaris yang sedang memikir
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itu tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu tindakan
selaku ahliwaris. Selama tenggang itu tidak ada suatu
penghukuman oleh hakim yang dapat diperoleh terhadap
ahliwaris itu dan pelaksanaan putusan pengadilan yang
diucapkan untuk kekalahan pewaris, ditangguhkan. Demikian
pula hak tagihan berdasarkan hukum tersebut dalam Pasal
1101 KUHPerdata ditunda.

Dengan adanya lembaga berpikir, pembuat undang-undang
memberikan kesempatan kepada ahliwaris untuk mendapatkan
penundaan. Selama jangka waktu ahliwaris lagi berpikir, ia
tidak dapat dituntut untuk menentukan sikapnya terhadap
harta warisan. Selama waktu berpikir itu, ditangguhkanlah
segala perkara terhadap ahliwaris vyang sedang berpikir
sebagai ahliwaris, ataupun terhadap ahliwaris seluruhnya.
Pelaksanaan putusan hakim vyang memberati si wafat,
ditangguhkan.

Setelah habisnya tenggang waktu untuk memikir vyang
ditetapkan oleh undang-undang itu, maka ahliwaris yang
bersangkutan tidak dapat lagi menunda keputusan mengenai
sikapnya jika terhadapnya diajukan suatu tuntutan hukum.

Jadi ia harus memilih, apakah ia akan menerima harta
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warisan 1tu secara murni atau secara benefisier, atau
hendak menolaknya.

Namun dalam kasus iIni hak berpikir ini tidak digunakan
oleh para ahliwaris, mungkin karena mereka telah dianggap
menerima harta warisan tersebut oleh Hakim, walaupun dalam

kasus ini mereka dapat memilih hak untuk berpikir ini.

b . Persatuan Harta

Mengenail persatuan harta yang ada dalam perkawinan
antara pewaris dan isterinya sebenarnya dapat @ juga
dijadikan suatu dasar pertimbangan sampai seberapa jauh
tanggung jawab ahliwaris khususnya 1iIsteri sebagal partner
dalam harta campur dan sebagar ahliwaris . Namun hal ni
tidak diperdulikan oleh Hakim.

Menurut bunyil atau ketentuan Pasal 119 KUHPerdata,
sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri
terjadilah persatuan harta benda (kekayaan) lengkap/bulat.
Pengecualian baru terjadi apabila suami isteri 1tu sebelum
melangsungkan perkawinan telah membuat akta perjanjian
syarat kawin (huwelijksvoorwaarden) di depan seorang

Notaris.
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Sifat dari harta kekayaan 1ini adalah tidak dapat
dibedakan bagian-bagiannya, akan tetapi suami dan isteri
berhak atas keseluruhan dari harta, terlepas dari kenyataan
bahwa suami berhak untuk mengurus dan menguasai harta
bersama itu.

Menurut ketentuan atau bunyi Pasal 121 KUHPerdata
beban-beban persatuan adalah meliputi atau termasuk semua
hutang suami isteri masing-masing, baik vyang terjadi
sebelum maupun sepanjang perkawinan mereka. Bahwa dalam
kasus ini Mulia Zein sebagai kepala persatuan harta yang
bertanggung Jjawab atas harta persatuan telah berhutang
dengan melakukan penjaminan tanpa memperoleh persetujuan
dari isterinya.

Bagaimana cara timbulnya hutang itu tak merupakan
masalah, apakah disebabkan karena suami atau isteri itu
melanggar hukum sehingga harus mengganti kerugian atau
karena denda misalnya, atau hutang suami isteri berasal
dari warisan atau hibahan dengan beban dan sebagainya. Itu
semua merupakan beban persatuan. Menurut undang-undang
suamilah yang menjadi pengurus persatuan. Itulah sebabnya
maka ia (suami) dapat dituntut/ditagih untuk membayar

hutang persatuan.
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Menurut ketentuan Pasal 123 KUHPerdata semua hutang
kematian (doodschulden) vyang timbul/ terjadi setelah
meninggalnya suami dan/atau isteri merupakan beban ahli
waris yang meninggal itu sendiri, jadi bukan hutang/beban
persatuan. Yang dimaksud dengan hutang ini adalah biaya
penguburan. Mengenai hutang ini kita berurusan dengan harta
peninggalan (nalatenschap) dan bukan dengan persatuan
(gemeenschap) . Tentang biaya penguburan ini tercantum dalam
Pasal 1149 ayat 2 KUHPerdata, yaitu menyangkut piutang
yang diistimewakan.

Pasal 124 KUHPerdata dikatakan bahwa suami selain dari
pemeliharaan/pengurus harta persatuan itu, ia juga boleh
dalam arti kata dapat, berwenang (dan berhak)
mengalihkan/melepaskan hak, seperti menjual dan memberatkan
dalam arti menjaminkan harta campur milik bersama suami-
isteri itu. Memang wewenang/kekuasaan suami ini masih
dibatasi dengan apa yang tercantum dalam ayat ke 3 Pasal
140 KUHPerdata, yang mengatur bahwa walaupun antara mereka
berdua terjadi persatuan harta menurut undang-undang, dalam
perjanjian syarat kawin bakal/calon suami-isteri

boleh/dapat saling berjanji untuk tanpa persetujuan/bantuan
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isteri suami tidak diperkenankan (dilarang)

mengalihkan/melepaskan (memindahtangankan) atau membebani:

1) Barang tak bergerak,

2) Surat pendaftaran dalam buku besar perutangan umum,

3) Surat berharga lainnya, dan

4) Piutang-piutang atas nama isteri.

Kesemuanya itu yang tertulis/tercatat atas nama isteri
dan yang dibawa, atau yang selama masa perkawinan jatuh ke
pihak isteri dalam persatuan mereka.

Wewenang atau hak untuk menguasai dan/atau
menggunakan(beschikkingsrecht) suami atas harta persatuan
itu dalam beberapa hal oleh undang-undang dibatasi.
Pembatasan dalam Pasal 124 KUHPerdata adalah sebagai
berikut:

1) Ia (suami) tidak boleh dalam arti tak berwenang, karena
atau dengan jalan hibahan, menguasai/menggunakan barang
tak gerak dari persatuan, demikian pula seluruh atau
sebagian tertentu dari barang bergerak, kecuali
menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak yang

lahir dari perkawinan suami-isteri yang bersangkutan.
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2) Suami juga tidak boleh menghibahkan sebuah barang
bergerak tertentu, dengan perjanjian bahwa hak pakai
hasilnya tetap ada padanya.

Dalam kasus yang dianalisa ini jelas-jelas tidak ada
keitkutsertaan 1isteri yang juga berhak atas harta persatuan
dalam perjanjian kredit pada saat mengagunkan barang tak
bergerak berupa tanah tersebut.

Hal diatas jJjuga dapat menjadi dasar tidak syahnya
perjanjian pengagunan barang harta persatuan yang dilakukan
oleh Mulia Zein & Bank Surya Nusantara dengan tidak adanya
persetujuan isteri dalam penjaminan benda tak bergerak
berupa tanah yang merupakan harta persatuan.

Dalam Pasal 130 dan Pasal 131 KUHPerdata menyatakan
bahwa sampaili sejauh mana isteri atau ahliwaris yang
bertanggung jawab atas aktiva dan pasiva pewaris:

1. Masing-masing pihak (dari suami dan/atau isteri) tetap
bertanggung jawab atas hutang vyang telah dibuatnya
sendiri.

2. selain daripada 1tu suami pun tetap bertanggung jawab
atas hutangnya Iisteri.

3. Isteri hanya bertanggung jawab atas setengah dari hutang

yang telah dibuat oleh suami.
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4. Setelah dilangsungkannya pemisahan dan pembagian baik
suami maupun isteri sama sekali tidak bertanggungjawab
lagi atas hutang vyang telah dibuat oleh pihak 1lainnya
sebelum perkawinan mereka.

Hal ini jelas bahwa tanggung jawab isteri atas hutang
suami hanyalah sebesar setengah bagian dari jumlah
keseluruhan dari hutang suami. Dengan demikian isteri Mulia

Zzein sebenarnya hanya bertanggung jawab sebatas setengah

dari hutang Mulia Zein.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993
Mengenai Kewajiban Ahliwaris Dalam Pembayaran Hutang
Pewaris
Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan

permohonan Penggugat agar Tergugat selaku ahliwaris
almarhum, Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar
hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar
Rp.30.000.000,- berikut bunga sebesar 2,55% perbulan,
terhitung sejak 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990.
berdasarkan perhitungan penulis Jjumlah hutang secara
keseluruhan adalah Rp.30.000.000, - (hutang

pokok)+Rp.27.540.000, - (bunga)= Rp.57.540.000, -.
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Sesuai dengan pertimbangan penulis pada point
sebelumnya, bahwa dengan jelas bahwa belum ada kepastian
sikap dari Tergugat atau para ahliwaris, apakah mereka
menerima atau menolak harta warisan Mulia Zein. Jika
dikatakan menerima, penerimaan itu harus dilakukan sesuai
dengan pasal 1048 KUHPerdata, baik secara tegas maupun
diam-diam. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung menyebutkan dengan tidak adanya penolakan
dari Tergugat atau para ahliwaris maka mereka dapat
disimpulkan menerima harta warisan Mulia Zein baik aktiva
maupun pasiva.

Penerimaan harta warisan secara tegas pun harus
. dinyatakan dalam bentuk akta otentik ataupun akta dibawah
tangan, Tergugat atau para ahliwaris tidak melakukan hal
tersebut. Jika Tergugat dianggap menerima harta warisan
secara diam-diam, mereka harus memenuhi syarat-syarat
menerima harta warisan secara diam-diam. Namun, Jjika
dilihat dalil Tergugat atau para ahliwaris yang menyebutkan
bahwa mereka tidak pernah menerima harta warisan baik
semasa Mulia zein masih hidup ataupun sudah meninggal

dunia, dapat timbul pertanyaan apakah Tergugat atau para
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ahliwaris tidak menerima harta warisan secara diam-diam
atau tidak.

Penerimaan harta warisan tersebut menurut penulis
harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1048 KUHPerdata
bukannya dikarenakan tidak adanya penolakan dari Tergugat
atau para ahliwaris. Memang segala harta warisan baik
aktiva maupun pasiva dari pewaris tanpa terkecuali jatuh
kepada para ahliwarisnya secara otomatis, tetapi penulis
menggaris bawahi disini adalah harta warisan itu jatuh atau
tidak kepada para ahliwaris tergantung sikap yang diambil
oleh mereka.

Menurut penulis, keputusan Mahkamah Agung mengenai
pembayaran secara tanggung renteng yang dibebankan kepada
Tergugat atau para ahliwaris terlihat kurang adil, terlalu
tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, karena tidak memenuhi Pasal 1048 KUHPerdata
mengenai penerimaan harta warisan. Dalam kasus tersebut
jelas belum adanya sikap yang jelas dari Tergugat atau para
ahliwaris khususnya untuk menerima warisan. Walaupun secara
yuridis hutang Mulia Zein Jjatuh kepada para ahliwarisnya,
harus diperhatikan hak dari para ahliwarisnya untuk

menyatakan sikap terhadap harta warisan Mulia Zein. Belum
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tentu semua ahliwaris menerima atau menolak harta warisan
tersebut, jadi penulis Dberpendapat bahwa seharusnya
Tergugat atau para ahliwaris diberi kesempatan terlebih
dahulu untuk menyatakan sikapnya terhadap harta warisan
baru setelah itu bila para ahliwaris ingkar atas sikap yang
diambilnya baru bisa diajukan suatu gugatan terhadapnya.

Disini seharusnya hakim memberikan kesempatan untuk
Tergugat untuk menggunakan hak berpikirnya atau Tergugat
sendiri yang mengajukan untuk menggunakan Hak berpikirnya,
apakah mereka menerima secara murni, menerima secara
'benefisier atau menolak. Tergugat diberi waktu untuk
memikir selama empat bulan, dan menurut Pasal 1024 ayat 2
KUHPerdata dapat diperpanjang atas dasar alasan Yyang
mendesak.

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerdata disebutkan selama
tenggang waktu penggunaan hak berpikir ahliwaris tidak
dapat dipaksa untuk menentukan sikapnya bahkan pelaksanaan
putusan pengadilan yang diucapkan untuk kekalahan pewaris,
ditangguhkan. Hak berpikir ini jelas dapat menangguhkan
putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah

Agung yang sudah ada.
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Mengenai besarnya hutang yang harus dibayar juga dapat
dikatakan bahwa putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi, dan Mahkamah Agung kurang tepat, khususnya mengenai
tanggung jawab isteri sebagai partner dalam harta persatuan
dan sebagai ahliwaris dari Mulia Zein. Putusan Mahkamah
Agung memutuskan bahwa hutang Mulia Zein yang harus dibayar
adalah sebesar Rp.57.540.000,- yang terdiri dari hutang
pokok dan bunga selama tiga tahun.

Isteri sebagai ahliwaris dalam Pasal 130 dan Pasal 131
KUHPerdata disebutkan hanya memiliki tanggung jawab sebatas
setengah bagian dari hutang suaminya yang telah meninggal
dunia. Jadi seharusnya yang harus dibayar oleh istri adalah
paling besar adalah Rp.28.770.000,-. Kedua Pasal ini
berlaku karena dalam perkawinan antara Mulia Zein dan
isterinya dilakukan dengan persatuan harta, karena tidak

ada perjanjian perkawinan diantara mereka.
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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebagaimana telah
disampaikan dalam bab-bab terdahulu, maka dengan ini
penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis memberikan suatu kesimpulan bahwa besarnya
kewajiban dan tanggung jawab ahliwaris adalah tergantung
dari sikap vyang diambil ahliwaris, yaitu menerima
warisan, menerima secara benefisier atau menolak
warisan. Ahliwaris yang menerima warisan berarti
melepaskan haknya untuk menolak warisan, sehingga aktiva
dan pasiva warisan beralih kepada mereka. Ahliwaris yang
mengambil sikap benefisier hanya bertanggung Jjawab
sebatas aktiva vyang diterimanya dari warisan tanpa
mencampuri harta pribadinya. Bagi mereka yang menolak
warisan, dianggap tidak mempunyai hak dan kewajiban

terhadap harta peninggalan atau warisan. Baik penerimaan
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atau penolakan harta warisan harus dilakukan secara
tegas, penerimaan harus dilakukan dengan akta otentik
atau dibawah tangan sedangkan penolakan Jjuga harus
dinyatakan secara tegas di hadapan kepaniteraan
Pengadilan Negeri setempat. Tidak dilakukannya penolakan
bukan berarti ahliwaris mengambil sikap menerima harta
warisan. Ahliwaris memiliki waktu 30 tahun sebelum
daluwarsa waktu atau pada saat pihak ketiga mengajukan
untuk menentukan sikap terhadap harta warisan. Ahliwaris
dapat menggunakan hak Dberpikirnya untuk menentukan
sikapnya. Disini mereka memiliki tenggang waktu selama
empat bulan wuntuk menggunakan hak berpikir itu dan
menurut Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdata dapat diperpanjang
atas alasan yang mendesak. Dalam tenggang waktu tersebut
ahliwaris tidak dapat dipaksa menentukan sikap dan
segala pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hal ini
dapat ditangguhkan (Pasal 1025 ayat 1). Mengenai harta
persatuan, syahnya pengalihan atau pembebanan atas benda
tak bergerak berupa tanah yang dilakukan Mulia Zein
harus disertai persetujuan dari isterinya. Dengan tidak
ada persetujuan isterinya maka pengalihan dan pembebanan

atas benda tak bergerak adalah tidak sah, karena
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pasangan suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang
sama dalam harta persatuan, walaupun suami memiliki
kuasa untuk mengurus harta persatuan. Bila timbul hutang
selama berlangsungnya harta persatuan, maka isteri hanya
bertanggung jJawab sebesar setengah bagian dari besarnya
hutang suami (Pasal 130 dan Pasal 131 KUHPerdata) .
Isteri juga dapat menolak untuk membayar hutang karena
tidak ada kata sepakat atau persetujuan pada saat
pengaggunan barang harta persatuan milik mereka.

. Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan  Tinggi dan
Mahkamah Agung kurang adil, tergesa-gesa dan tidak
sesual dengan peraturan Kitab Undang-Undang  Hukum
Perdata karena tidak memenuhi Pasal 1048 KUHPerdata
mengenal penerimaan harta warisan. Ahliwaris memang
secara otomatis menerima harta warisan pewaris baik
aktiva maupun pasiva. Untuk pembayaran hutang diwajibkan
kepada para ahliwaris SGCara tanggung renteng. Namun
dalam kasus 1ini dengan tidak adanya kejelasan mengenai
sikap yang diambil para ahliwaris, tidak dapat
ditentukan siapa-siapa saja yang wajib membayar hutang
secara tanggung renteng. Dengan ahliwaris menggunakan

hak berpikirnya, ada kemungkinan mereka menolak atau
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menerima sehingga tidak semua ahliwaris wajib
bertanggung jawab atas hutang pewaris tersebut. Kreditur
juga tidak dapat mengajukan gugatan terhadap ahliwaris
untuk membayar hutang pewaris, tetapi mereka hanya dapat
memaksa para ahliwaris untuk menentukan sikap atas harta
warisan tersebut, baru setelah itu kreditur dapat
mengambil tindakan dari sikap vyang diambil para
ahliwaris tersebut. Apabila para ahliwaris ingkar atas
sikapnya baru kreditur dapat menggugat para ahliwaris.
Ahliwaris dapat menentukan sikapnya dengan menggunakan
hak berpikir. Dalam jangka waktu penggunaan hak berpikir
dari ahliwaris, mereka tidak boleh dipaksa untuk
menentukan sikap, bahkan pelaksanaan putusan Pengadilan

Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dapat

ditangguhkan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dan dijelaskan
dalam Bab II tesis ini, maka dalam kesempatan ini Penulis
memberikan saran-saran, yaitu:
1. Dengan semakin banyaknya kasus mengenai perselisihan

harta warisan ini, untuk lebih memberikan rasa keadilan,
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PUTUSAN

Reg* No.1 180 K/Pdt/1993

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANO MAHA ESA
MAHKAMAH AOUNO

nemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi

telah mengambill putusan sebagail berikut dalam

perkara t

Ahlt Waris almarhum MUUA ZEIN (dahulu ber-
nama TJIOE A TJONO alias TJIOE JOEN FOEK),

yaitu 1

.

2>

5*

8*

MAGDA (dahulu bernama SOE1 KAM DJIN),

isteri almarhum,
ROBERT (dahullu bsnm”a TJIOE LIAN TJV),

anak almarhum,
RIDEL (dahulu bernama TJ10E NIEN TSJIEN) ,

anak almarhum,
RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNO)

anak almarhum,
JOHNNY  (dahullu bernama TJIOE “NIEN® WAI ),

anak almarhum,
ATER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI ),

anak almarhum,
MERY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN),

anak almarhum,
NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG) ,

anak almarhum,

kesemuanya beralamat di Jalan Ade Irma Sur-

yani Nasution No«85 Pematang Siantar, dalam

hal ini diwakili oleh kuasanya Ayub, SHo
(SK_-Menkeh_HI «No.A_."J-KP-0A« 15/87) Advokat/

Penasehat Hukum, berkantfcr dijalan -
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H.M. Yamin, SH. (Bukit Barisan Dalam) No. -
8§ Medan, kuasa subkitutie Mangspul 8 Ja~
bat, SH., berdasarkan surat kuasa tanggal
21 Nopember 1992,

Para pemohon kasasi dahulu Para Tergugat
Konpensi /Para Penggugat Rnko;z;;ﬁﬁ'ﬁara Tor-
banding Juga sebagal Para Pembanding }

melawan

P.T. BANK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG -

SLANTAR, yang berkedudukan di Jalan Sutowmo .
No.26 Pematang 8iantar, yang dalam hal int
diwakill oleh kuasanya Abdu} Azlz, SH., Ad-
vokat, beralamat di Jalan H. Abdul Rahman
Syihab Noe5=D Medan, berdasarkan surat kua.
sa tanggal 28 Oktobexr 1991,
Termohon kasasi dahulu Penggugat Konpensi/
Tergugat Rekonpensi/Pembanding juga sebagal
Terbanding
Mahkamah Agung tersebut
Membaoa surat-surat yang bersangkutan j
Menimbang, bahwa darl suratesurat terssebut ter -
nyata bahwa sekarang ‘!omohonk.aud. sebagal penggugat
asli telah menggugat sekarang Para pemohon kasasi seba-
gal para tergugat asli dimula persidangan Pengadilan
Negeri Pematang Siantar pada pokoinya atas dalll~dalll 1|
bahwa almarhus Mulia Zein semasa hidupnya teleh
berhutang kepada penggugat asli yang berasal darti fasl-
litas kredit yang tercantum dalam Grosse Akte "Persetu-
Juan Membuka Kredit® No.202, tanggal 23 Mei 1984, Jo
Perjanjian Kredit No.P3/PMK/RC/No,1336/V/84 sebesar -

Rp.30,600,000,~ (tiga puluh Juta rupiah) yang diperpan-
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Jang maaing-maaing pada tanggal 25 Mei 1985» tanggal
25 Mel 1986 dan tanggal 25 Mei 1987 J

bahwa fasilitas kredit tersebut harus dilunasi
selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 1988 ;

bahwa kredit tersebut diberikan dalam hubungan
rekening koran dengan bunga sebesar 2*7 % per bulan |

bahwa pada tanggal 30 September 1991 hutang di -
maksud sesuai dengan rekfcning koran a/c 11*60#00964—8
telah berjumlah sebesar Rp#178*454#730,- (seratus tujuh
puluh delapan Juta empat ratus lima pulluh empat ribu -
tujuh ratus tiga puluh rupiah) j

bahwa berhubung karena yang berhu®tzng yai tu Mu-»
lia Zein telah meninggal duniai maka seluruh ahliwaria»
nya yaitu tergugat—tergugat asli harus bertanggung Ja-

wab untuk hutang-hutang yang diperoleh oleh almarhum

Mulia Zein tersebut )
bahwa penggugat telah berkali-kali memperingati

ahliwaris almarhum Mulia Zein, akan tetapi hingga saat
ini hutang dimaksud belum diselesaikan |

bahwa sebagai Jaminan hutang tersebut oleh alm.
Mulia Zein telah diberikan kepada penggugat berupa t
sebidang tanah seluas 2.544,70 M2, terletak dalam Pro-
pinsi Suaatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, beri-
kut dengan segala sesuatu yang berada dan terdapat di—
atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Ta-
nah Jawa, Desa Kampung Melayu, sebagaimana yang dimak *
sud dalam sertifikat Hak Pakar No*0022, terdaftar atas
nama Mulia Zein f

bahwa berdasarkan hal-hal tersebutvdlatas, penjg
gugat asli mohon kepada Sattgadilan Negeri Pematang

tuk menjatuhkan putusan sebagail berikut s
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1. Mengabulkan gugetan penggugat untuk selurulinya §
« Menyatakan ayah dan borharsa atas s ta 3am1m yang
tatd Ak aubiikan 3

3V Hengh AN S jUER - hugat selaku ahlivaris alae -

Mulla Zein seeara tanggung menanggung membayar hu =
tangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454,730,«'
(seratus tuduh puluh delapan Juta empat ratus limae
“pullns ofpdt ¥V tiuh ratus tiga puluh rupteh)
beri kUt  Wethgah Bunganya sebesar 2,7 % perbulan ter-
bt Vg ATk EENELAL 1 Oktober 1991 sampal hutangnya
~ terAoYut Lulid A4 bagar
Ls Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung mensng -
gung membayar ongkos tagih sebesar 10 %
5. Menghuith’ t3¥guBittergught® heala’ tanggung menange
gung nedbayht’tliya’ PBRRUraS ] ~STUTUOY ¥

' 6."Menyatakin putidan ini dspat 4i Jalafikiin dengan serta

merta (UftvéerBiar vij voérfadd) dedSid'pud ada perla-
“ %éRfin, banding ataupun kasasi § - O “AeTE
bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersedut
diatas, tergugat-tergugat asli mengajuksan eksepsi dan
gugatan balik (relonpenal) yang pada pokb)myq falah's
Dglam EBksepsl : S e &
bahwa para tergugat ssosmra tegas menolak dalil «
daXtl gigatan penggugat, sepanjarty tXddk 4k yang diuii
dibaweh ini 23
bahwa gugatan penggufat pida Pdeiiydfiusarnya
adalah ditujukan kepada ahli waris alm. Mulia Zein §
behwa oleh karens gugdtini 'higgugat ai tujukan
‘Repdda wNPIwah § WHn3d & o', makd -seluruh ahliwa «
v TSN “Jugs Barile %ﬁ‘m ‘dalem gugatan ny |
W £ .0 u9fe ernfl trey
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bahwa dengan demikian gugatan penggugat kurang
sempurna, Jadi sepanjang yang ditujukan kepada para
tergugat &d&l*h tidak beralasan» oleh karena 1tu harus
di ydtakiliiteCdak—"8$bt ¢fterima |
Dalam Rekonpensl

bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada
bagian eksepsi serta dalam pokok perkara diatas» sefara
mutati a8 fckndik Stdrich dianggap telah dimaksudkan dan
diulang kembali dl ‘dalam gugat balik (rekonpensl) diba-
wah ini

tiawA arttartr alm* Mulia Zein dengan tergugat
(Magda) adalah merupakan suami Isteri yang syah» oleh
karena 1tu terhadap sebidang tanah seluas 2»344»70 M2»
setempat dikenal-Jalan Tanah~Jawa» Di"sa Melayu Pematang
Siantar» sgegdd;Thaf tersfreflc ddxdarfr™ Sertifikat Hak
Pakail No»0Q22* adalah merupakah hajftA kekayaan bersama j

bahwa penyerahan Sertifikat Hak Pakai No*#022
"yahg menjadi harta kekayaan berSanfa antara alm* Mulia
Zein dengan para penggugat dalam rekonpensl/tergugat di
lam konpensi (tergugat Magda) adalah tidak syah dan ti-
dak berkekuatan karena penyerahan dimaksud kepada ter —
gugat dalam rekonpensl/penggiigsric dalfea konpensi» tanpa
adanya 1Jin dan persetujuan dari para penggugat dalam

rekdhpehisi/tergugat dalam konpensi (targJafr*Magda )»
hal mana terbukti dengan tidak adanya suatu bukti autheg

tik yang menyatakan tentang per”stUjuah para penggugat
dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensi (tergugat
Magda) j

bahwa olelr karenfor pcfayerahan Sertifikat Hak Pa -
kai No*002£’tersebut dlatfc* ditaScianakan seoara tidak
syah, raakV sfebaHkhya pula tergugat dala» rekonpensl/
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penggugat dalam konpensl , didalaa menguasai dan menahan
Sertii!|rka$ No.0022 yang merupakan harta keka-
yatArrsa™MMiMNanp8r-"oouatu hak apapun, dan untuk
itu sudah sewajarnya harus diserahkan kembali kepada
para penggugat dalam rekonpensi/tergugat dalam konpensl
dalam keadaan baik ;

, \efc® disfippingpltu pula, alm, Mulia Zein semasa
hidupnya:41d~~m memperoleh fasilitas kredit sebagaima-
na dimaksudkan gerquopiks dalam rekonpensi/penggugat dalam
konpensl T adalah tanpa sepengetahuan dari para penggugat
dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensl» oleh ka-
rena Itu sudah sewajarnya para penggugat dalam rekonpen
si/para tergugat dalsm konpew™d dibebaskan dan dinyata-
kan tidak—mgunygi Jfepgfung Jawab
apapun untuk.>elun~lnya j -0

bahwa tergugat dalam rekonponsl/pejjggvgat dalam
- ~o”pen™, didalam mengajukan gugatan. konpensl de-
ngan dilandasi i1tikad burukt yakni dengan sengaja tanpa
adanya pemberitahuan secara syah dengan makaud agar fa—
silltas kredit yang diberikan semakin bertambah besar*
hingga melampaui batas kewajaran |

bahwa disamping 1tu pula tergugat dalam rekonper™
si/penggugat dalam konpensl» didalam mmber~kan fasilitas
kredit telah bertentangan dongan Undang-Undang* yakni
telah menerapkan praktek Banjc d«n$an m8ip~be$kan bunga
berbunga j

bahwa berdasarkan fakt™.hufcum tersebut dlataSp
r~"k”™ puda)>Y™wejarnya. pula £kte Persetujuan Membuka Kr*
<Ut Nc..2p2,, tau™ai Mei. 1984,, ¢0 Perjanjian Kredit
thl9.PS/PrikK/RC/137™°/V/STt} tefiaaggail 2™ Mai 1984, aorta

POKERAMATEARN FRANIFMERRN ), Yaoge-al 25 Mel 1985.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon

kiranya Pengadilen Negerli Pematang Siantar menjatulkan
putusan sebagei bexrikut

1.

26

3

4

Se

6.

7.

Mengabulkan gugatan baitk (rekonpensi) dari para
penggugat dalam rekonpensi/para tergugat dalam kon-
penst untuk selurulnya j '

Menyatakan seblidang tanah dengan luas 2.544,70 M2,.,
setempat dikenal Jalan Tansh Jawa, Desa Kampung Me =
layu, sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Hak
Pakal No,0022, adalah merupakan harta kekayaan ber -
sama }

Menyatakan demi hukum penguasaan atas Sertifikat Hak
Pakal No,0022 oleh tergugat dalam rekonpensi/penggu~
gat dalam konpensl adalah tidak syah dan tanpa sesua
tu hak apapun }

Menghukum tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam
konpensi untuk menyerahkan Serti fikat Nak Pakal No.
0022 dalam keadaan balk kepada para penggugat dalam
rekonpensi /para forsmt dalam konpensi }§
Membatalkan Akte Persetujuan Membuka Kredit No,202,
tertanggal 25 Mei 1984, j0 Perjanjian Kredit No.PS/
PMK/RC/1356/V/84, tertanggal 25 Mel 1984, beserta
perpanjangan masing-nasing tanggal 25 Mel 1985, tang
gal 25 Mel 1986, tanggal 25 Mei 1987 ¢ ~ - -
Membebaskan para penggugat dalam rekonpensi/para tep
gugat dalam konpenal dari segala beban dan tanggung
Jawab sehubungan dengan fasilitas kredit sebagaimena
dimaksudkan tergugat dalam rekonpensi/penggugat da =
lam konpensi

Menghulum tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam
konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebe-~
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sar Rp«300*000f (tiga ratus ribu rupiah), untuk
setiap hari« Jikalau tergugat dalam rekonpensi/peng
gugat dalam konpensl lalai melaksanakan keputusan ini
8« Menyatakan putusan Ini dapat dijalankan dengan serta
merta, meskipun ada perlawanan (verzet)9 banding
maupun kasasi (uitvoerbaar biJ vofcrraad) j
9% Menghukum tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam
konpensl untuk membayar segala biaya yang timbul da-
lan perkara ini |
bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Nege-
ri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu pu -
tusannya tanggal 21 April 1992 No*80/Pdt*0/1991/PN.PMS*
yang amarnya berbunyi sebagail berikut :
1 Dalam Eksopal i
M Menyatakan eksepsi dari tergugat-tergugat tidak da-
1 pat diterima j
D Balam Konpensl t
' « Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian
M — Menyatakan syah dan berharga sita Jaminan yang te —
n lah dilaksanakan |
" — Menghukum tergugat—tergugat selaku ahli waris almar
I hum Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar
1 hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar
" Rp-.30,000,000,- (tiga puluh Juta rupiah), berikut
n dengan bunganya sebesar 2,55 % perbulan, terhitung
”  sejak tanggal 25 Mei 1967, sampail dengan tanggal
« 25 Mei 1990 |
” - Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menang-
O gung membayar ongkos tagih sebesar 10 % yang diper-
H hitungkan dari hutang pokok sebesar Rp®30,000*000, -

n (tiga puluh Juta rupiah) g
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" « Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung me -
" nanggung membayar biaya perkara sebesar Rp.342,000,-
®  (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) j

" <« Menolak gugatan penggugat untuk seleblhnya }

" Dalam Rekonpensl '

" . Menyatakan gugatan rekonpensi penggugat~-penggugat
" d.r./tergugat-tergugat d.k. tidak depat diterima }
" ~ Menghukwm penggugat-penggugat d.r. / tergugat-ter-
gugat d.k. untuk membayar ongkos perkara yang tim-
" bul dalam gugatan rekonpensl, vang diperkirakan -
- nihil;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan
Penggugat dan Tergugat telah dibvatalken oleh Pengadil-
an Tinggl Medan dengan putusannya tanggal 28 September
1992 No., 259/PDT/1992/PT.Mdn. yang amarnya berbtunyl se
bagal berikut :

" =« Menerima permohonan-permohonan banding dari Peng =~
"  gugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan
" Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensal/
¥  Para Pembanding

- Membatalkan putusen Pengadilan Negeri Pamatang Sian
" tar ganggal 21 April 1992 No.80/Pat/G/1991/PN.Pus,

" sepanjang putusannya tentang Konpensi dan Rekonpensl |
" MENGADILI SENDIRI 3

" - Dalam Eksepsi t

* ~ Menyatakan eksepsl para tergugat tidak dapat dite -
" prima }

®* Dalam Konpensi :

" « Mengabubkan gugatan penggugat untuk seluruhnya }

¥ « Menghukum tergugat-tergugat sebagali ahli waris Mu-

" 1la Zeln secara tanggung rentang untuk membayar -«
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hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730,-
n (seratus tujuh puluh delapan Juta empat ratus lima
puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
1 - Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng
1 membayar ongkos tagih sebesar 10 % dari Rp. 178.454*
730, (seratus tujuh pulluh delapan Juta empat ratus
" lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) f
” - Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng
1 untuk membayar bunganya sebesar 2,55 % perbulan dari
1 Rp-178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan Juta -
1 empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga -
> puluh rupiah) - Rp.30.000.000,- (tiga puluh Juta ru-
piah) m Rp.148.454.730,- (seratus empat puluh dela -

pan Juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ra—

1

1

n tus tiga puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Ok-

H  tober 1991 sampai hutangnya tersebut lunas dibayar ;

w - Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (conserva -

1  toir beslag) yang telah diletakkan berdasarkan Pene-

>’ tapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tang-

M gal 5 Nopember 1991 No.481/Pen.Pdt/G/1991/PN.Pias ;

1 - Menyatakan putucan ini dapat diJiilankan dengan serte
reerta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlj®

if vanan maupun kasasi ;

w Dalam Rekonpensl t

" - Menolak gugatan para penggugat rekonpenai/para ter -

> gugat konpensl untuk seluruhnya {

* Dalam Konpensl dan Rekonpensl t

" - Menghukum para tergugat konpensl/para penggugat re -

< konpensl secara tanggung renteng untuk membayar bta-
ya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam

tingkat banding hingga kini diperkirakan sebesar
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" Rpe25,000,~ (dua puluh lima ribu rupiah) ;

" « Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putus~
" an ini berikut berkas perkaranya kepada Ketua Pe -
" ngadilan Negeri Pematangsiantar ;

" bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Penggugat/Perbanding/Pembanding pada tanggal 7
Nopembter 1992 dan Kepada “Parg Tergugat/Pembanding/Ter -

bandi.ng pada tanggal 9 Nopember 1992 kemudian terhadap

| nya oleh Para Tergugat/Pembanding/Terbanding dengan pe=
rantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khu-
sus tanggal 21 Nopember 1992 diajukan permohonan kasasi
secara lisan pada tanggal 21 Nopember 1992 _sebagaimana
ternyata dari akte permohonan kasasi No.28/Pdt/G/KS/ -
1992/PN.Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Nege-
ri Pematang Siantar permohonan mana kemudian di susul
dengan memorli kasasl yang memuat alasan-alasan yang di=
terima dilkepani teraan Pengadi lan Negerdi tersebut pada
tanggal 3 Desember 1992 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Pen-
banding yang pada tanggal 4 Desember 1992 telah diberi-
tahu tentang memori kasasi dari Para tergugat/Pemban -
ding/Terbanding diajukan jawaban memori kasasl yang di-
terima dikepanli teraan Pengadilan Negeri Pematang Stan =
tar pada tanggal 10 Desember 1992

Menimbang, buawa peruohona:a kasasl a que beserta
alasan-alasannya telah diberitzhukan kepada pihak lawan
dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara yang di tentukan dalam Undang-Undang, maka oleh kare
na itu permohonan kasasli tersebut formil dapat diterima }

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diaju-
kan oleh para pemohon kasasi dalam memori kasasinya ter
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sebut pada pokoknya ialah

Tentang Eksepsi i

1.

Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak her -
wenang meggadili perkara ini karena berdasarkan Su -
rat Perjanjian Kredit No*PS/PMK/RC/1356/V/84 tanggal
25 Mei 1984 menyatakan mengenai perjanjian ini serta
hubungannya dan segala akibatnya, kedua belah pihak
memilih domisili umum dan tetap di Kantor Pengadilan
Negeri Medan, maka berdasarkan hal tersebut gugatan
g quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan a quo, kurang sempurna karena tidak -

mengikuti sertakan seluruh ahli waris dari alm# Mulia

Zein untuk mempertanggung Jawabkan hutan# przi>sdlbya,
oleh karena i1tu gugatan tersebut harua dinyatakan

dak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara

3.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
ini adalah hutang aim* Mulia Zein semasa hidupnya
dan aim. Mulia Zein tanpa ada persetujuan dari pemo-
hon kasasi selaku isterl dan ahli waris lainnya te -
lah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah yang
merupakan harta persatuan suami isterl |

Bahwa termohon kasasi telah menyodorkan untuk di tan-
da tangani perjanjian kredit yang mana ISl surat per
jJanji an kredit dimaksud melullu mencantumkan tentang
kewajiban kewajiban dari nasabahnya baik tentang pera
bebanan, segala biaya dan penentuan jumlah hutang -
maupun penghentian secara sepihak fasilitas kredit
oleh Bank hal mana jelas mencerminkan rasa ketidak

adilan ;

5* Bahwa dalam Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah bej
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laku tidak adil dalam penetapan Jumlah hutang alm.
Mulia Zein karena apablila diteliti dengan cermat
rekening koran tersebut tidak diperinci secara Jje =
las tentang pertambahan Jumlah hutang dari plafon R
Rp.30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga mepn
capal saldo akglr Rp.178.454,730,~ hal mana dapat
dilihat didalam perpanjangan kredlt I, ke II maupun
ke III hutang tersebut teégap Rp.30,000,000,~ dan se-
andali nya benar alm., Mulia Zein punya hutang, maka hu
tang tersebut akan segera ditaglh setelah Jjatuh tem-
po atau setelah Mulia Zein meninggal dunia tahun 1988
tidak menunggu bunga pinjaman membengkak dan mengaju-
kan gugatan pada tahun 1991, hal mana menunjukkan

{1 tikad dburuk termohon kasasi ;
Bahwa dalam hal int pemohon kasasli Juga belum pernah
menerima rekening koran atas nama alm, Mulla Zein
hal ini baru diketahul oleh pemohon kasasi setelah
dlajukan sebagai alét bukti oleh termohon kasasi di
persidangan, maka berdasarkan hal tersebut jelas ter-
buktl putusan Pengadilan Tinggli Sumatera Utara telah |
bertentangan dengan hukum pembuktian sehingga putuses

tersebut tidak dapat dlpertahankan lagl dan dibatal *

kan ;

Dalam Rekonpensi :

~ Bahwa Pengadilan Tinggli Sumatera Utara tidak mempert
bangkan segala hal-hal yang timbul sehubungan dengan

perkara inl ;

. emma .

- Bahwa secara yuridis pengalihan dan penyerahan harta
persatuan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleb
suaminya saja melainkan harus mendapat persetujuan de‘

rl istri (vide putusan M.A.R.I No.263 K/BLp/1976 tang]
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gal 13 Desember 1978 ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas
raaka putusan tersebut harus dibatalkan )

Menimbang
mengenail keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan
oleh karena walaupun dalam perjanjian telah ditentukan
pemilihan domisili di Pengadilan Negeri Medan untuk me-
nyelesaikan perselisihan, akan tetapi penggugat dapat
dibenarkan untuk mengajukan gugatan ditempat tinggal -
tergugat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar j

bahwa gugatan yang diajukan pada tempat tinggal
tergugat lebih menguntungkan atau memudahkan’tergugat
untuk melakukan pembelaan diri, apalagi tidak ternyata
pada pemeriksaan pengadilan di tingkat |, tergugat me -
nolak untuk diadili di Pengadilan Negeri Pematang Sian-
tar dimana para tergugat bertempat tinggal
mengenal keberatan-keberatan ad. 2 dan ad» 3 i

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat
dibenarkanf oleh karena putusan Pengadilan Tinggi tidak
salah menerapkan hukum ;
mengenal keberatan ad. 4 *

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan
karena putusan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan
hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal
mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi
hanya berkenaan &%ngan tidak dilaksanakan atau ada kesa
lahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 30 Undang-Undang No ,14 tahun 1985 |
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mengenai keberatan ad» 5 i
bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan* oleh
karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum
pembuktian
- bahwa untuk menentukan besar hutang pihak ter-
gugat kepada penggugat, maka Hakim tidak dapat
semata-mata menggantungkan pada surat bukti -
P-1V, akan tetapi harus dihubungkan dengan su-
rat bukti lainnya yaitu surat bukti P-1 sampai
dengan P-V }
- bahwa setiap perpanjangan kredit pada surat -
bukti P-11, Il1l, 1V dan V’ selalu dicantumkan
Jumlah kredit sebesar Rp«30«000*000 (tiga pu
luh Juta rupiah) ;
- bahwa dari surat perjanjian perpanjangan kredit
tidak ternyata adanya Jumlah bunga yang belum
dibayar oleh debitur j
Menimbang bahwa berdasarkan alasan diatas pertim-
bangan Pengadilan Negeri yang menentukan besarnya hutang
dan bunga yang harus dibayar debitur dan menjadi tang -
gungan para tergugat telah tepat dan benar serta dijadi-
kan pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;
Menimbang, bahwa tentang biaya penagihan, karena
didalam perjanjian tidak ditentukan besarnya biaya dan
tidak diatur cara menghitung biayanya, maka tuntutan bla
ya penagihan sebesar 10 % dari Jumlah hutang tidak ber -
dasarkan ala3an hukum dan harus ditolak j
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terse -
but diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pe -
ngadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 1992 No*259/

PAdt/1992/PT*Mdn* yang membatalkan putusan Pengadilan Ne-
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gert Pematang Siantar tanggal 21 April 1992 No*80/Pdt»0/
1991/PN*Pms. tidak dapat dipertahankan lagi» oleh karena
itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili
sendiri perkara tersebut seperti tercantum dibawah ini \
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang
No«14 tahun 1970 dan Undang-Undang No*14 tahun 1985
yang bersangkutan ;
MENGAPI LI Xx
Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon
kasasi 1 Ahli waris almarhum MUUA ZEIn (dahulu bernama
TJIOE A TJONG alitaa TJIOE JOEN FOEK) yaitu t
1* MAGDA (dahullu bernama SOElI KAM DJIN)
ROBERT (dahulu bernama TJIOE 1IAN TJU)
3. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NifaN TSJIEN)
RICHARD (dahullu bernama TJIOE NIEN SIUNG)
JOHNNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI )
PTTER (dahullu bernama TJIOE NIEN TJAI )
MERY  (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN)
8* NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG)

tersebut |

Al @Ad

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 28 September 1992 No«259/PDT/1992/PT-MDN. |
DAN MENGAPI Il SENDIRI
DALAM EKSEPSI t

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat-Tergugat tidak da -
pat diterima |
DALAM KONPBNSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian }
- Menyatakan syah dan berharga sita Jaminan®yang telah

dilaksanakan )

- Menghukum Teﬁgugat—Tergu%at selaku AhU waris alraar-
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hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebeaar
Rp«30,000,000,= (tlga puluh juta rupiah), berikut
dengan bunganya sebesar 2,35 % perbulan, torhifung
sejak tanggal 25 Mel 1987, sampel dengan tanggal 25
Mel 1990 j

« Menghukun 'rarguaat-rerguga:t secara tanggung menange
gung membayar blaya perkara sebesar Rp.342,000,e
(tt.ga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

'« Menolak gugatan P'enggugat untuk selebihnya }

Dalam Rekonpensi 3

-~ Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat-Penggugat
dalam rekonpensal , Tergugat-Tergugat dalam konpensi
tidak dapat diterima

= Menghukun Penggugat-Penggugat dalam rekonpensi / Tere
gugat-Tergugat dalam konpemnsi untuk membayar ongkos -
perkara yang timbul dalam gugatan rekonpensi, yang
diperkirakan nihil ;

Menghukum para pemohon kasasi/para tergugat asal
untuk membayar btiaya perkara dalam"u.ngkat banding di-
tetapkan sebanyak Rp.25,000,« (dua pujuh lima ribu ru-
plah) dan dalam tingkat kasasl inl ditetapkan sebanyak
Rp+50.000,» (1ima puluh ridu rupiah) }

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawa «
retan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Januari
1997 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamsh Agung sebagat Ketua Sidang,
M. Syafiuddin Kartasasmita, SH. dan 8,0, Nainggolan, SH,
HakimeHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 1997 oleh
Ketua Sidang tersebut dengan dlhadiri oleh M. Syafiu -

ddin Kartasasmi ta, SH., dan 8.0, Nainggolan, 8H. Haldnm- .
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH Ul, 2008



Hakim Anggota, Soerojo Kamil, SH. Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh kedua belah prhak»*

Hakim-Hakim Anggota t Ketua
ttd./ .Syafiuddin Kartasasmita,SH. . ttd*
ttd./ S.0. Nainggolan, SH. H.Adi Andojo Soetjipto,

Panitera Pengganti :

ttd./ Soerojo Kamil, SH.

Blava—falava i
1. Materal ... Rp. 2.000,-
2. Redaks1 _._.._...... Rp# 1.000,-

Administrasi Kasasi «* Rp.47.000,-"

Jumlah ««e»e Rp .50*000, -

m uaummnaBaam aaiam im

UNTUK SAH NAN
MAHKAMAH AGUNG R 1 .
Direktur Perdata
u.b.

Kepala Sub. Direktorat Kasasi Perdata

( Nv. CORRY K. WTDIANTO. SH. )
Nip. 040015026.
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NOMOR? 259/PPT/199 2/PT-HON«

w DEMI KEAOILA?.” Bf'J'DASARKAN KETUHANAN VAKG MAHA ESA
— PENGADILAN T1TNGGI MEDAN, mengndil i pcritorn pnrdsta —

dalam tingkat bandingfsesuai den.”n «urat penoti»pan Ketujo
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 September 1992 Nomor 1

259/Pdt/1992/PT ,MriIn, menjatuhkan putusonnya dalam perk® -

P_.T.BANK SURYA NUSANTARA CADANG PEMATANG S1AKTAT,yong bor
kedudukan di Med®n,heralnmft di P«rootong -
Sii)ntnr,Jalfin Sutomo No. 26 »diwakili oloh -
Pemimpin cabang dnri donir/m domikion otas-
noma dan untuk PT«Bo-nk Surya Nusantara —
tnrsebut tyang dalam lini ini diwakili oloh-
Knasanya yang osh buat. 1tutAnPUl. AZI1Z ,SH,
Advoka t ,bora lamat di Jalan !!.Abdul Rahman-—
Syihab No»5*~|MGdan,berdasorkon Surat Kua-
sa tertanggal 2P Oktober 1991 »dahullu diae-
b\it «ebagail Pongtcuc;ot Konponsi/Torgugat Ro
konpensl sekarang sebagai ﬁembanding_;pga—
Tprbendlng { — ———— - ————____

aLe&ewan -

AHL1 WARIS ALMARHUM MULIA ZEIN (DAHULU BERNAMA TJIOE A

TJONG ALIAS TJIOE JOHN POEK)»yaitu 1-—-——-———————mmm——————
1 _HAGDA (dahulu bernama SOEl KAM DJI.N),isteri a lmax-huin j
2*ROBERT (dahulu bernama TJioo Lion Tju) fanok almorhOT ]
3.RIDEL(dahulu bernama TJIOE NIEN tsJiicn) ,analt olmarhura |
4 _RICHARD(dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG),anak alraarhura;

5. JOHNNY( dahulti bornema TJIOE NIEN VAl ) ,anak almarhum

6.PITER(dahulu bernama TJIO® NIEN TJAIl) ,onak alciuz-hum 3
7.MERY (dahullvi bernama TJIOE MOE TJIN) ,anak olwarhum |
8*NORA ( dahulu bernama TJIOE MOE FUNG)tan«k almarhum ]
masing-masing beralamat di Jalan Ado [Ir:nn Ffhiryani nNa «u—
tion No*FI5 Fe>»atan Wjiantar fyang dnirn hal ini. diwakili-
oleh Kuasanya yang sah buat itu A\TJB,SMth~rkantnr di Jo
len Pro~.H.M_.Yamin SH (Bukit Barisan Dalarn) No,B-<4 Mo -
danjbordaaarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Nopombor -
19910dahulu disebut aebagai Para Tergugat Konponsl/Po -
ra Penggugat Rakonpensi sekarang sebagail para Terban -
ding juga aebagai Para pPemhanding ?———————————— — ————~A—
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— PENGADII .A?; TINGGI TEKSF.BUT: ————————— —————— -—————
Setelah membaca berkas pei‘kuro serta surat-surat

lainnya yon«: berhubungan denRon perkara ini j—————— —

———————————— TENTANG DUDUKNYA PKRKARAi—\———————————
— _ M-mgutip dan menerima uraian yang tertera dolam-
»alinan putuaan Pengadilan Negeri Pematang Siantar —

tanggal 21 A.pril 1992 No, ftO/Pdt/G/1991/PN* Pms ,yang —
amarnya berbunyi sebagai berileut:————————— — —_ —

DALAM EK>r.IM:

— Menyatakan eksepsi dori Torgugat —Tfr*u.~60 t tidak —
dapat di tnrimo j— —————————————— —(—— —

DALAM KONVENSI!

— Mengabu 1knn gugatan penggugat untuk sebahagian {—-—-

— Menyatakan syah dan borbarco sita jaminan yang te-
lah <dilaksonok»nj —————————— - ——— — — —— . ——

— Menghukum Torgugat—Tergugat solaku Ahli varia al —
roorhura Mulia Zein,Becara tanggung menanggung mem —
bayar hutang almarhum Mulia Zoin kopod.» pangku#* t—
oebosor Pp.30.000°000,- (tiga puluh juta rupiah) —
berikut dongan bunganya sebnsnr per bulan -
terhitung anjak tanggal 25 Mei Ir"7«s*mpai dengan-
tanggal 2S Mei 1990 j—-——f——————————————————— ————— —

— Menghukum Torgugat—Torscugot nocarn tanggung menang
gung mamhayar ongkos tagih aobn.iar 10 ~,yang dipor
hitungkor» dari hutang pokok aebosar Hp*30*000* 000,
(tiga puluh juta rupiah)j-—-——————-——-" - ———— —

— Menghukum Torgugat—Tergxigat 3ocaro tanggung menang
gung membayar biaya perkara sebesar Rp*372*000,- (
Tiga ratu® empat p\xluh dua ribu rupiah);,—--—-—-—-—-—-- e

— Menolok .gugatan penggugat untuk selebihnya;,— — —
DALAM n~"KONPftNSI t

— Menyatakan gugatan rekonponsi P~ nggug«t—penggugat—
d.r»/Tar «rumt—-Tergugat d.k. tidak dapat diterima ?

— Menghukum Fon «~" gat—-ponggugat .r*/Ter cugat—-Terguj®o t

d. k.untuk membayar ongkos perkara yang timbul dolsra

gugatan rokonpensifyang diperkirakan nihil vy
— — Membaca fSur—at Pemberitahuan Putusan yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan -
tanggal I'* Mol 1992 No.0O/Pdt.n/1991/pN. pw3 F Vopaclo -

kLﬂP_fS#'Li
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Kuasa Pura Tergugat Konpensi/i'ori' P«n5gu/rar Ilokonpon-
91 telah diberitahukan putuson Fongad.i lan No/rej'i
tang Siantnr tong”al 21 April 1992 No.0O/Pdt.G/1991/
PN.Pms fd e n n sompurnn e ———————
— MembPc.T/’nrot Coti»tnn Porin“honan—-pomnlionan bx>n —
ding yanc; <.i'mat, oleh 7 .Alrvi 1, «tIr<.initm o Kop.*lo —
pada Pon dn<ilnn Ke cjeri Icn.tt.iin® "i ;»ntnr ,’ioflin.(?—-mo3in~
bertangga 1l ?' April 1992 don 21 Mr4 1°)-?, fHmnno dica-
tat bahva Veng"iigat Konpen«i/ Per‘inr.af iVkonp«u.ii don-
Para TorfCHri't Konpens i/P«rn |I'ftirt'nrat. Pr»konp«:ifii to —

lah mengm.in?:*»n pnrino’iona n bf»nd"in<c ot»fl por~firn dimok—

—— Bahv”n I'onrc'cii.irat Konpens i/Ter.eu "at ilekonron.si/l om—

banding dan Jnrfi Ter”“u”2st Konpongi./l’orn i cn.vj?rujiot JI©O—
konpensi/l'yrp» Pembanding dnlom rm l~ntck/ipi p~rmohonan-—
bondin~“nyo ti/lalt rnengo jnlcpn noM”~ri—-n.—-inori b>nding; ———
— llohwa t<i*tNnng odnnye 1iorrV'liocrn—"or—nolionfin I>i»n —

ding telah di.Hompoikan kfipodo pihaVr—pibnk yang IliRrke-
riaan dengnn swipurna ;-—\—————————————— e ——
—————————————————— T #NTAMG —iiUML** | ——
— Menimbang , bnl’wa karona permohonmi—-pernohoniin ban-»

ding diajukan oleh Penggugat Konpenni/Tergugat Rokon-
pensi/Penliondin € don Para Teriiuo:nt Konponni/i’'itrff Pon?”
gugat Rokonponai/i’ara Ponbaridin”® daloin ten g§POmg wok —
lu yang di bpnnrko» oloh Undang—undaug dan telah meme-

nuhi ketentuan Toinnye yang dibnntf?!lvan,maka pomioho —

nan—ponno])onnn h'Midin.c; tersebut dapnt ditor.if’io; ——+*
— Menimb»n t,bahwa Pengadilan Tiir/'d mntiorik »3
dan meneliti «euc;keta paro pihak ber.ikut puinMan )la —
Vim pertama atas sengketa dimaksud g ————————— -
Dan seto.l.ah penerikeaan don penelitian t®r«ebnttl'enso
dilun Tin”tri belum sependapat dongan p*it.»\«au Uokin —
pertana, kecuali putusannya jsopan . j%?*g rr»i<r/>nAi £lci?<3p—»

ai karena t**lak tepat dan lunwi', *-edang puiuspony® -,
tonf)Mi, ~-J
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ten tori'; p= ri.;.i <pn Viol:cn;j:or:;ii . onyin- 0 IXi i —
okon moiiibori *ron pcr*fcinlboii:';i>'?inyr> srondi.vi isoh®&.-imana—
olean diiii*.« »«*»]j; «libovfoli An%i (- —

NN= KTV ™ &1 ;

——Me” 1" frcpt.in o~ iM po i D
jukc-n Tr*j i 17 r,vili W r 1 e 1'r.i c*1l'v'.r% un ‘fiilia INr> —
in yon»* <’ 7> j<diij»nys Vi-'—u* e Lib'»V poTvf./~Au—
sot borup?) (eemeei’litas 1irr;(":1 t 2% »fS wvril\'», t('rr.ftnlu"i —
dolon @ ——————————— e - —-=
1. Veto | >={ *m\v- yai st *~0,")?, rijr fol -5

Vei 37 jTo, iWN™j»bn & 0. . /pod  * 1%3Y
TRy L X0F0P IS (i F M1 juta e

£%h ) til<bt i lipa Fiperpo’i » i r 2 N —»0n t -

2. lorjonji ;«xx "r—odit 1 lvr2 /V /[~  fcang; -—
&ol N ri 1 “Jj nhoi)OsOI" iii= 1 X im —
lub jnl.r» km« io 1) ,Veinudiadn i

%ror.1oM,tiM I » .o fit .Vo.*» s - 'm/,;0*n "V V/: ,i»it"S —
.'f'on' /\*4 R i>>%-;00|4)i|'rf*> Cex ’s>l‘i.“* ‘ %_»',-f'TJ 4 nulu_b
juto ifie»irA> elon okh.5rnva U\"ri “10*raii:

'Tt.Porjaijjirn Nrndit Ko.fs/i . o» 1“*r=> v/ etE£mS
Wl > "V»; 1/'*:? ,Kobo«nr . ? o . J'5 Aululi

j\llo rowm-1) -—\——— o o
———Halwfi " nlir /,<*in toln:« rn«n.Tni'r?»1 ‘I'»k1l° —lora»
tongsinnhpc ;?wo tourrol fi iolimara 1 ~ v:3 lodio

Jjibnn udi ™V rirlimagi fiutnn® tor *o?)t b erpini~h kop3-

rl/j oh il t * j nym y.iitu ['ora * — u,‘u  Cmr xRy

.t?cX yoO ;0] i—...eemjcir X'/TJl 1i1;nt*nr ioli>b borjiu-n —

loh so ismren cein 171, ~j ., Tna i <f n*< prilnu
AT 1 i {ti<»1. A “

juh rr tu i e» pii fub r=""T>i i’ T e ”

— Moni: V.vii'Tjlinlwo di iti*.t* :»m -r+ ‘1~ oo

'r*n Arv ' - i ] o' )>jV V "1 1 **:‘ -

Dl rles » I~ s i W

/T
i’!Ii" 1Noovr-o00 =
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menurut perjanjian kredit terakhir yoitu l'orjonjian —
kredit No.PS/PMK/RC/1356/v/87 ,tanggal 25 Hoi 1937 s«be
sar Rp»30#000*000,—(tiga puluh juta rupiol’) ditambah —
ongkos pena.crilian sebesar 10 % dari nj>32* 000. 000 f—(ti-
ga puluh juta rupiah) sedangkan tan ponn”~ugat sel_e
bihnya oleh 1llal;itn pertama di tol ok ;| ——————————— -
— Menimban", bahwa Pen”ad] lan Tinggi tidak sependapat
dengan porti“bonron hukum Illokim poi’tom» yong monolak —
gugatan penggugat tersebut -—\————————— o _____
— — Menimbon.<i,babwa pada dasarnya seluruh gugatan penej
gugat ditolak kebenarannya oleh piliak—- Tergugat dan ka-
rena penolakan tersebut pihak penggugat mengajukan -
« lat buktinya dongan bukti tertulis P .I nompoi dengan-—
P.VIl yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan

sebegal alot bukti -\ - —"—————————————u

Menimbon a#}ifibiro di? tos telah dikomukakan bahwa beng
keta bermula dari perjanjian kredit diontara kedua be-
lah pihak dimona penggugat bertindak sebagai perabori —
Kredit ;- ——1——— ——  —— —— ——
Bahwa perjanjian Kkredit tersebut menurut penggugat -
terjadi pada tahun 1904 kemudian diperpanjang pada ta-
hun 198 5*tahun 1986 dan tahun I'h°7 j-—-——--"--""-----— —— _
Dohwa perjanjian kredit pertama yang dibuat dalam ta —
hun 19B4 yaitu perjanjian kredit No.PS/I'MK/RC/N o#13 56/
V/84ttanggal 25 Mei 1984 ternyata kemudian diikuti —
dengan pemberian jatjiirlan terhadap kredit tersebut dari_
pihak tergugat kepada pihak penggugat yang dituangkan—
dalam Akte Notaris dari Notaris .Saur Menang Sinago di —
Pematang Siantai—- dengan diberi No*nor 202 dan berupa —
penyerahan I1Tek Milik secara kepercayaan (Fiducia) yang

juga dibuat peda tanggal 25 Mei Inivt ;

Menimbang,ba}ufa dengan keadaan seperti, diatau je —

Isa terbukti secara sah akan adanya hutang al r*huni */

Y S I

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH Ul, 2008



Mulia Zoin pada pihak penggugat sebesar Rp.30.000.000t
(tiga puljh juta rupiah) sepertj yang didalilkan oleh

penggugat d«m rlongan demikian Oflala>i menjadi kewajiban
tergugat untuk melunawinya seinku ahli waris dari al —
marhum Mulia Zoin —-———————— —_ —— ———
— — Mcninbpn K.l'ahwa selanjutnya bahwa «da perpanja-
ngan perjanjian kredit yang dibuat oloh kedua belah —
pihak pada tahun 1975»tahun 19ft6 dnn tahun 1977 akan —
jatuh tompnnya p~da tanggal 25 Mei 1.9¢8 J—————————————

— Menimban”~*hahwa menurut pengerutrat jumlah hutang —

para tergugat pada tanggal ?© September 1991 sesuai —
dengan Rekening Koran a/c+11.00,0096V-8 telah borjum —
lah Rp.l7H 52~*730, —(seratus tujuh puluh delapan juta-
empat ratus Ilima puluh empat ribu tujuh ratus tiga pu-

luh rupiah) scMiai dengan bukti P.VI yang diajukan —

oloh piuUftk pongkKUgat i1-—————--——————— —
— Menimbang,bahwa Makim pertama pertimbangan —
nya tentang iiii menyatakan bahwa bukti P.VI tersebut —
tidak dapat dipakai sc'>aga-L alat bukti yang aoh kare —
na merupaknn ak te'dibowah tangan dan kebenarannya di —
bantah oleh para torgugat ;-———————"—-"—"  —(——————— ————
— Menimbang,bahwa pendapat Hakim pertama ini oleh —
Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan karena adalah,
jelas Rekening Koran adalah merupakan catoton yang di-
buat oleh Bank untuk nasabahnya dimona dapat dilihat -
perkembangan keuangan nasabah tersebut dalom hubungan-
nya dengan Rank yang dimaksud ;| -——-——--—--—--""-"-—-—--—-————

— Menimbuni | lial'.'va Rekening Korun tersebut adalah be-
nar dibuat olt*h rthak Hank Rornrfl »<*pih«k namun biasa-
nya pihak nasabah juga diberikan catatan tersebut un -
tuk dikotahui dan ia berhak untuk mengajukan keberatan,
nya kepada Pan)' apabila catpt.nn yang termuat, dalam Re-

kening Koran tersebut monunitnvn tidak benar;

Menimbango, JOO
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— Menimbang fbohwa dalam kasu.g pors pihak dintofl,se -
andainya Rekening Koran torsohut tidok benar mska Mxi-—
lia Zein lab yang berhak «nfuk nenban tah kebenaran
Hekenin.cr Kor~n tersebut»npiun nongiut ia. telah me -
ninggal dunia,bantahan torsohut dapat dilakukan oleh-
ahli warisnya dalam hal ini para tergugat, namun hen-
daknya bantahan teraebut diajukan berdasarkan dato -
data yan«r langkap bukan sekedar membantah s”ja;-
— Menimhun.c;,bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat -
dalam hal apa *aja bantahan ynnjf diajukan oleh paro -
tergugat atas bukti I’.VI diatos dan dalam hal mana
saja apa yang tortora dalam bukti P.VI teraebut tidak
mengandung kebenaran;,-——————————————————— ——(——————————— —
— Menimban/tjbahwa oleh koronn hal teraobut diatas -
tidak dilnkKukanrn oleh pibal— tei’jinjiat maka bantahan pa-
ra tergugat tentang bal ini oleh Pengadilan Tinggi -
adalah tidt»k beralasan dan koronanya dikesampingkan j
——— Menimbang,bahwa selanjutnya mougonai tuntutan —
penggugat agar putusan dalam porkara ini dapat dija -
lenkan den.ran *erta merta walaupun ada verset maupun—
kasasi yang ol oh Hakim pertama dinyatakan ditolak ka-
rena tidak m*r)enuhi ketentuan Pasal 19.1 RB<<# Pongodi-
lan Tinggi tidak sependapat ; ————-"—---"——""—"—"—""- —————————
___Menimbang,bahwa kredit pokok jelas diadakan oleh-
penggugat dengan Mulia Zein berdasarkan Akta Notaris-
tanggal 25 Mei 19724 Nomor 202; Dengan demikian jalas-

ayarat yan« dimaksud dalam Pasal 191 RIllg telah terpe-

nuhi j—-————————— e

»— Menimbang,bahwa meskipun ketentuan dalam Pasal
tersebut dintas telah terpenuhi namun raonvnit Pensadi
lan Tinggi untuk dapat di ja tubkarinya putusnn serta -

merta perlu ptila dipertimbangkan cegi urgen»! dijatuh

kannyo puinsan sedemikian ;| ————————————— —_————— —
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—— Mcninriojj/i, lirhwo rialom leasn» rliptos nii'ngl nNrot pocio

Goot ini laenurut pengamatan Pod*8dilo>u toleh —
cukup bonyok tar,'jadinya kredit yonp morot dalam pel\i—
noaonny.? , «?li5 tir.qo tncrbcrr.tk."in Impi bcroporrsiryo Honk
socoro bcik rrirko Pengadi Ton T.i nnftji me libat ada oloson
untuk ncvrol'ulknn pcrmchcr/in panf£;r.r;af oj;ar putusan —
dopot dijalankan dengan serta n*rta ;-———————————— ———
TULAM PRy.(-MITV?:i:

—— Mcnimbo nc;fbahwa menganoi <m«rotan J'aro Pong.”“ugat —

Rekonpona J tTou.rodi lon Tin.f.~l jufta bolum .sependapat —
dongan portimbi*ngon Hrkini porton,m krrona meskipun —
gufeaton tersr—hut seoln)i—-clali boraifot pribani namun —
nompok j*»i1os boluf« guy.otflri tarnobut '4tu jnlcnn torho —

dap Terpusat dolan Rokonponsi/renjv.~u”at dalam Konpon-

———Mor.inhan ,bnb.wa 9«jalan den*ran pnrtimban”an da.lam
kenpensi ~ irior,,? Acnr-cr?ii dap\at <ikobulk.i.n,ma-
ka odoloh beralasan gag&t&tt rokonpor.si scpar.jong rac -
ngonai hal —-hal yang borkflita» dondon jujntan konpen -
si tfir5fibut ¥rrus HinyataHon ~itolok,——mMm — —(————————
— ,solvajvrtr.ya bobwa berdasarkan apa yanr-—
tolah diuraikan distas, jela» meem'unjnkkan bahwa putu —
san Hokiin ptr tan.a oloh MWUenpadilan Tini™ri tidak dapot—
dipertaban‘—-an dan harus dibatalkan dan untuk 1itu Po —
n.qodilan Ti n£7;i akan mengadili sendiri sebirgaimana —
akan disebutkan dale»—* amar putunannyo di bawah nanti ;
- . - - ; ) EE S
——— Moninbr—-nr,bahwa olob karena pihak MWMPara Tergugat -
Konponsi/i'ara 1ien.~.”uarat “ekenponni/l'aro ”~embandinj? -

tetap borodf dipihak yanj; dik d.rbkan maka por lu pula—

dihukum untuk “~onhayar biaya p-~rkaro laalk rijaVam ting-

kat pertama maupun dalam tineka! bandin—-:

— — Momperhev.5kan »'asa.l dan t:?idoni—-undar;£ voivt bor r
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— Menerimn por:iflionan-permn]ioi\nn hand in'- dari )ong —
gugat Konponsi/Tergugat Rekonponsi/]'nvibs riili n«<l dan-
Para Ter”nj'int Konpen”i/! fri) i’eii'vriiyrit 2irll-nnpi‘nsi/

para I'onha-nding ---——-"-—-—"H———"""—— —

— Membatalkan pufuson Ponrodi Jon No”ori rpn. tong Si—
0 7itor tanggal 2.1 April 19°-— 1I!'o.Mo/Vrlt/a/3001/J'N-
Pms, sepanjang put\isannya tontoii.T Konpftnsi «ion "le-—
konpensi ;- ———————

DALAM pK

- Menyatakan I'k.scjisi par» teringat tidalc d.w»po't dite-

DALAM KONI

— Monpobul kau ~n~nton pony2?i'»ra« uui’uk 'h»leirnluiva 5———
— Menghukum ter”~ugat-tererucrot sr»ha i ahli v:inri.s MD-
MA ZETN dor.nr.'j ton”sung rnnl;»i'f' *>nl uk mrrih.ivar —
hutangnya krrpad.o pcng.”nrat Rf;!>onor 'Jp. 1772 'i'iM*730 t
(soratn.M <I1111111 puluh dolanan juta ampat ratus liioo

\
puluh onpnt rjbn tujuh ratus ti ? puluh nipiah) ;

— Menghukum Tcr2ii“at—tergugat socnrn talNggunjc ron -
teng membayar ongkos tagih snliosar 10 dari Ivf>17$%
N #730 ,—(<«oratus tu.iuh puluh dol?pon juta ompot —

ratus lima puluh empat ribu tujuh ra tus tiga puluh

— Menghukum Tergugat-tergugat nocara tongcrung ron —

teng untuk membayar bungarya aoliosor ©>,r"> °j perbu-

l.an dari ?p. 77° *'l .730,— ( scvralll3 tujuh pul ub dela
pon juta rnpat ratus lima puluh o»ipat r'ibu tujuh -
ratus ti.ga puluh rupiah) — >0,000, ('O00j —(tigo —

puluh juta rupiah) =Rp* I'tft, I5%«73 (>«—(.sora tus etY»p*vt
puluhmdolnpan jJjuta orapot ratus licia puluh c¢cn>pat ri
bu tujuh ratus tiga puluh rupiah) torhi tung sajak—
tanggal 1 fktobor 1991 san’pni liutangnyn tot4.ol»ut —

funas dibavor —-------------- - - - - - -\ - - -\ -\ -\ -\ -\~~~ ——————— —

— Menyo takc»n sah dan berharga sila ,iamiunn(Consorva-
toir Ueslag) yang telah dileta’ kan b'*r «yrkan —
Penetapan Ketua Pengadilan g'M'i  i“ow>=e Ll *"si n—itar—

tanggal P !;<'ppmhcr 1991 No.V-1/j on,:’<it-/ 719"''1'/! N
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— Mcnyatnlcaa putuson ini d Pnt rtijolonkon dengon aer-

to morta (llitvoerboar \&H.3 VVoorrsnd) Nies”™iinn orto -

porlownnnn monpun kososi
DAT.A?t Ni.T,ONM™NM

— Menolal? j~u™ntan 1-—pro Vawr.(Fvi<;Qt Hokoupoiisi/l’oro Ter-

gugat Konpensi untuk solurnhnya ;

— Mengliu’cun Pora Tp'*guR”~t Konponsi/l’ora Penj”srusat. Ro-

konpons.l socoro tonKSvms rontono; un+.uk raombayar ~*

yo pprl-nra dolom kedua tin“kot porodilon ysnj; dalotr.

t.ingle<h boiKlint; iunp.;a kini (Up<?rk.lr*;V:!1'U pobesor -
Rp. tiuvo puluh lima ribu rupiah) ¢,-——————-———————
— Memorilnt.p’iken pengiriman snlinon rnsmi dari putuson
ini bor.ikut berkas perkaranya kepada Kctno Pen”odi—
lan N<Ktivi. I'finotoncjsiantar  ———— ——————
———DKMTK1 Am.A".1 diputuskan pada liari Senin tonr”~DI aft

September 1000 dembilan puluh »lua>ol.evi Kawi tW«AK1YMAD—
MA:>RUI. , ,Hakim/Ketua Pengadilan Ti.n jrii Medan sebadai
Hakim Tun.”col ,put\isen mana pada hari itu T diucap-—

kon d» Inn nirlan, terbuka untuk \w\utn of ob 1iliikin "terso-
but dentdén fli.Viac\ix*i olc.Y\ oiN<tAO.u Syukur N o srvit.iol\VPr>

nitera ti ,akan tetapi tidak dihodix*i oleh ke -
dua belah pihak yang berporkar«®;----———----—-----———

PANITICUA 1 'kt ANTI,

dlLo. dto .

B1 -Db ifyp por*ora «

I .Rertaksi putusan r,p- 1000 %
2#Motorair putuson

I #Arimini atrasi
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u, S *ja N>>

No,” OP/PdtI™ G ~ fiWi~A PN ~fMS_. . LI .
1 e N [
" DEMI KEADILAN 'BOtINSAMAIN MAHA ESA " | ————

1

PE1IGADILAN NICnJJRI DI —PEMATANG SIANTAR, yang memeriksa dan mcn£

ndi li porkara—perkara Pordntn epndov.'tia”nt' portnmn, tolah monjatuh-

an putusan oobagai berikut dibawah ini di.tlnlnm perkara antara j—
o ® '
2

P.T.BAMi SURYA NUSANTARA 'CABANG 'PEMATAN,G SIANTAR, yang berkmiu

dukan di Modan, boraliimat'di Pematang Sinntnr, Jnlnn Sutomn No

?6, diwnkili coloh. Pemimpin.Cabang, dari dongan demikian atas.'—
*% P * *%

an antuk PT.BANK SURYA NUSANI’ARA terseVliir, ynrng sdai fjr —

L imU« 14V nn no mr# YP»irc cm)\ kurrh 1 ATBITIT R VI V. *%I

e oo™} &FHHrx
solanj nt nyn dnlrvn/hnl” — i n i 13obat *gobnpti PIsHOOUftfT ;—

Xe oYV Aty Nj - - ——

AlILT WARIS almarhum MULIA ZEIN _(dahulu bernama’ TIXUK A TIJCNO -
>N e [

[ _J
alias"TJ10K**J O E t R i O | ———— -—
S ATV L P R W *
loM A . G D A:'d a h n | HDJIU), istorl almarhum ;
Be, —_aw ®
2 .ROBERT ( daliuiu bernama TJIOE LIAN TJU ), anak alrwrhum ;
3cRIDPL (dahulu bernama:TJIOE Q’IUECN T5JIEN), anak almarhum
L]

mt>RICHARD(dnhulu bernama TJIOE NIEN SIUNO)«  annk almarhum ¢
5* JOHNNY (dahulu bornama. TJIOE NIEN WAI ), nnric nlmarhum

6*PITER (dahulu bernama..TJIOE 'NIEN’-TJAI ), anak almarhum

70M E R Y(dahulu bornama TJICE MOjJTJIN )j annfc  almnrhum ;
O.N 0 R A(dahulu bornama;TJIOE MOE, RING )f anak almnrhum ;
mani ng—masing .beralamat :di Jalan .Ado Irma Suryani Nasution No*
05 Pematang Siantar j--— — ———— — o

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang nah buat itu

AYUB, SH., berkantor di Jalan Prof.lUM*Yamin, 511.(Bukit Bov-

risan Dalam), No.5-Q Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
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N tertanggal 17 Nopember 1991 ' ;~
w selanjutnya dalom, hal ini disebut sobagai TUmJGAT-TARGUCIAT ]

PENGADILAN NEGERI THiSEBUT ;

Telah membaca surat-3urat perkara yang borsnn”~catnn

Tolnh mendengar keterangan kedun bolnh pihnk yang borperknm )

TEMANG DUDUKNTA  PERKARA, t

Menimbang. bnhwa Penggugat dengan Surnt Ou/rntnnnya tertanggal—

mr : ‘
Oktober 1591» yang telah didaftarkan di Kopanit eraari

Pengadilan

Negeri Pematang Siantar, pnda tanggal 1 N”po/nber 1~~1, dongan nomor —

] ﬁO/R:IlD/CU/I99I/PN—pmg. , telah mengajukan gugatan atan diri torgugat-—

3
pndn pokoknya bor bunyi sebagai berikut :——

—Tergugat, gugatan mann

N
;T *~bnhwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah borhutnng kepada Pong

fasilitas krodit yang teroantum dnlam Orosso—

dari
« i 1J04, Jo -

gugat yang boroBal
Akte Persetujuan Membuka Kredit”, No*202, tangoni M
30« 000, 000«—

Perjanjian Kro'Ut No«Po/FT—K/RC/No. 1556/1/P>4, nobei?nr Rp.

ynng diperpanjang mani ngemasi ng pndn tanggal

(Tiga pulu juta rupiah),
25 M e i 1955> tanggal 25 M e i dan tanggal 2> H e i 1977 ;——

fasilitas kredit tersebut harus dilunasi Relambnt-lambnt ayo pa

, —bnJi;;a
da tanggal 25 Mei 193 ;—(——————————— —— -
—bahwa kredit torsebut diberikan dalam hubungan Rrkening kornn, deng-
an bunga sebesar 2,7 $ per—-bulan ;-\ ————M—m ¥ —————— ——— F—————
hutang .dimaksud sesuai dongan —

e—bahwa pada t- nggal 30 Septembor 1951»

11.00.00964-B telnh berjumlnh nobeoar Rp.

Rekening Koran a/o.

juta, empat ratus “~ima —

178*454*730.— ( Seratus tujuh puluh dolopan

tujuh ratus tiga puluh rupiah)

puluh empat ribu,
yaitu Mulia Zein telah meni nf*-

»sbahwa berhubung karena yang barhutang,

gal dunia, maka soluruh .Ahli warisnya, yaitu Torgugat—-Torgngat harui>-—
nleli almnrhum —

bertanggung jawab untuk hutang-hutang yang dip.rbunt

Mulia Zein tersebut ;
Ahli waris almarhum -~

«mbahwa Penggugat telah berkali—-kali 'mo.npor.ur”.if.i
hingga saat ini hutang dimaksud.........ccccceeen oo

Mulia Zein, akan tetapi
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dimaksud _belum diselesaikan ;
AV .

—bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh Almarhum Mulia Zein telnh

diberikan kepada Fenggugat berupa i

Sebidang tanah aeluas 7*544>70 M2, terletak dalam Propinsi Sumatjs

ra Utara* Ketamadya Pematang Siantar, berikut dengan segala sesuo—

tu yang boradn dan terdapat diataa tanrih tersebut, dik®o —

nol sebagai Jnlnrt Tnnfih Jawa, Desn Kampung Melayu, sebagaimana di

maksud dalam Sertipikat Hnk Pnkai No0.0022, terdaftar atas nama —

Mulia Zein” ;
»—bahwa antuk jnminan tuntutan Penggugat ini. poriu dilotakkan nita ja—

minan atas hartn kekayaan milik Tergugat—Tergugat , baik atas yang —

bei—gerak maupun yang tidak bergerak, nntai—a lain Hak—-Hok dan Rnngun-—
an yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.fl5 Pematang —
Siantar, beserta barang—barang jaminan seperti yang diuraikan diatas

Ketua agar menentukan suatu hari
v

—Selanjutnya dimohonkan kepada
perBidangM/i memanggil pihak—pihak yang berperkara untuk meme-

riksa perkara gugatan ini, &MN\n dimohonkan pula agar diambil putusan-—

sebagai berikut t-——"—"-——— —————— ——— ——

I#Mengabulkan gugatan Ponggugat untuk keseluruhannya
2o0M©@©nyntaknn syah dan berharga atas sitn jami nan ynn” telah dilaksrv—
¢*Menghukum Tergugat—Tergugat selaku Ahliwa ris alm. Mulia Zein, se-
cara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada Fenggugnt sebe-
sar Rp* 17f1*454«7300— ( seratus tujuh puluh delapan juta, empat ra
tus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah), “orikut
dongan bunganya sobe”ar 2,7 $ per—-bulan, terhitung Rejok tanggal —
1 Oktober 1991» 3ampni hutangnya tersebut Ilunas dibayar ;——————— .

4#Menghukum Tergugat—-Tergugat secara tanggung menanggung membayar

ongkos tagih sebosar 10 % ;——™— ——————————————————— -—

50Menghukum Tergugat—-Tergugat secara tanggung menanggung membayar*. *
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(4);
.. membayar biaya perkara ;

—— —— - ——

GeMoryatnkan pntnsan ini dapat dijnlankan dongnn serta merta (Uit

';.A \{‘snsi : on m—— —— e e e s
ok _
~Manimkang, bahwa pnda hari perri:lanson yanre telah dAitantuian bu-
o .
em'.ei'iksnm perkara ini, kedua belah pibak yans barr rkara densnn di
7/ “ .

-~ . .

rg

diminn sebelum pemeriksaan pevkara ini dimulai, linkim talnah t~rlehih

dahulu menpusahnkan perdamaian diant~ra kednn helah pibak yans bhar -

perkara, akan tetapi tidak berhasil, karenms mana pemcriksnan dnlam-

perkara ini dimmlai densan dibacakannnya soral pneatnn Toneeiynt ~
oleh Hakim, yans isinva ternvata teinp i prrtahantan sleh Funan -

* Pennmumt -

Menimbans, bahwa atas adnnpa mumtan terachut, pilink Tarmemt —

Torzurmt telnh monpainkan esopsi dan jawranmwva tertaneral 19 k-

N\

- e S

tobar 1931, yans b-rhanyi sebapai beril ot g

s B Ty o o — e ey  — — — ———

=DALAYR FMSEPST ¢ it

~behua para Tere:snt mecara tognn menslak dnlil=dalil mumte Tenspus-

enty, sepanjang tidakz ada yanr diaxui AiprenY int g

~bahwa pumbtan Tancramit pada pakoknya/dasnriya adniah ditwvjuzan ke

o smamay -

pada Ahli Yhris almaulia Zein je———eoe=-—-—"
—hahwa olah karcna snsatan Penprupat !ibapkan kepain Ahlivari s alme

Mulin Zain, mika seluruvh Ahliwsris laisava 777 haras diikt sato-

[ et

kan didalam enantan selaku Toeranpgnt

Jonrnng senrarnn, jardi sera

=brhwn derngan demikinn pugntan FPenpmipnt

jnng yt\“_‘! ditll,i'lknn ‘!Tepndﬂ Pﬂrn Ter‘(‘,’n#.‘-’l"- nl‘«'\] nh ti (}.’\1’- ]"f‘!*.’\]-’\."!.’\'] ’

P ——— e ——

oleh karenn itn harua dinyntakan tiday Aapnb ditoving

_ A A e et 7 e e e s+ ——— e et S

DALAM FOK(K_PrSUARA tmem —

o C el
~Sernln sosuntn yana telah diuraikan dalam PAMAN ennepsi diatas, new

.
e eele ey
oLl iy @ s0e 00000

onra mutatis-mutandia mchon dianpspap talo¥ i‘._'.—----_.....-__.._._.._._____ h
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climasukknn dan diulnn/; kembali dnA\T\n \vsy \\ SN *

—bnhwa Pgnsw ¢?’F didalnm nurat Gurntnnrtyn mnrirntnf-nn A7m. ffuldin

0'S—N~y Z-Loin scRnnn hidupayn tolah momporolch fasilitas kredit dari Fonfttfu —

I _n IsHt.edx3ar Hpo30.U)0.000.— (tica puluh juta rupiah), dongan mavTviri

7 VL, -
U iknn/,JH]ﬁiﬂﬁn barupn sobidan,— tanah mc-lnan ?or>>M,70 MP, r.eha/rvi mana di

1*£0 /7 - F

mp%s'—id di dalam ¢Sertifikat llak Pakai N'>-00221 dan fasilitas kredit
od”

— torsebut harun di lunasi selambat—ambai—rv/a tanrr.al .?S Mei 1pfifl —

—bahwa andaikatapna bo.nar (Quadnaon), alm. Mulia Zoi n semasa hidup —

nya ada mondapat fasilitas kreli t d-=n-nn ja»dn®»n soVtnaimana dimnk —

sud Penfy/r.i/*at H:*ilar.i aurat flu/ralannya, ra”un para T —»Tu/rat sama se-

kali tidak pernah no.n/rotahui alm. Mulia 7*Sn tolah borhutanr: kopada—

—bahwa di —napi n,"” itu para Terfjufiat tidak pornah ada menerima wari nan

berupa apapun dari alm. Mulia Zeinf b'iik samana hidupnya, maupun se-—

—bahwa deor.a.n domikinn prwrv Tor™V(*\wVW «\VW\ e Vi1l i eeruv—

h;\n,T: awaji ban dan tnn/v;»n” jawab u\stik mol na—tri %~a i

—bahwa penyerahan oca?jLfijcat Hak Fiikai.lio.0-22-milik Tergurat (Ma”da)

kepada Penr“ur—at adalah tidak ayah d-\n bortonl-an/ran dongan hukum,kr*—
rena penyerahan flortifikat torsebut dilakukan tanpa adanya ijin dari

Tor~u”at (Ma”da) selaku isteri syah dari alm.Kulia IWn ;———

—bahwa sebaliknya Penr”u”nt didn.lam penguasaan Sorti fikat— IlrJ: Pakai —

No. 0022 milik Tor/ru/rat (Magda) adalah tanpa dasar hukuri, dan meloh kr\

rana itu sudah sal ayakt\/a harus i 'sarahkan k™ mVali 5'onada Tw/tu/rat —

(Kngda) ;

—bahwa secara Yuridis, rca/ralihan dan ponr«p«w’an b”ru”a ‘er*pMn atar>-—

hartn kekayaan b.—>raama, supaya dapat— di mvalal-an syah dan b'-—»k«kuat an

yakni den/‘an «eda'V'n Ljin dan persetujuan da—i 1V m\t ataupun suamij

—bahwa selanjut, \vn Pen”~gu”nt monyatakan pada tnn/pral 30 ftort«inbcr —

19711 huta.’NT dise’mu’'l 'Lulah berjamlah Hp. 17f1*4r4*730 (scmttirs»»e «0
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(seratus tujuh puluh delapan jutn, empat ratus limn pnluh empat ribu,

- tujuh ratus tien piloh rhpinh) H

i y; mbahun doari jumlah hutang yang dimcbutknn aleh Pensrisat aohe;anr Rpe=
| Y . .

[ia) ..

5‘(.8.454.7300—, tertangaal 30 September 1991, jikn dibandinsgcan dangan
t?)ng pok.ok govesnr Rpe30,000,000.— tortansanl 25 M o i 1988, tornya

/e
tt; Penpgusnt dnlam hal ini telnh melnksanakan prakteck Tink dancan mom
bebanknn bunga berbunga, fdan hal sedemikinn rupn tidnk diperkennkan —

Undanp~Undang, olach karena itu horus dikesampins:an ;

~bahwa dari jangka waktu / tanggnl jatuh tempo fasilitas kredit sebo-
gnimana dimaksud Fanggugnt ( i.c. tans=11 25 Moi 1988), nampni dengan
rugatan ini didaftarkan phda Kepaniterann Fanpadilan Naseri Femat ang-
Siantar, cukup jolas membuktikan itikad Rurid: dnri Pencaupat, dimanne—
Pgnggugat secarn sengnja tanpa melakukan tasihan scenra ’yah asar -

fasilitns kradit dimiksud semakin bertambah henar hinsrn melampavi Wa

tas kewnjaran ; 2
=bnhwa dan juea Pc-nr'.g,naa:l: tidnk pernah menyeranhkan k2rdn Tergmgant -
Rekening koran alm. Mulin Zein sebopaimana kewajikan dari Fenegmmant
=bahwa dengan demilkian gagnlan reusivicat came o 15 tidnk mompu;u'ni-
dnsar hukum, dan jusa Ainjukan dengan dilandani jtikad hovk dari -

Pengeunnt, olah karenn itu surlah sopantasnva pumton Panpeeneat harnpg-

——

dtolak untuk seluruhnya ;—

~Bardasarkan arainn-urainan tersebut dintaa, mehen kiranya Papnk Hokim'

Ketun ynng terh rant horiienan menelak Ruantan Fongspeupnt untuk se]urnp_

o ;
DALAM REKCNEHSYE —— - -

. =Sepaln seanatu yans talah diurnikan pnda bagian Wpepri anrta dalnme.

—~——

Pukek Parkarn dint:an, ascarn mntatip-mtandig moahon diangrap telah Qi
magi'zizan dan Sinlan~ Loeali Aidalam Tuent Mlik (Mkonrensi ) di havaha

ot On——

inm ;

~bahwn antara loin alm, Hulin Zein densn Tergumt (Mngdn) adalnheses
*-_'““
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ndalah merupakan suami isteri yang syah, oleh karena itu terhadap sebi

dan£ tanah seluas 2*544»70 M2., setempat dikenal Jn?.an Tanah Jnwa, De-—

Y
sn olayu Pematang Siantar, sebagaimana tersebut diorvlan Serti fiknt

Hrfc. Pakai No*0022, adalah merupakan harta kekayaan bnrsama = ————-— —

) I
*“lhhwn Penyerahan Sertifikat Hak Pakai nn.0022 ynnr: menjadi harta keka

] .
13 yaart borsama antara alm. Mulia Zein clen™nn para Fen”~u”~nt dr./Tcr/mgat

dke (Ter~unat Mn/rfn), adalah tidnk nyah dan tfdak berkekuatan karena -

penyerahan dimakaud kepada Ter~n/rat dro/Vonmir”™* dk., tanpa adanya Ii—

jin dan persetujuaa dari pnra Fenftul/yit <Ir*/rprr.',rr>t dk. (Terpusat Ma*-—

da), hal mana torrijkti den/ran tidak adarv/n suatu bukti nuthentik yanf-—

monyat akan ten”.nn/r prrsot ujuan para Ponr”'I¥'™ d.ro/para Tergurat dk*

—bahwa oleh k.nrrna penyerahan Sertifikat Hak Taka]j n”vO0OPJ>*t<¥j:~bu+. di.

atan dilaksanakan r.eoara tidak, nyah, nakm pobn.l iknva pula Trrrurnt dr.

/Tenrru”at dk«, didalam menguasai dan menahan Sertifikat Hak Fakai no.

0022 yf\f\WQVU\'akan harta kdcayann bof.—ir.i ndnlah tanra rorwti hnK —

apapun, dan untuk itu erxinfi sewajarnya harun diserahkan kembali kepada

para Pen~fjufat dr./Tor/rurat dk., dalrun keadaan baik ;

—bahwa dimmpin* itu pula, alm. Mulia Znin nrr.nm hidupnya didalam mm

perolah fasilitas 5rod.it sebagaimana dimaksudkan Tcrpu/»nt dr./i en/yriY3

/rat dk*, adalah lanpa sopengetahuan dari para Te”rnurat. dr./para Tor”"u

gat dk*, oleh karena it.u sudah sewajarnya rn?n Fongrtnrat. dr/pnra Terfju

/?at dk* di bohaak'-n dan direntakan tidak m'v?p'uiyai beban/kewajiban dan

tanggung jawab apapun untuk melunasinya ;

—bahva Torgu”at dr./ronrnurtat dk., didalam mengajukan /rugritan dalam

Konpenoi dengan dilandasi itikad buruk , yakni dengan senga.ia tanpa —

adanya pemberitahuan neonra syah dongan nmafcmd arar faailitas kredit

yan” diberikan rrmekin bortnmbah benar, hi nrra mrlanpani v*t,an kcwaja—

—bahwa di::ampin”® itu pula Tergugat. dr,/p*prrumt dk., didalam mcp.beri—
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lIdi Anlam memberikan fasilitas kredit tolah hortrntnnmn donran Unrinng

; —Undang, ynkrri. tolah menerorkan prnktrk TVi‘c donmn n~bobaiii—nn bu —

t ngn berbunrn

jiy*—ivVphwa berdasarkan faktn hukum ternehut dintnn, maka sudah nownjnrnyn

A"MpArInAkte Porsotujnan Membuka Kredit H*. 202, tmi/rral ?>M o

i "974,jo
I # Perjanjian Kredit Ho.PS/H<K/no/l13xVy/ r4» tortaurml ?r~ M o i 12?2" t
S5T,msertn per.panjnnrnn masing—masing tan/vral 25 M ° ~ tan~rnl 25—

e Moi 1976, tnnrr.nl 25 M o i 19®7» hnrun dibatalkan

; _

—v+Berdasarkan urai an—ui‘ainn tersebut dintns, m'-hon kirnnyn Bapak Hakim

vl.Kotun ynn” terhormat borkonan men/nbui knn On/—atan Palik (n<"—.konronsi )—

dari pnrn Fen/rnrnt dr./para Terfilifrnt tik.
4

; .amar putusan aobn/v*i borikut

u-rtuk seluruhnya dengan —

I,\I.Men/’\bulkan Guratan Balik (nekonponrd ) uari para Ponrrurat dr#/pa—

— rn Tergurat dk. untuk seluruhnya
e 2»Mcnyatakan ooMdnnr tanah donrnn luas P.m”"4,YO M2., no*~e”pat di ko —

nal Jalan Tanah Jawa, Dosa Kampunr Melayu , n«baVrai mann dimaksud di

dalam Sertifikat Hak Fakni no.0022, adalah merupakan harta kekayaan
3#Monyatakan demi Hukum penguasaan atan Pikat ff.ok Milik No.0022,
oleh Tergurat dr./ronerurnt dk adalah tidak, fiyah dan tanpa sesuatu—

4oMenghukum Torfturat ctr8/Po.nrruflat dk. untuk menyerahkan Hcv—ti fikat —

Hak Pakai No» 0022 dalam koadaan baik kepada para Tonrnirat dr» /

5»Membatnlkan Akt o Tornotujuan llembuka Krod.i t Nn.20?f tertanggal ?5~
Mei 1974, j". Perjanjian Kredit N*2.rii/Fil./no/1 VV'6A/(C/[f tert.ang -

"al 25 M e i1 19%4» bc-Borta perpanjangan marx nr—*ari nm» tanrral 2r Mei

1975* tangrnl 1906, tanggal 2? tv? [I'vy

6.1;—jmbebaskan para Penggugat dr./prn JK. f rinrj_ r>ern]a boban

dan tanggung jawaH rehubungpn dongan\;faskH. an .¥md-i—>g
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\AF*,

N\

krodit mana dimaksudkan Tar/rupal dr*/rcnprurat. dk*p

7 oMen”~iuku/n T err.urat dr”~/Pon”riu/int :k» unt.uk membayar tmnr: pakna —

Dwan”~son), seHcnnr lip# 3000009.— (U/yi ratus ribu rupiah), unt.uk—

tiap hari, jikalau Tergurat dr./Ponrru/rat dk.| lalai melaksana -

akor uturan ini i

onyatakan pui.usaa ini dapat jalankan d”™n.'Tun a”“rta merta, moski—

pun ada poriawanan (Vcrxot), TVandin/r maupun Kanari (.Hjtvoor M j

9«Men/"frukum Torruflnt dro/Penggugat .U:., untuk monhnyar sagaln binya -

yani: timbul dalam perkara ini 72*

Monimbanf, bahwa selanjutnya Penrrural tf-la'i nnn/?ajukan Replik -~

Penggugat terianrfinl 16 Januari 1997?7» To»rnrat to] ah pula non.—v—

ajukan Duplik Tergugat tertanggal ?3 Januari 199?? .Vnn/r untuk mornpo£

sin*—nt uraian putusan ini dihunjuk kepada hal-hal sebagaimana diurri

ikan didnla'n K>ri nearn pomor iksaan para» dandan, dan diarrrap telah

termasuk daim wuraian putuRan ini *% !

Mo.nimban/r, bahwa untuk mencuatkan dalil-dalil r'~"t—-n.n“va, r—-n.rr™u—

gat telah menga.inJ—an 'V»a menyerahkan diparsi langaa bukti—hufcti surat—

Icl(sntu) fbt*"-cnpy fTrosse .Akte Pcrr.ot.u.jnan Krwhnka Krorli if M«.P02 9

tanggal @» M o i 1984» yanr din«rbuat. diiia—lapnn Saur Mr—-aang Sinaffa,

Notarir. di Por,alang Sipntar

201 (notu) lonHar f-ita_Copy Porjnnjian Kwlit MmPri/ri'/r?7».1N)6/N /

84, tortangral 2?5 M o i 1974» beserta lampirannya I (5at-u) lombar

fA.tc—copy Surat Perjanjian, tnnrral P7 M e i 194

3*1( satu) lomhar r,.t>—copy Perjanjian KrMU, N-»PV"~/RC/Np.13r=6/v/

8% tandai Pr.r o i 1935, boserta lampirannya, I(satn) ImKar Tfoto

copy Surai— Pnr.ianjian (Perpanjangan "roHIl Pr»—<ama (T ),"t“aVH‘='l pn-

M ol 1973

4+ 1(natU) L—-mHar ’dn—-coK/ Ferjanjian KrHu ( N np.'nnnn Krjllt
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(10);

« Krodit Ketun ( 1T), Na,P3/T%,NC, /M0.1356/Y,/0%, tanrenl 25 Mot -

1986, weserta lampirannya 1(satu) lemwar fot —copy Surat  Porjan

jtan Frolt (Cerpanjongan Kredit Kedun (71),tanrmal 25 Mel 19863
(entu) lomhir futsecopy Perjanjian Krsait (Ferpanjanean Kradit
stign (IIX), Mo.PS/PM/RC./No.1356/¥v/81, tanrenl 25 Mei I087
besarta lampirannya, 1 (satu) lembar foto—copy Surat Porjanjinn-

(Perpnanjangrn ¥ralit Katign ( I11), tangenl 2% Kei. 1387j————

6.1(satu) lemr foto-copy Rekening Keran Na.11.000,00)64-8, bulan

Sept ember 1991, ntns nama MULIA ZEIN -~

Tol(satu) lembar [ito-copy Sertifikat Iak Paknd W2, 0022, tansral -

P E——E—— & e tm s Semmm e S

7 18 Agustus 1987, atas nama MULTA ZLTH ;

foto~ocopy mann teseluruhannyn tolah dilognlisar loh Hakin didalnm

- amwo o

persiiinann, setelah musing-masing dinesuaikan dengin nglinyn,dan-

kaemudian hukii-bukti surat dimaksud dilampirkan dslam berkns per—

kara dengan dibrri tanda BPeI,IT,IIY,1V,V V1 Ann VIT H

Menimbanp, bahwa diperaidangan Tersupst Jum 'alah menpajuknn

-~ —

bukti-bukti surat boruapa s

1.1(satn) Ja'er Tota—copy Surat Xnwing vony di¥eiuarkan olch Pesa

val Luarbiasn Calatan Sipil Kotamndya, tertansral 8 pAmuntus

1968, No. 3l / 1968, atas nama Tjioe A Tjonm alina Tjioe Joen —

Pock dan Saci Knm Jin jemeeaee . o~ - —

2,1(sntu) lembar frto-copy Akta Rematian yang ditelusrkan oleh Ke
- pala Kantor Catatnn Sipil / Pognuai Lunrhiara Punentat Si ril Ko=

tamndya Pematang Siantar, tanggal 10 Pabruari JQW!’ No.8 / 1908,

atas nama Mulin 2Zein ; —

foto-copy mann telah dilegnrlisor oleh llakim di‘nlam persictnasnn —
sat eloh masinp~masing disesunikan denean aslinva, dan kamidian ke

ti-bukti surat dirtaud dilampirkan dnlam kerkas perknrs denpnn di

Yeri tanda Ar.1I dnn 11 ; U

Menimbnng, blwa gelanjutnyn dipereidanean k CINn helnhees ccoe
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(u X

bolah pihnk yarmr, borperkara telnh monrajukan konklusi' mari n/v ma —
sing tortnnr/’f1 2 April 1992» yanr. untuk memporsi nr.kat uraian putu
PV >, o i i S ]
— " fnn ini dihunjuk kepada hal~ial yanr donr.an jc3nr. diuraikan dida —

M\ o\

'"Tw jnl'am berita acara pemeriksaan persi dan/ran, dan dianrrnp tolah tor—
hy J ?ji
ilr

/7 .n'Jk dalam uraian putusan ini ;- ———————-———"——-"—"—"""—""—"—"———-——-————

Monimbanr, bahwa dirlnlam porsi ‘La.uran tol a}) terjadi hal-hal se
baraimana donran jelas diuraikan di'halam boritn acmra pemeriksaan
porsi danron, untuk nKn:persi rvkat u—aian putusan ini knsomuo —

nya dianrrnp tolah termasuk dalnm uraiart putusan im ;——————————

halam JGglovwwsrt-e—H—"--—-—-—- \ —(— ——— — —(—
Moni mbnnr, bal;via T orr.u“at—T'.rr.urat dalam jawabannya telah mo—
nrajukan eksepsi soUar.ai borikut (-———————————————

—bahwo / nr'.tp.n Fonrrurat harus dinyatakan tidak dapat, diterima, ka

retn Fenrm rat tidak sempurna, 'ilk—h sebab Tonrrurnt menrrn —
rat ahli w:\Yin ;\cv.\rhum Mulia ¢ei.n, wmun tj.Jak. sof m—u/i ahJi wnrio
almarhum Mulio /oinyori/f r 1 i j ——————— e

Menimbonr, tentang eksersi Tcrrurat—Terrurat tersebut, Penga-
dilan Noreri berpendapat, bahwa ol oh karena /»uratan Penrmrat mo—
nvanfkut hutan/» alnarhum Mulia Zenn, m*ka mulah n patutnya yanr di
gurat adalah Ahli waris i1steri dan ahli waris anak, sodanrkan ahli
wai'i s yar.r, lain walaupun masih ada dari p#dn nr-reka tidak punya —
kewajiban apa—apn kepod.o Penrrurat, dan disampin/» itu, Terrurat —
Tor~urat tidgdz dapat membuktikan siapa-siapa ahli waris yanr lain-—
yanr tortinrr~l untuk digurat ;- ————-—-——"————————————————————

Monimbnnr, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tcrrurat—Te-rrurat —

BALAM I\NKCK Fmm2AKA Jo——o— oo

Keninhanr,Amh»wa £upr*tnn PennM=rut ala’al so”-nip”na diurai—
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(12 );

_ sebagaimapn tolah diuraikon diates ==

Menimbang, bnhwa Tergurnt-Torpurat  pnda plitoyn membtnnt ghe

- . e v o S—

Ji'dcan untulzs membulct ikan dnhl-dnh.l raoatannyn §——

.%- o
Menimbanpe, baliwa untuk mempertahankan dalil-dalil supatannya,

Panpgrusnt telnh manpajukan buliti—=bhukzti et ,\;-'mr A3 WooritsendAn -

——— e e

BP, I sampai denrsan BP.VIT ;
Menimbans, ‘babiwn setentang petitum 1 dan 2 dari susntan Penpg-

eupat aknn dipertimhangkan belakansnn 9lch kinvena maselahy atampngyn

®

perihal hutang piutang porlu dipertimbanskan lebih dnkinln ;

Monimbnny, notentang potitum 3 pusrntan Toneenpeand, vane mamn —
han asar Terpumt=Targuagat selaku nhli waris almarinwn *Ulin Zein ~
dtkhigrum ur.ﬁ;uk mambaynar hutang=hutananya kepada Cenesaesatl aabosar -
Rpel78.4544730.~(3aratus tujuh puleh Aclirnn iota empat ra'ns lima
puluh empnt ;'i‘tm, tujuh ratusg tienpulsh ribn ‘r-n_ir\h), Eorinl b -
nzn seberar 2,7 ) perbulan, terhitnnes acj~: tanreal 1 Okt obor 1991
, Pengadilan Nereri akan mempartimbansian lehih dwbuln aknn xecbeona

ran hutans almarhum Mulin Zein, dnn ~palain almarhem tilia Zo0in se-

msa hitapnva t-lsh ingkar janji, dan baraimana pah keitannyn deng

. - — o — ———

an Terpupat-Torrumt ;

Meni mhans sa' entang kebanaran hutane it angs 2V m~prham Mnlin
Zein, Fongniiilon woperi sotaolahi mzlihat dan mencliti rukti-bnliti -

agirat Penrritimt herupa BPeI mommi denrnn Vo, Fauny almarhua Mu -

lia Zein ada mempanyai hutang ke; ida Ponsapat

e g T ot ey S S o

Menimbang, ~rlclnah Fenpadilan 'a~cri acaesrialibap kakbi bl

ti surat TFensrn~ad ‘:r.-rnp. BP.V.,(]i'-""!‘.n Mnrsbutiznn bbby it ane A4
coud haris didarar paling Jambat Lanessl 20 Moo 5 1208, dan une

tuk itu Terpueat-Pimparat tidal dapal o wenlititan Sahgachabane al..

o
e e e e g s
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/ (13 )1

hutang almarhum telah lunas dibayar” Mlaiv “er\yA>&i “aYvwa oo

(wanpr estasi,) ;

Kulia Zein telah ingkar janji

Menimbang, bahwa sebagaimana disebut oleh Penggugat bahwa——

Trv' Z°in telah moninggal dunia, dan Tergugat—Jergugat. ti dak mem —

h*}H!

/ﬁim‘/ﬁjlnyap maka akf\n dipertimbangkan bagaimana status hutang almalJ>-—
J

iiulia Zein tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat—Tergugat adalnh isrteri —

. dan anak—-anak yang syah dari almarhum Mulia Zein, sebagaimana ter —

bukti perkawinan Mulia Zein dongan Tergugat 1, dulunya telah di

yang borsnngkutan (BT.l), dan Ter

daftarkan di Kantor Catatan Sipil

gugat—Tergugat tidak pernah mengajukan penolakan warisan, maka do-

ngan demikian hutang—hutang almarhum Mulia Zein, monjadi tanggung-—

waris dari almarhum Mulia Zein

jawnb Tergugat—Tergugat selaku ahli

Menimbang, brihwa olGh karena Mulia Zein telah i?gtr'.r 'janji ,

maka kepada ” ciiT.nfnt—TerR\ipftt diwajibkan untuk r\embayar hutang

hutang almarhum ;

Menimbang, bahwa setentang tuntutan Fenggugat dalan petitum 3

gugatan Penggugat, agar Tergugat—Tergugat dihukum untuk membayar -

( sertaus tujuh

hutang almarhum Mulia Zdn sebesar

puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat, tujuh ratus tiga—

mempertimban”®can kobenaran —

puluh rupiah), Fonpadilan Negeri akan

dari jumlah hutang tersebut dengan memperhatikan dan meneliti buk

ti bukti Penggugat yang berhubungan dongan itu ;- ————————————————

Menimbang, bahwa jika diporhatikan bukti—bukti Pengfcugnt, arv—

tara lain BP#l g/cUv? dapat dilihat bahwa pada tanggal 25 Mei 1974»

Mulia Zein benar ada mengikat Perjanjian Kredit dengan Penggugat -

Gobosar Rp. -30*000.000.— (tiga puluh juta rupiah), dengan bunga so-

bosar 2,7 /£ perbulan, yang selanjutnya po”janjinn Kre-lit tersebut-

diporpanjang la”i berturut—turut dongan Perjanjian Kredit tanggal-

25 M e i 1975» tanggal 25 M e i1 19761 dan terakhir tanggal 25 Moi—
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&y *flng6al.,,25. M b i 1987 , Pengadilan Negeri berpendapat bahwa sesuai-

r*dengan Perjanjian Kredit tc-itanggal 25 M o i 19C7 (BP.V), yang meru

Perpanjangan Perjanjian Kredit torafchir, pada tangki "5 Moi

If'x'987] almarhum Mulia Zoin mempunyai hutang kopada Penggugat sebo —

1/ !
f/aw. Rp» 30,000.000.— (tiga puluh juta rupiah), sodang bun/ri atas hu

I7'tang tersebut, sejak tanggal 25 M o i 19c?4 sampai dengan tanggal -

25 M o1 19707> dipandang telah dibnyarkc.n oleh Mu3ia Zein, karena—

terryatn dalam perpanjangan F*.?rjanjian Y.r*Ut terakhir tanggal

— 25 M ai 19727] p'-rihnl bunga dimaksud tidak ada di cantumkan ;

Menimbang, bnhwvia berdasarkan hal-hal >NMpotti mbanykan di—

ntasp sesuai dengan perpanjangan Fcrjanjian Krcdit terakhir, tang —

:gal 25 M e i 1977» t.erryata bi.hwa almarhum Mulia Zoin mempunyai hu

> tang kepada Penggugat sebesar RpO 309000p0CO.—(ti/»a puluh juta ru-

piah), berikut dongan bunganya sebesar 2,51) 7 porbulan ;—— ¢————

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Jergurat tidak dapat nom

buktikan almarhum Mulia Zoin tolah membayar lunas hutangnya torso—

but, maka Torgu/rat—Tergugat diwajibkan untuk membayar hutang almar

hum Mulia Zein sobosar Rpg, 30.000.000.— (tiga puluh juta rupiah)tbe

rikut dengan bun/r—-inya sobosar 2,55 ~ notiap bulan, torhitun<? nojak—

tanggal 25 M o i 1977, 3ebagaimann direbut dalan Perj?*njian Kredit—

tertanggal 25 M o i 197 ( BPYV) (—/—m—————————"———————————————————

Menimbang, bahwa setontang tuntutan Pongr.ugat, n/yir Tor/rurat —

Tergugat membayar hutang almarhum Mulia Zoin noberar Rp.1770454*730

(soratus tujuh puluh dolapan juta, empat ratus lima puluh empat ri-

bu, tujuh ratus tiga puluh rupiah), sobagnimana disebut dalam BP.VI

Pengadilan lleg» ri borpynrlapnt bahwa bukti BP.VI torsebut tidak da

pat dipakai sebagai alat bukti yang ayah, karona BP.VI tersebut mo-

rupakan Akta di bawah tangan yarvr kobonn;——\ruiyn dibantah oleldi Tergu —

gat—-Tergugat, sedang Penggugat sendiri tidak dapat monbuktikan seca

ra terperinci mengenai jumlah hutang yang dimaksud dalam BP,VI..........
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st Menimbang, bahwa sabagaimana tuntutan Penggugat agar hutang se—

V A /yTp&sar Rp* 178*454©730 (seratus tujuh puluh dolnpan juta empat ratus—

'‘puluh empat ribu, tujuh rntus tiga puluh rupiah), tersebut se —

f3akfbtilan Cktober 1991» fii*™» kenakan bunga sebesar 2,7 /£ untuk tiap-—

r
bulan, hingga hutang tersebut dibayar lunas, oleh karena bosar—

hutang tcrsobut tidak dapat dihv'.V.ilkan, dan olah Pengadilan Ne”e

dengan meneruskan pertimbangan diatas, dimana almarhum Mulia Zein

ivir.'hnnya borhutang sebenar Rp® 30.000.000.— (tiga puluh jfrta rupiah) ,

B«K*

j®pj dan  janfjca waktu porrjbayaran hutang tersebut tolah berakhir pada

II|1€ tanggal 25 M o i 1988, maka Tergugat—Tergugat selaku ahli waris dari
‘= LN
i“nImarhum Mulia Zein, diharuskan mombnyar bunga hutang torsobut sobe

Nlj~sar 2,55 / untuk setiap bulannya

Monimbang, bnhwn Poné&idi 2n:i itiegesri nfcan f3‘porti. soj'null

‘bork qwa) i~"C\W UV& N'>vv~\ k-ct*"

|§v’mana Tergugat—Tcrrugat
2

~__fo tersebut

in"i

i’ Menimbang, bahwa oleh knrena hutang dimaksud adalah hutang dari
Mulia Zein, yang telah meninggal dunia, tidaklah wajar apabila Ter”u

> gat—Tergugat, selaku Ahli waris dari almarhum Mulia Zein, diwajibkan

\ membayar bunga sebesar 2,55 J perbulan hihgga hutang tersebut diba —

yvar lunas, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri berpendapat.adalah »

wajar bila Tergugat—Tergugat diwajibcan membayar bunga dimaksud dn —

la/n jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejnk tanggal 25 Mei 1988,

di samping bunga hutang yang harus dibayar untnk memenuhi bunyi Per-
janjian Kredit (Perpanjangan Kredit terakhir), tanggal 25 Mei 1987 9

sebesar 2,55 % perbulan, terhitung sejak tgl*2f Mei 1987 s/d®tanggal

25 M e i 1988 j————m

Menimbang, bahwa setentang pcrnyntaan dari Tergugat-Tergugat —

yang menyatakan besarnya hutang tersebut adalah dikarenakan hutan#-—

yang dikenakan bunga berbunga, dan maninta agar Perjanjian.V.\'..... o
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(16 );

*.dapat dikabulkan untuk sebahagian ;
Heni.mbnng, bahwa olch karenn hutang Torgunat-Torgugnt telnh
- ) : )
" terbukti, dnn untuk menngih hutang tcrsebut Penpnugnt mamerlukan

( dana unt uk menasihnya, moka unt uk binyn penngihan hutang tersebut

"patut di bebankan kepada Tergugnt-Torrurat ;

“ Menimbang, bahwn sebagaimana diurnikan didalam pot1tum 4 gugn~
tan Penggugnt, agor ongkes tagih dibebankan kepadn Tergunnt-Teren -
gat secara tanprung men'anggung sebesar 10 %, rPensndilan Nercri ber—
pendapat bahwa olch karena Pengguent memer}uknn tenngn Pengnoaran —
untuk melakulnn penngihan penngihan, mnka adaldh patut biln Tergu =
gat-Tergupent di bebankan untuk membayer ongkos tagih dimoksud, yaita

sebesar 10 7 dari hutang pokok Rpe 30.000,000.-~ (tign puluh juta =

" rupiah );
Menimbang, bahwn oleh karenn Tergugrt-Targuent @dnlah pihak

yang diktalahkan, mika kepadn Terpupnt-Torguant dihebankan untuk

membayar biaya-hiaya yang timbul dalam perkara ind ;

Monimbang, brhwa dnngan demikian, protitum 5 poratnn Pencpengat,

dapat dikabulkann ;

Menimbang, bahun sotentang tuntutan Pengpnmmi ngar putusan  da
lam perkara ini dapat dijolankan densnn serta mertn, walaupun ada -
Verzet, Banding ataupun Kasasi, olah krruna tuntutan teraehbnt helum

memenuhi ayarat-syarat sebagnimana yane ditentukan 1nlam pnsle‘ 19)1=

Rbg., maka tuntutan tersebut hrrus tolak -

Menimbang, bahwa oleh karena gurntan Ponrguaat £01ah ey ecveoe
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(17 );
KR »
et rolnh terbukti dan diknbulknn sebahagian, /nekn Sita Jaminnn yang &

~ J nfa-cnn scauai dengnn Boritn Acnrn Sitn Jaminan—-9 Nopembor «—

ATrjPw—* ~nrus dinyntaknn totnp syah dan berharga, karona harta benda —

“"\ynng..dioita tersebut tordaftar atas nama Mulia Zein ;—j————
mm:-1°:

GRAYELANGREICONEEFIST = — = — = — = —— oo oo

rEAVvs" Menimbang, brJiwa oloh karena gugatan rekonpensi yang diajukan —
\- &

oleh Tergugat—Tergugat d.k« / Penggugat—penggugat d.r», yang dalam —

v

j_IV.E).etitum 2 s/d*4 adalah merupakan gugatan pribadi Tergugat—-Torgugat —

it
;'r.d*ko. / Penggugat—ponggugat d»r*, dan bukan dalam hubungannya sebagai
o

'V.ahli waris almnrhu/n Mulia-Zein, maka diundang tidak ada hubungannya

<

».jdengan gugatan konponsi ;
\% Menimbang, bahwa oleh karona gugatan r<i::>nponsi sotontang hal —

i kusebut diatqgs tidak ada kaitannya e!o*.'een an kenpensi, maka

gugatan rokonponsi s*Xentang hal itu dinyalakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa sotontnag p?Jitum 5 dan 6 gugatan rokonpensi —

oloh karona tolah di portinban~fcan rialm 'c :ircr.nij ma'ra tidak perlu —
di pertimbangan 3n/n' t ol eh karenanya di AC\akan ~idnk dapN= iNi\orima

Menimbn»/, Vihvn .ileh karena gugatan rekonpened renrrugat—Peng-
o dinyntn —

gugat d.ro / Tergugat—Tergugat d.k. pa la titum 2 s/d*

kan ticUik dapat diterima, maka petiium 7 gugatan rokonpe.nsi di.nyatrv—

Menimbnn/?, bahwa dengan demikian seluruh gugatan rekonpensi di-
nyatakan tidak dapat diterima ;j———-—-——--"H—-"—--"—-"--—-———
Memperhatikan Undang—Undang No*14 tahun 1970, Undang- Undang —
No«2 tahun 1976» rertn Poratu”an Poraturau lainnnya yang berlaku ;—-

—————————————————— MENGADIL 1 e e

DALAM SCB3EP5I smmm o

———— Menyatakan eksepsi dari Tergugat-Torgugat tidak dapat diterima;

Mengabulkan gu/?atan Pengrugat untuk rrKnhngi »

-——— Menyatakan .............. o
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&"rfrrenyatnknn ayah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan ;
Nj—TT"Menghukum’ Tergugat— ergugat selaku Ahli waris almarhu/n Mulin Zein ,
P- l'secara t’anggung menanggung membayar hutang almarhum Mulia Zoin —
~U: kepadn Penggugat sobesar Rp0300000.0000- (Tiga puluh juta rupiah) ,
%t.— »erikut dengan bunganya sebesar 2,55 perbula.n, terhitung sejak —
&Eees'tanggal 25 M e i 1977» sampai dengan tanggal 25 M e i1 1990 ;——————
Menghukum Tergugat—-Tergugat secara tanggung menanggung monbnyar —
on~cos tagih sobosar 10 yang di perhitun/4cnn dari hutang pokok —
sebesar Rp.30.000.000.— (Tiga puluh juta rupiah ), - ——————————————

mi .
— —Monghukum Tergugat—Tergugat secara tanggung menanggung membayar —
biaya porkara sobosar Rp«. 342.000,— ( Tiga ratua empat puluh dua -
ribu rupiah ) ;—-———"—"-—-—"°"-+~-—------—--———— (""" "' -

. .Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;—*-——————— o —————

P
E—DALAM REKOWPJS::ST  +m — —  — e e

—— Menyatakan gugatpn rekonrensi Tonggugat—-Ponggugat d.r0O / Tergugat —
i V

t- Tergugat d,k. tidak dapat diterima ;- ——————————————————
——— Menghukum Ponggugat—Penggugat d.r. / Tergugat—-Tergugat d.k. untuk —

membayar onfkos potkara ynng timbul dalam gugatan rckonponsir yang

diperkirakan ni hi 1 ;——mm——-1————

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini, SELA HA, tanggal t
21 APRIL 1900 SEMBILAN FULUH DUA, oleh K a m i ANDAR PIJRRA, SH.f ——
Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Hakim Tunggal ?
dibantu oleh S.S i r a i t, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri—
tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucarkan didalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Panitera —

Pengganti tersebut, serta Kuasa Penggugat, dengan tidak dihadiri olehr—

Tergugat—-Tergugat ataupun Kuasa Tergurat-Tergugat ;————————————————
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(V) Dicatat disini, ba’<wa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohon-

%{)anding atas putusan tersebut pada tangrnl 2Q April 1992» sesuai—

Jlongan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, tertanggal 2Q April —

'1992, No.07/Tdt./Go/Bd./L992/PN—-FK3 | ——————— M\
& PANIE3RA KRPALA PADA P3MOATJILAN NSG3RI,

IANTAR ,Y ~

(/1> /atblini» SH.)
d ~L21/to 040007552 ./

@

tars$ _y
Dioatat lagiseYanjutnya, bahwa putusan tersebut.diatas telah —

diboritahukan dongan sempurna kepada Kuasa Tergugat pada tandai ———
14 M ei 1992, oloh BSTTY, SmHK., Jurusita Pengganti pada Pengadi-
lan Negeri Medan, dan ternyata pada tanggal 25 M o i 1992, Kuasa —
Tergugati—Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan -—

tersobut, sesuai dongan Risalah Pornyataan Fermohonan Banding, ter-

tanggal 25 Yi O i No«10/Pdto /G./Bti. /1992/TA-\"LS -
rAKiTanA kkfma K3V, /
a\~An .SIANTAR « > \y
h -~ i
72 ol

Fotocopi ini diikat sesuai
. dtngan ajinya
"TinlUi Pengadilwi egeri P.Siintnr
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